
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggurigjawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentanq Penyelenggaraan 
Ne~ara yan~ Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 'Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 O 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang 
menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah 
daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu 
pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonomi lrian Barat dan Kabupaten-l<abupaten Otonom di 
Propin&i lrian 6arat (k~mbire.ri N~g§rst RiPYPli~ !ndQne~i§ T~hYn 
1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR 56 TAHUN 2014 

TENT ANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JAYAPURA, 

..... 

ngingat 

nimbang 



Dalarn Peraturan ~1,JP9.ti i1"1i yl?,ng 9!!Tl?k$1:J9. 9.~1199.n: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura 
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura .. 
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Ml;Ml).Tl).$.KAN : 
PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA 

14. Peraturan Daerah Nornor ~ Tahun ~007 t'?n.t~£'!9 Pokok-pokok 
Pengealolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2007 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 {Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14) 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor ?8 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4855); ·· 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4577); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor -137 Tambahan 
Lembaran N'egara Nomor 4515); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 457 4); 

8. P~r~ttJr?n Pemerintah N9fl10r ?3 Tahun ioos t~nt?~9· P~ng(;!IOl?J.~n 
Keuangan Badan layanan Umum (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

stapkan 

~· rr 



,., ' 

4. Standar Akuntansi Pernerin.t~!l~m. y~mg ~el~nJYt!1Y~ di~in.gk9.t $.AP. 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

S. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 
disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang 
bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam 
rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu 
pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan 
pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik 
keuangan secara nasional. 

6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 
lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Jayapura. 

7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, 
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

B. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode 
perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun 
nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam 
pembuatan jumal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan 
laporan keuangan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah 
dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

1 o. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksl dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayar. 

11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayar. 

12. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui 
aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 

13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur . aset, 
kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, 
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada 
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui 
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

15. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan 
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 



MURSA , S.H. 
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n, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
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EKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
ttd 

Drs. YERRY F .DIEN 
>EMBINA UTAMA MADYA 
UP. 19590114 198410 1 002 

•iundangkan di Sentani 
ada tanggal 25 November 2014 

BUPATIJAYAPURA 
ttd 

MATHIUS AWOITAUW,SE.,M.Si 

Ditetapkan di Sentani 
Pada tanggal 25 November 
2014 

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Jayapura ini dengan menempatkannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. 

(1) Peraturan Bupati Jayapura· ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 5 

BABIV 

KETENTUANPENUTUP 



16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, 
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa 
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan dan penurunan SAL_ tahun pelaporan yang terdiri dari SAL 
awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 

18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 
tanggal tertentu. 

19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan 
yang menyajikan intormasi mengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan 
LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 

20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan 
yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan 
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas 
yang terdiri dari ekuitas awal, surplusidefisit-LO, koreksi dan ekuitas 
akhir. 

22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK 
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau 
daftar terinci atau anahsis atas nilai suatu pas yanQ disajikan dalam 
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang 

24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan ·keuangan 
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uanq daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk 



menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Daerah yang menambah Saide Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersanqkutan yang menjadi hak pemerintah 
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perlode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 
tahun anggaran berikutnya. 

31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

33. Pas luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa 
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada 
di luar kendali atau pengaruh entitasi:>ersangkutan. 

34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta 
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan [asa bagi 
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. 

35. lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosiaf dan/atau 

· manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas 
adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 
aset dan kewajiban pemerintah. 

36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa . masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi pemerintah. 

37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. · 

38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar 
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 
sesuai dengan yang seharusnya. 



(2) Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 mengacu kepada 
sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah 
daerah. 

(1) Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan 
mulai tahun 2015. 

Pasal 4 

· BAB Ill 

KETENTUAN PERALIHAN 

(3) Sistem Akuntansi SKPD dan Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf 
b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanla, transfer, 
pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, 
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan . laporan 
keuangan konsolidasian psmerlntah daerah. 

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 
huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan 
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, 
belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta 
penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Pasal3 

a) Sistem Akuntansi SKPD 
b) Sistem Akuntansi PPKD 

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: 

Pasal2 

BAB II 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode 
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan 
yang lain yang berkaitan dengan . adanya perbedaan waktu 
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau 
pada periode yang berjalan. 
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Diundangkan 9i S~nt.~i 
Pada tan~al 25 November 2014 

SEKRETARIS.DAERAII KABt,PATEN JAYAJ>URA 
ttd 
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Ditetapkan di Sentani 
Pada tanggal 25 November 2014 

(2) Ag~r ~e~i~P. Qr~ng m~ngetahuinY~. mernerintijhfq~n pengundangan 
Peraturan Bupati Jayapura ini dengan menempatkannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. 

( 1) P~r?tl:lf?fl J;3tJP~ti J~Y?.P~r~ in! m\J!~i Q~r.!~~tJ pad a t~n.gg~! 
diundangkan. 

~At:} JV 
KETENTUAN PENUTUP 

P~,,1 ~ 



Hal 1 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

' .~,.·. t .. ~)!. J~·· ~~i: .;·._···ls;·ft~!~~· {_;·, . :·: ...... :· \ -. 
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 
- 

r ····------------·-- Retribusi Daerah 

Has ii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

Pendapatan Dana Perlrnbanqan/ Bagi Hasil I DAU I OAK I Pendapatan Transfer 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya -----· 
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -- 
Bantuan Keuangan 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah 

Dana Darurat . 
Pendapatan Laihnya 

·--·-·····-·-·-··-- ......... ·-·---------·-· ---· --· 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, 

yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas 

datam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang 

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Klasifikasi : 

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok 

pendapatan daerah yaitu: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

b. Pendapatan Transfer; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut: 

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran I 
Nomor 
Tanggal 



Hal 2 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Kelompok Pendapatan J,~_ni~ P-e.n.~~e:M~.r.1c ... Dokumen 
, ~ -.·ircl :::·:,··.:~ . .'~!(·i-:~.:~,~ .i.·tlf_'·'i(~ . .c-t.'·J°: ... •.:. w' 

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 
---··-··-----·-·-------------- SKP Daerah/SKR Daerah/ 

Retribusi Daerah ' STS/TBP/Dokumen Lain ---- - . .. w------- __ .., ____ --- _ _j 
Hasil Pengelolaan Kekayaan I yang dipersamakan 
Daerah Yang Dipisahkan 

b. Bendahara Penerimaan SKPD 

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku 

kas penerimaan; 

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan; 

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. 

c. PA/KPA 

1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah; 

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntarisi 

SKPD. 

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

Da!am sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK-SKPD 

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA 

berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurna! LO dan Neraca; 

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO dan 

pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian 

objek); 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan 

keuangan. 

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara 

Penerimaan SKPD dan PA/KPA. 

A. S!STEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD 

1. PIHAK-PIHAK TERKAIT 



Hal 3 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Jurnal LO atau Neraca 

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, 
wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti 
telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk 
mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal: 

xxx Pendapatan Pajak ....... LO xxx 
xxx 

.: -,., Uraian 
.,. ·· .. ";.· , Kadi,! F.teifoniiig -- . : ... ~~. ' . . . . . . Nomor;:i~ukti Tanggal Debit" . )~t~~it.·%. 

xxx xxx Piutang Pajak . xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib 
pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO 
dengan menjurnal: 

berhak Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD tel 

Oengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka 
pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif 
jurnal standar sebagai berikut: 
a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak \ 

1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya \ netapan terlebih 
dahulu (earned). 

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada 
saat: 
a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 
b. Diterima oleh SKPD; atau 
c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 

Pendapata11 LO diakui pada saat: 
a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikena! juga dengan earned; atau 
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik 

sudah diterima pembayaran secara tunai (realized). 

3. JURNAL STANDAR 

I Lain-lain PAD yang Sah 

r . 

•• 



Hal 4 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri 

oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh 

wajib pajak berdasarkan perhitunqan tersebut. 

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib 

pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak 

Tanggal Nomor Bukli Kode Rekening Uraian Debit Kredil 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Pajak ..... LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tang gal Nomor Bukli Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx RK PPKD xxx 
xxx Piuiang Pajak ... xxx 

Bila Wajib Pajak membayar Jangsung ke rekening Kas Daerah, maka 

berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

,. 

Tang gal Nomor Bukli Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx RK PPKD xxx 
xxx Kas di B.endahara xxx 

Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut 

ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat 

Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: 

Tanggal Nornor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kre.dit 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Pajak ..... LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kr~dit 

xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx 
xxx Piutang Pajak ...... xxx 



Hal 5 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Jurnal LO atau Neraca 

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat 

Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui adanya pengurangan Pendapatan 

LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit · 

xxx xxx xxx Piutang Pajak ...... xxx 
xxx Pendapatan Pajak ...... LO xxx 

Selanjutnya, akan dilakukan perneriksaan terhadap wajib pajak, apabila 

ditemukan adanya .' kuranq bayar mak~ akan diterbitkan Surat Keterangan 
.··· 

Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. 

Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Kas di Bendahara 
Penerimaan 

xxx 
xxx XXX XXX XXX RK PPKD 

xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. 

Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), 

PPK SKPD menjurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Pajak ...... LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor·Bukti . Kode Rekenihg Uraian Debit : krjl~H: 
-, . _ .. ., xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

xxx Pendapatan Pajak ...... LO xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

(self assessment), PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan 

pendapatan pajak LRA dengan menjurnal: 



Hal 6 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Debit Kr.1;?d( Uraian Nomor Bukli Kade Rekening Tanggal 

Jurnal LO atau Neraca 

Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk 

mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit ~req(. 
. " xxx xxx xxx RK PPKD xxx 

xxx Kas di Bendahara xxx 
Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke 

Kas Oaerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat 

Tanda Setoran), PPK-SKPD menjurnal: 

Tanggal Nornor Bukli Kode Re.keni11g Uraian Deqit Kredit-E ··.-··--=1··:·) '.'.- 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Pajak ..... LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nornor Bukli Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerirnaan xxx 
xxx Pendapatan Diterirna xxx 

Dirnuka 

Jurnal LO atau Neraca 

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib 

pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui 

adanya Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan 

menjurnal: 

Tanggal Nomor Bukli Kode RekE!ning Uraian Debit : .· Kredit . 
' ,· .. ,.'t:",:·. ·. 

xxx xxx xxx Pendapatan Pajak ...... LO xxx 
xxx Utang Kelebihan Pembayaran xxx 

Pajak 



Hal 7 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Tanggal 

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan 
adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan 
kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal: 
Jurnal LO atau Neraca 

RK PPKD xxx 
oebit · Kieditt 

xxx xxx 
- -. Nomor Bukti -. Kocl'e'R~"i~e'riing .u-, - - 'ii. . Uralan - 

,'..,·\ . Tanggal. 

xxx 
xxx 

Kas di Bendahara 

Penerimaan 

xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke 

Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat 

Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: 

Tanggal Namar Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Pajak .. LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal NamarBukti Kade Rekening -· Uraian Debit Kredil 

xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx 
xxx Pendapatan Diterima xxx 

Dimuka 

Jurnal LO atau Neraca 

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib 

pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui 

adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan 

menjurnal: 

4) Pengakuan pendapatan pajak yang dldahulul dengan penghitungan sendiri 

oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka 

untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 

xxx xxx xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx 
xxx Pendapatan Pajak ..... LO xxx 



Hal 8 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR 

tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TSP) 

sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK 

SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal: 

xxx 
xxx 

Pendapatan 
Retribusi.. .. LO 

xxx 
XXX XXX XXX Piutang Relribusi . 

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah berhak 

mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayaran.nya oleh wajib 

retribusi (earned). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan 

retribusi LO dengan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

1) Jurnal Standar - (Retribusi) Earned 

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan 

xxx xxx xxx Pendapatan Dilerima Dimuka xxx 
xxx Pendapatan Pajak .... LO xxx 

Pengakuan Piutang alas Pajak Lebih Bayar 

xxx xxx xxx Pendapatan Pajak .... LO xxx 
xxx Utang Kelebihan xxx 

Pembayaran Pajak 

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat 
ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan 
dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan 

xxx xxx xxx Pendapatan Diterima xxx 
Dimuka 

xxx Pendapatan Pajak ... LO xxx 
Pengakuan Piutang alas Pajak Kurang Bayar 

xxx xxx xxx Piutang Pajak ...... xxx 
xxx Pendapatan Pajak ... LO xxx 



Hal 9 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Tang gal Nomor Bukti Kode Rekening Uralan Debit Kredlt 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan xxx 

Retribusi ......... LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx 
xxx Pendapatan xxx 

Retribusi. ........ LO 

Jurnal LO atau Neraca 

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima 

Tanda Bukti Pembayaran (TSP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD 

untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal: 

2) Jurnal Standar - Realized 

Tangg_al 

xxx 
xxx 

Kas di Bendahara 

Penerimaan 

De.bit .: .. ~Jed it:· 

xxx 
XXX XXX RK PPKD xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke 

Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat 

Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: 

Tang gal Nomor Bukti Kode Re~enin1;1. -: Uraian Debit Kredit 
· .. •• ~ .#'- ·. ·~ .• ... . c '.- . : ... :~/- -, ' ·•···· .. , .. xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Retribusi. ..... xxx 

LRA 

Jurnal LRA 

xxx 

Norn or Bukti Kode R~ge~!~g . • Uralan ·. -~--, ... :··,.' Tang gal 

xxx 
Piutang Retribusi. ... LO xxx 

XXX XXX Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

Jurnal LO atau Neraca 



Hal 10 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Jurnal LO atau Neraca 

llustrasi: 

a) Tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 

2015 sebesar Rp2.500.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, 

fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal: 

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan 

tersebut telah sahkan. sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika 

pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan disahkan, maka 

fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di 

debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar 

nilai yang tertera dalam dokumen penetapan. 

Jenis pendapatan yang terdapat pada SKPD dapat meliputi pendapatan pajak dan 

pendapatan retribusi. Pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 

alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang 

dianggarkan pada SKPD tersebut. Sedangkan untuk retribusl menggunakan 2 

alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang 

dianggarkan pada SKPD tersebut. 

a. Prosedur Pencatatan Pajak 

1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan 

terlebih dahulu (official assesment). 

4. llustrasi 

Tanggal Nomor Bukli Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx RK PPKD xxx 
xxx Kas di Bendahara xxx 

Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke 

Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat 

Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: 



Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) Hal 11 

Jurnal LO atau Neraca 

d) Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka 

berdasarkan Nota Kredit dari Bank, maka fungsi akuntansi SKPD akan 

menjurnal: 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 

Penerimaan 

14-07-15 RKPPKD 

Nomor.Bukti Kode,Rekenlng., 
. . ·:. _·:.:. : ,-!.: J ~ t 

Tanggal 

2.500.000 SSP 3.1.3.01.01 

2.500.000 

Jurnal LO atau Neraca 

c) Tanggal 14 Juli 2015, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini 

ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS 
' 

(Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kode. Rekening .. Uraian Debit . ' krea1r ·,· ;, =:> .. 

13-07-15 SSP/Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 

4.1.1.15.01 Penc!apatan PBB - 2.500.000 

LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

13-07-15 SSP/Nota Kredit 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 2.500.000 

Penerirnaan 

1.1.3.01.15 Piutang PBB 2.500.000 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Perm_endagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 13 Juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank. 

Berdasarkan SSP/nota kredit yang diterima bendahara penerimaan Dinas 

Pendapatan, fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan Pendapatan LRA 

dengan jurnal sebagai berikut: 

13-02-15 SPPT 1.1.3.01.15 Piutang PBS 2.500.000 

8.1.1.15.01 Pendapatan PBB - 2.500.000 

LO 

1- 
l 

.. 

r' 
f:,,.: .. 

t ,, 
i. 



Hal 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

7.500.000 05-05-15 TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS 
(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 

· llustrasi: 
a) Tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak 

hotel bulan April dari hotel Mawar sebesar Rp7.500.000,00. Berdasarkan 
hal terse but dicatat · pengakuan pendapatan LO dan peridapatan LRA 
dengan jurnal: 

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya dilakukan 
pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, 
kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. 
Pendapatan ini · diakui pad a pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika 
wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat 
pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat 
ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan 
LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak 
maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan 
pengurang pendapatan LO. 

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri 
oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran 
oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. 

Tanggal Nomor.Bukti Kade Rekeni(lg .Uralan Debit ; Kredit 
•• ,· ,1 .: ;: r- 1,.,., 

14-07-15 Nola Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 

4.1.1.15.01 Pendapatan PBB- 2.500.000 
LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

14-07-15 Nola Kredit 3.1.3.01.01 RK PPKD 2.500.000 

1.1.3.01.15 Piutang PBB 2.500.000 



Hal 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

10-05-15 SKPDLB 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 1.700.000 

2.1.6.01.01 Utang Kelebihan 1.700.000 

Pembayaran Pajak 

Jurnal LO atau Neraca 

d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih . 

bayar, Dinas Pendapatan akan mengeluarkan surat ketetapan lebih 

bayar atas pajak hotel Mawar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi 

akuntansi mencatat dengan jurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekenmg Uraian Debit Kredit 

10-05-15 SKPDKB 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 1.700.000 

8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 1.700.000 

Jurnal LO atau Neraca 

c) Tang gal 10 Mei 2015, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang 

dibayarkan oleh Hotel Mawar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar 

sebesar Rp1 .700.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Dinas 

Pendapatan akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar atas 

pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat 

dengan jurnal: 

Tanggal Nemer Bukti Kode R~kening Uraian Debit Kreait 
.. . · ....... ,. ... .. ~ :.j': 

06-05-15 SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 7.500.000 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 7.500.000 
Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 6 Mei 2015, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan 

ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS 

(Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: 

Tang.gal Nomor Bukti Kode Reker1(f)g " Uraian Debit Kredil' . , .. ,_ . ,·_;•. ... .• ·::.-::·"'·=· . . ·.~ ~; ...... 
05-05-15 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.500.000 

4.1.1.06.01 Pajak Hotel - LRA 7.500.000 

Jurnal LRA 

I 7.500.ooo Pajak Hotel - LO 8.1.1.06.01 

rr . . 
~: 



Hal 14 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

36.000.000 Kas di Bendahara 
Penerimaan 

1.1.1.02.01 

3.1.3.01.01 RK PPKD 36.000.000 02-09-15 SSP 

l'anggal, . No(nm' Btlkli 
• ! ~·- ." :.-:.:' 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 2 September 2015, Bendahara Penerimaan menyetorkan 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran 

tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat 

dengan jurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

01-09-15 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000 

4.1.1.01.01 Pajak Reklame Papan/ 36.000.000 
Billboard/ Videotron/ .. 

-· Megatron - LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode R~kii~in~ 
. <. ·;·~ Uralan . Debit Kr~dit : ··•.· .·, 

01-09-15 TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 36.000.000 
Penerimaan 

2.1.4.04.01 Pendapatan Diterirna 36.000.000 
Dimuka 

llustrasi: 

a) Tanggal 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran 

pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar 

Rp36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima 

dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS 

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di rnuka oleh 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 

Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui 

sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. 

... ~ ··' ·: ' ~\'. 



Hal 15 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Tanggal Namer Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit ... 

01-09-15 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000 

4.1.1.01.01 Pajak Reklame Papan/ 36.000.000 
Billboard Nideotron/ 
Megatron - LRA 

Jurnal LRA 

36.000.000 Pendapatan Diterima Dlmuka 2.1.4.04.01 

1.1.1.02.01 36.000.000 TBP 01-09-15 Kas di Bendahara Penerirnaan 

Tanggal · Nornor BLlkti K<ide:Rek~nir,g, . 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS 
(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO atau Neraca 

llustrasi: 
a) Tanggal 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran 

pajak reklame dari PT "ABC" yang dibayarkan untuk masa satu tahun 
kedepan sebesar Rp36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat 
pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal: 

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri 
oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterirna di muka 
untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

31-12-15 BM 2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 12.000.000 

8.1.1.01.01 Pajak Reklame Papan/ Billboard 12.000.000 
Nideotron/Megatron - LO 

Jurnal LO atau Neraca 

c) Tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyesuaian atas pendapatan 

diterima dimuka untuk melakukan pengakuan pendapatan-LO dari pajak 

reklame untuk tahun 2015 dengan menerbitkan bukti memorial. 

Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar 

Rp12.000.000,00 (1/09/15 s/d 31/12/15 atau 4 bulan). Berdasarkan hal 

tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: 



Hal 16 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Jurnal LO atau Neraca 

d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih 
bayar, Dinas Pendapatan akan mengeluarkan surat ketetapan lebih 
bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan 
jurnal: 

Tanggal Nomor Bukti _ ~o~e :~e~~ni!jg'. ~~ :_~ /;;,}~ Uraian 01bit _; ~redit- .e • 

. • •.• ·-·~ -i: _>.: •.•• ·=-: e ' c- '-~ ' . . .... " 
31-11-15 Bfy1 2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka 12.000.000 

8.1.1.01.01 Pajak Reklame Papan/ 12.000.000 
Billboard/ Videotronl 

Megatron - LO 

31-11-15 .SKPDKB 1.1.3.01.09 Piutang Pajak Reklame 1.200.000 

8.1.1.01.01 Pajak Reklame Papan/ 1.200.000 
Billboard/ Videotron/ 

Megatron - LO 

Jurnal LO atau Neraca 

c) Tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan melakukan perhitungan 
untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak reklame sebesar 
Rp12.000.000,00. Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan juga 
melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT 
"ABC". Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak kurang bayar pajak 
reklame sebesar Rp1 .200.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan 
tersebut, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat ketetapan kurang 
bayar. Berdasarkan hal tersebut dicatat dengan jurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

02-09-15 SSP 3.1.3,01.01 RK PPKD 36.000.000 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 36.000.000 
Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 2 September 2015, Bendahara Penerimaan menyetorkan 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran 

tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat 

dengan jurnal: 



Hal 17 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 15 Mei 2015, wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat 
dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti 
Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TSP juga 
menjadi dasar bagi fungsi akuntansi untuk mencatat pendapatan retribusi 
dengan jurnal: 

48.000.000 

48.000.000 

Pendapatan sewa Tanah dan 
Bangunan - LO 

SKRD 1.1.3.02.15 Piutang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

01-05-15 

Nomor Bukti . Kode .Rek~ning Uraian 
. ·.. .·-: -.:.• .• •• !• 

Tanggal 

8.1.2.15.01 

Jurnal LO atau Neraca 

informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan 
jurnal: 

Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima 
pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp48.000.000,00. Berdasarkan 

a) Tanggal 1 Mei 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan 

adanya dengan didahului pendapatan 

1.200.000 Utang Kelebihan 
Pembayaran Pajak 

llustrasi: 

·(~I. 
111• 1f:b. Prosedur Pencatatan Retribusi 

... ~~)( 

1:f 1) Pengakuan pendapatan ketika 
\J. penetapan terlebih dahulu 
"er~ 

-~f 
-~~} 
$ :~,.(! ~ ., ~, ·it· 

2.1.6.01.01 

Pajak Reklame 
Papan/Billboard/ 
Videotron/Megatron - LO 

31-12-15 1.200.000 8.1.1.01.01 SKPDKB 

12.000.000 Pajak Reklame 
Papan/Billboard/ Videotron/ 

Megatron - LO 

Pendapatan Diterima Dimuka 

.Uralan 
I •·• •,•· 

8.1.1.01.01 

12.000.000 31-12-15 BM 2.1.4.04.01 



~------- .. 
Hal 18 ·sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

5.600.000 Pemberian lzin Trayek 
Kepada Sadan - LO 

8.1.2.29.02 

16-07-15 

Tanggal 

5.600.000 TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

llustrasi: 

a) Tanggal 16 Juli 2015, Dinas Perhubungan menerima pembayaran retribusi 

lzin trayek sebesar Rp5.600.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat 

pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal: 

Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan 

pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah 

daerah. 

2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu 

Tanggal Nornor Bukli · Kode .R~kening,; •: .. tlraian Debit " ·, 'Kredit• . ~ ' 

16-05-15 SSP 3.1.3.01.01 RKPPKD 48.000.000 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara .. 48.000.000 
Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

c) Tanggal 16 Mei 2015, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini 

ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS 

(Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: 

T~_nm1a1 · .. · · Norri or E3.µk~i KO\!!) Rekeniijg Uralan Debit Kredit ... • =:--.; ." ~ .• • .•• 

15-05-15 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 48.000.000 

4.1.2.15.01 Pendapatan R~tribusi - 48.000.000 
penyewa Tanah dan Bangunan 
-LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Buktl Kode Rekening Ural an Debit Kredjt 

15-05-15 TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 48.000.000 

1.1.3.02.15 Piutang Retribusi Pemakaian 48.000.000 
Kekayaan Daerah 



Hal 19 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

b. Bendahara PPKD 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas 

sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan ' LO dan Pendapatan LRA 

berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurnal LO dan Neraca; 

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian 

objek); 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE}, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan 

atas Laporan keuangan. 

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara 

lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD. 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD 

1. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit· Kradlt 
.•.· .. .. . . 

17-07-15 SSP 3.1.3.01.01 RKPPKD 5.600.000 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 5.600.000 
Penerimaan 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 17 Juli 2015, Bendahara Penerimaan rnenyetorkan pendapatan ini 

ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS 

(Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

16-07-15 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.600.000 

4.1.2.29.02 Pemberian lzin Trayek 5.600.000 
Kepada Sadan - LRA 

Jurnal LRA 



Hal 20 

L 
[,\., i:· . 
( Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 
(J' . 
(!: ~· kt k {, 
,,;~·t 

'·;t 
·\ \~ 

Dokumen 
µ•ndapatan Asli i Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah 

Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Hasil RUPS/ Dokumen yang 
Daerah yang Dipisahkan dlpersarnakan 
Lain-lain PAD yang Sah : I 
• Penjualan Asel yang Dokumen Kontrak Penjualan /Perjanjian 

dipisahkan Penjualan/Dokumen yang 
---~-------··--·----·--- ---·-·+------------- dipersamakan ----· 

• Jasa giro/bunga deposito Nola KrediUsertifikat deposito I 
dokumen yang dipersamakan 

• Tuntutan Ganti Rugi SK Pembebanan/SKP2K I SKTJM/ 
Dokumen yang dipersamakan 

Pendapatan Pendapatan Transfer 
Transfer Pemerintah Pusat : 

• Baqi Hasil Paiak PMK/Dokumen yang dipersamakan ,__ ___ 
L·--··· • Bagi hasil bukan Pajak PMK/Dokumen yang dipersamakan 

• DAU Perpres/Dokumen yang dipersamakan 
• OAK PMK/Dokumen yang dipersamakan 
Pendapatan Transfer 
Pemerintah Lainnya : 
• Dana Otonomi Khusus PMK/Dokumen yang dipersamakan 
• Dana Keistimewaan PMK/Dokumen yang dipersamakan 
• Dana Penyesuaian PMK/Dokumen yang dipersamakan 
Pendapatan Transfer 
Pemerintah Daerah Lainnva: 
• Pendapatan bagi hasil Pajak Keputusan Kepala Daerah /Dokumen 

yang dipersamakan 
• Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah /Dokumen 

vane dipersamakan 
Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daerah /Dokumen 
Pendapatan yang dipersamakan 
Daerah yang Sah 

Dana Darurat Keputusan Kepala Daerah /PMK I 
Dokumen yang dipersamakan 

Pendapatan Lainnya Dokumen yang dipersamakan 

c. PPKD Selaku BUD 

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah. 

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi 

SKPD. 

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku 

kas penerimaan. 

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan. 

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. 



Hal 21 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Tanggal No Bukti Kade Rekening ~raian Debit Kre'dit 

xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx xxx Piutang Pajak ..... xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak 

yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai 

bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan Dokumen 

terse but, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

Tang gal No Bukti r- Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Piutang Pendapatan ...... xxx xxx xxx 
xxx Pendapatan Pajak ..... - LO xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya 

hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnai. 

(?ff 

I ;' ~· 4.: _ijf· 

'.·~::~-~- 
!,!.~{ll1 -~i::f 

"'i ,'I ,;~t} 

' -~~~'.. 

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan 
1 

·(;maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa 

t:,ff alternatif jurnal standar sebagai berikut 
-~·~·;, ;" 

·(· 

·.;;,: a. Prosedur Pencatatan PAD 
I;~·:, 
1'{• 

.)· ._,. 1) PAD melalui Penetapan 
.:;. ,.·, 

diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 

b. diterima oleh SKPD; atau 

;f-' 
rif 
!:f..' 
:'tnal Standar 

··,.;1: 

'.:WPendapatan LO diakui pada saat: 

(. a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini di ken al jug a dengan earned; atau 
:!,!. 

wi' b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik 

j~t- sudah diterima pembayaran secara tunai (realized). 
·.t:!~r 
-~~i 

;,1; Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui 
~;- w pada saat: :>}\. ~-;.~. J: 
"t;:_ 

!ts 
ilf:: c. -~~ 



Hal 22 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan 

mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi 

)()()()( Utang Jamlnan ... xxx xxx xxx xxxx 

q1J~j11n. 
~-,;'~ ::.:. ':!"' . 

Kade 

Reke~!f:19·• ,f . ·· · 
... •\. 

No Bukti 

Kas di kas daerah 

Tanggal Debit 

xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

· 3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan 

Pihak ketiga melakukan pernbayaran uang jaminan bersarnaan dengan 

pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan 

menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, 

Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

. ' Koda - . 't ·:;t ·,; ,· 
Tanggal No Bukti tJraian Debit Kr~ci'it 

Rekening 

xxx Perubahan SAL xxxx xxx xxx xxx Pendapatan Pajak ... LRA xxxx 

Jurnal LRA 

Kade g, Tanggal No. Bukti Ur.aian. Debit Krepit· 
Reke!)ing ..•. 

,, 

xxx Kas di Kas Daerah xxxx xxx xxx xxx Pendapatan Pajak .... LO xxxx 

Ii 2) PAD Tanpa Penetapan 

[:r;;,. Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian rm:. 
K(,,O:,. t~~i akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen 
" tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

Tanggal No Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Perubahan SAL xxxx xxx xxx xxx Pendapatan Pajak ..... LRA )()()()( 

Jurnal LRA 



Hal 23 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Jurnal LRA 

Tang gal No Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Kas di kas daerah xxxx xxx xxx xxx Piutang Pendapatan .... )()()()( 

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, 

maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen 

tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal No Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Piutang pendapatan ... xxxx xxx xxx xxx Pendapatan Transfer .... LO )()()()( 

Jurnal LO atau Neraca 

!:'; 

:;:- 
,::. · b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan 

:·.-. Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah 

Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah 

Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD 

kemudian akan mencatat jurnal: 

Tanggal No Bukti Kade Rekeriing ·. · .. :::. Uraian Debit Kreilit:,. 
,·.:.:, · .. · ·,: 

xxx Perubahan SAL )()()()( xxx xxx xxx Pendapatan ...... LRA )()()()( 

Jurnal LRA 

Tanggal No Bukti Kade RekeQing 
.. -· :':)(?ian Debit Kr.edit 

xxx Utang Jaminan JOO()( xxx xxx xxx Pendapatan .... LO )()()()( 

Jurnal LO atau Neraca 

Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. 

Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan 

mencatat jurnal. 



Hal 24 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jeveout« (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

1) Pajak Hotel 

a. Prosedur Pencatatan PAD 

PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan untuk pengakuan pendapatan yang 

mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan (earned). 

4. llustrasi 

Pendapatan Hibah - LRA xxx xxx xxx xxxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

)()()()( Piutang Pendapatan hibah .... xxx xxx xxx )()()()( Kas di kas daerah xxx 
U,aian . 

..' .. \, ·, .. · s, ·. 'ol. I• 
No Bukti Tanggal Kredil· • ., . ·, .· :.- : ~~ pebit 

Kade 
,Rekening 

Jurnal LO atau Neraca 
.,,. ... 

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi 

PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

X)()(J( Pendapatan Transfer Hibah LO xxx xxx xxx Piutang Pendapatan Hibah 

Tanggal D.ebit 

)()()()( xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Pendapatan Hibah 

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Kode 
Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

xxx Perubahan SAL )()()()( xxx xxx xxx Pendapatan Transfer ...... LRA xxxx 



Hal 25 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

a) Tanggal 17 Maret, PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga 

bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan 

2) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan 

STS!TBP/Dokumen 

yang dipersamakan 4.1.1.06.01 

10-02-15 

12.000.000 
Pendapatan 
Pajak Hotel 

LRA 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 12.000.000 

Jurnal LRA 

Kode 
Tanggal No Bukli Uraian Debit Kredit 

Rekening 

STS!TBP/Dokume 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 12.000.000 

10-02-15 n yang Piutang Pajak 
dipersamakan 1.1.3.01.06 12.000.000 

Hotel 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

,;·. 

b) Tanggal 10 Februari 2015, Hotel Mawar selaku wajib pajak melakukan 

pembayaran pajak tersebut yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti 

Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor pajak melalui penetapan. 

Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan 

mencatat jurnal: 

;." 

Tanggal No Bukti 
Kode ' Uraian Debit Kredit 

Rekening 

SPT/SKP 1.1.3.01.0 
Piutang Pajak Hotel 12.000.000 

Daerah/Dokumen 6 
01·02-15 

yang 8.1.1.06.0 Pendapatan Pajak 
dipersamakan 

12.000.000 
1 Hotel - LO 

a) Tanggal 1 Februari 2015, PPKD menerbitkan SKP Daerah atas 

Pajak Hotel Mawar untuk bulan januari sebesar Rp12.000.000,00 maka 

fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 



Hal 26 Sistem Akuntansi Pemerinfah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Ko#e ' 
' ·uri/an Kredit 

.. 
TangQal No Bukli Debit 

Rekening 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 
TBP/Doku- 

men yang Pendapatan Hasil 
17-04-15 Eksekusi alas Jaminan dipersama- 4.1.4.12.02 5.000.000 

kan Pembongkaran 

Reklame - LRA 

Jurnal LRA 

5.000.000 

Pendapatan Hasil 

Eksekusi alas Jaminan 

Pembongkaran 

Reklame-LO 
n 

TBP/ 

Dokumen 

17-04-15 yang 

dipersamaka 8.1.4.12.02 

5.000.000 2.1.1.08.01 
Utang Jaminan 

Pemasangan lklan 

Tanggal · 
; 

No Buldi Debit 
Kp~(-:, , . :; .,·', 

Rekening 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 17 April 2015, Pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD 

akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. 

Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi 

jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD 

kemudian akan mencatat jurnal: 

KQ~\l. .. 
Tang gal · No Bukti 

Rekerilng 
:t~r~ia;'! Debit Kredit 

STSfTBP/Doku 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 5.000.000 
17-03-15 

men yang Utang Jaminan 
dipersamakan 2.1.1.08.01 5.000.000 

Pemasangan lklan 

Jurnal LO atau Neraca 

sebesar Rp5.000.000,00. Dari transaksi tersebut pihak ketiga menerima 

Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

i : 



Hal 27 · Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Tanggal. 

250.000.000 

250.000.000 

Bagian Laba 
yng dibagikan 
ke Pemda atas 
Penyertaan 
Modal pada 
Swasta- LRA 

4.1.3.03.01 

Perubahan SAL 0.0.0.00.00 

Nola kreditl 
31-01-15 TBP/Dokumen yang 

dipersamakan 

Jurnal LRA 

Kode x- -~· 
Tanggal No Buktl Uraian Debit Kredlt ' 

Rekening 

Nola kreditl TBP/ 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 250.000.000 

31-01-15 Dokumen yang di- Piutang Bagian Laba 
persamakan 1.1.3.03.03 250.000.000 

Perusa-haan Swasta 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tanggal 31 Januari 2015, PPKD menerima nota kredit dari bank untuk 

pembayaran deviden pemerintah daerah. Berdasarkan informasi tersebut, 

maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal standar: 

Kode 
Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

1.1.3.03.03 
Piutang Bagian Laba 

250.000.000 
Perusahaan Swasta 

RUPS/ 
05-01-15 Dokumen yang 

Baglan Laba yng 

dipersamakan 8.1.3.03.01 
dibagikan ke Pemda 

250.000.000 
alas Penyertaan Modal 
pada Swasta- LO ,, 

Jurnal LO atau Neraca -:._.· 

·' 

, ....... 

-~· Ji 3) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan ~, 
~~· a) Tanggal 5 Januari 2015,· PPKD menerima hasil Rapat Umum Pemegang 

~, Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk Pemerintah Daerah 
f\;, 
!£~! ~i· sebesar Rp250.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi 
:-:.:- 
,; akuntansi akan mencatat dengan jurnal standar: 



Hal 28 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

., 
Koile 

.. ~ .. .. 
Tanggal No Bukti Ural an Debit Kredil 

Rekening 

Nota krediV 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.00C 
27-01-15 TBP/Dokumen yang 

dipersamakan 4.1.4.05.01 Tuntutan ganti 2.000.000· 

Jurnal LRA 

Kode 
Tanggal No Bukli Uralan Debit Kredit· 

Reke,ning . ·:·· .· .. 1 ,. ~- .. 

1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 2.000.000 
Not a 

27-01-15 kredit/TBP/Dokumen Piutang Tuntutan 
yang dipersamakan 1.1.3.04.03 Ganti Kerugian 2.000.000 

Daerah 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

b) Tangga! 27 Januari 2015, Bendahara PPKD menerima nota kredit bank 

sebesar Rp2.000.000,00 untuk angsuran kerugian dari PNS atas tuntutan 

ganti kerugian daerah maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal: 

Kode 
Tanggal No Buktl Uraian Debit Kredit 

Rekening 

SK 1.1.3.04.03 
Piutang Tuntutan Ganti 

24.000.000 
Pembebanan/S 

Kerugian Daerah 

27-01-15 KP2K/SKT J M/D Tuntutan ganti 

okumen yang 8.1.4.05.01 
Kerugian daerah 

24.000.000 
dipersamakan Terhadap Bendahara - 

LO 

Jurnal LO atau Neraca 

a) Tanggal 27 Januari 2015, telah dilakukan sidang terkait dengan adanya 

kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut, diterbitkan SK 

pembebanan/SKP2K/SKT JM untuk ganti kerugian daerah sebesar 

Rp24.000.000,00 yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap 

tanggal 27. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi 

melakukan pencatatan dalam jurnal: 

4) Tuntutan Ganti Rugi 

r' . . 
. . 

IP/ 
J[' 



Hal 29 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Kode 
, Uraiar: 

I 
Tanggal No Bukli Debit Kredit 

Rekening 

Jurnal LRA 

81.500.000.000 1.1.3.05.05 
Piutang 

Transfer DAU 

Nola Kredit 

/Dokumen 

02-01-15 yang 

dipersama 

kan 

Tanggal Uraian No Bukli Debit 
Kode 

Rekenlng 

1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 61.500.000.000 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

b. Tanggal 2 Januari 2015, PPKD menerima pemindahbukuan/nota kredit dari 

Bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari Pemerintah Pusat 

sebesar Rp81.500.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka 

fungsi akuntansi akan mencatat jurnal standar: 

Kode 
Tanggal No Bukli Uraian Debit Kredit 

Rekening 

1.1.3.05.05 
Piutang Transfer 

978.000.000.000 
··- PMK/ Dokumen DAU 

01-01-15 yg Pendapatan 
dipersamakan 8.2.1.03.01 Transfer DAU - 976.000.000.000 

LO 

Jurnal LO atau Neraca 

1) Dana Transfer - DAU 

a. Tanggal 1 Januari 2015, PPKD menerima PMK/Dokumen yang 

dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk Tahun 2015 dari 

Pemerintah Pusat sebesar Rp978.000.000.000,00. Berdasarkan informasi 

tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan melakukan jurnal standar: 

b. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer 

Kerugian daerah - 

LRA 



Hal 30 .istem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

J.'.~: 

No Bukli 
,. ·~ ;-\.,r: .• · .. 
'Kre"clit · .'. . ', 

t.'r-:~-::, •. ~.,:.•.'; ·.C,• 
, • :--~·t:iralan· ·, ' . '}~oqe· , . 

Rekening 
Tanggal 

Jurnal LRA 

Kode 
Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit. 

Rekening .. 
.. 

Nota Kredit/ 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 60.000.000 

01-06-15 Dokumen yang 
dipersamakan 1.1.3.05.01 

Piutang Bagi Hasil 
60.000.000 

Pajak 

b) Tanggal 1 Juni 2015, PPKD menerima pemindahbukuan/ nota kredit dari 

Bank atas pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk 

triwulan I (Januari s/d Maret 2015) sebesar Rp60.000.000,00. Berdasarkan 

informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

Kode 
Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

Surat Keputusan Piutang Bagi Hasil 
Kepala 1.1.3.05.01 240.000.000 

Pajak 
01-03-15 Daerah/Dokumen 

yang dipersama- 8.2.3.01.01 
Pendapatan Bagi 

240.000.000 
l<an Hasil Pajak - LO 

2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah 

a) Tanggal 1 Maret 2015, PPKD pemda "ABC" menerima Surat Keputusan 

Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi hasil Pajak 

Provinsi untuk tahun 2015 sebesar Rp240.000.000,00 yang akan 

dibayarkan tiap triwulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi 

akuntansi akan melakukan jurnal standar: 

Jurnal LO atau Neraca 

Nola Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 81.500.000.000 

/Dokumen 
02-01-15 Pendapatan yang 

dipersamakan 4.2.1.03.01 Transfer DAU - 81 .500.000.000 
LRA 

.. 
\:· ~ '. 

·.:,:-; 
~~.f. 

'.\ 
111; 

'· ...... 

.;~' ·., 



Hal 31 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

Kode. 
Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

Jurnal LRA 

250.000.000 

250.000.000 

Piutang Pendapatan 
Lainnya - Hibah 

1.1.3.08.01 

1.1.1.01.01 Kas di kas daerah Nola Kredil/ 
Dokumen yang 
dipersamakan 

01-04-15 

b) Tanggal 01 April 2015, PPKD menerima nota kredit bank atas Hibah. 

Berdasarkan informasi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan 

mencatat jurnal: 

Asumsi pelaksariaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca 

Kode 
Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

Naskah Hibah/ 1.1.3.08.01 
Piutang Pendapalan 

250.000.000 
01-03-15 Dokumen yang 

Lainnya - Hibah 

dipersamakan 8.3.1.01.01 
Pendapatan Hibah 

250.000.000 
dari Pemerlnlah - LO 

Jurnal LO dan Neraca 

a) Tanggal 1 Maret 2015, PPKD .menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

dari Pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar Rp250.000.000,00. 

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah ditandatangani · 

tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

1) Pendapatan Hibah 

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 60.000.000 
Nola KrediV 

01-06-15 Dokumen yang Pendapatan 
dipersamakan 4.2.3.01.01 Hibah/Bagi hasil 60.000.000 

Pajak LRA 



Hal 32 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pendapatan) 

)(XX· 

.. · .. , ;::-,#~h'. 
. ·XX_X . ~· =~: ;°~\.; :·; 

. ': ,: {\\i~;(/ 

;. · ( .· ., . . ;,d>-:-_,.::~ Kasdi Kas Daerah 
:e-t;\· \~j~J;ftJ::, ;( ';:; y .. ·)1 ~f {t'! ·, . Pendapata_n : ... - LO 

· ":" · ,, · · · · ~ . ·: . ,·, Perub~han SAL 
•· ·.~ -r • ... • Pendapatan .. ,. ~ lRA 

. i. 
! • ; 

Perubahan SAL 
2 penerimaan pendapatan 

Transaksi 

')(XX 

penetapan 

Piutang .. 
No Entry 

pendapatan tanpa 
3 

No. 

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di PPKD: 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 250.000.000 
Nola KrediV 

01-04-15 Dokumen yang Pendapatan Hibah 
dipersamakan 8.3.1.01.01 dari Pemerintah - 250.000.000 

LRA 

• F' 



Hal. 33 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: 

BE BAN ... KEWENANGAN 

Beban Operasi - LO 
Beban Pegawai SKPD 
Beban Barang dan Jasa SKPD ,___. 
Beban Bunqa i PPKD 
Beban Subsidi PPKD 
Beban Hibah (Barang di SKPD, Uang di PPKD) PPKD&SKPD 
Beban Bantuan Sosial PPKD 
Beban Penyusutan dari Amortisasi 

... 
SKPD 

Beban Penyisihan Piutang SKPD 
Beban Lain-Lain ! SKPD 
Beban Transfer 
Beban Transfer BaQi Hasil Pajak Daerah PPKD 
Beban Transfer Baci Hasil Pendapatan Lainnya PPKD 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke PPKD 
Pemerintah Daerah Lalnnya 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ! PPKD 
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD 
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD 
Defisit Non Operaslonal PPKD 
Beban Luar Biasa PPKD 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset 

atau timbulnya kewajiban. 

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara 

Umum Oaerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

Beban dan Belanja gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan 

potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, 

karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD. 

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 

2010 dan kewenangan atas beban tersebut: 

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran II 
Nomor 
Tanggal 



Hal. 34 

:\',, 

;if .... ~\· . ~· ~- 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!! 

-.:,Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 
,:,~,, 

)t 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD melaksanakan fungsi 

akuntansi SKPD .. memiliki tugas sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti 

transaksi yang .sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan 

Neraca. 

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan belanja 

kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek). 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE) , dan Catatan atas Laporan keuangan. 

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara 

Pengeluaran SKPD. 

A. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD 

1. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, 

sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang 

merupakan kewenangan SKPD. 

Belanja Kewenangan 
Belania Operasi 

Belanja Pegawai SKPD 
Belania Baranq SKPD 
Bung a PPKD 
Subsidi PPKD 
Hibah (Uanq, barang dan Jasa)*) PPKD/SKPD 
Bantuan Sosial (uang dan PPKD/SKPD 
barang)*) 

Belanja Modal 
Belanja Tanah SKPD 
Belania Peralatan dan Mesin SKPD 
Belanja Gedung dan Bangunan SKPD 
Belania Jalan, lrigasi, dan Jaringan SKPD 
Belanja Aset tetap lainnya SKPD 
Belanja Aset Lainnya SKPD 

Belanja Tak Terduga 
Belanja Tak Terduga PPKD 

,w. 
~·. 



Hal. 35 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit Bukti 

xxx Beban Gaji Pokok )q(X xxx xxx xxx RK PPKD xxx 

a. Beban dan Belanja Pegawai 

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS 

dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing 

PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

3. JURNAL STANDAR 

Uraian Dokumen 
Belania Ooerasi 

Belanla Pegawai Daftar Gaii/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 
Belanja Baranc ,J- BAST/SP2D/Dokurnen vane dioersamakan 
Hibah (Uano. baranc dan Jasa)*l NPHD/SP2D/Dokumen vane dioersamakan 
Bantuan Sosial (uang dan barang)*) Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang 

dipersamakan 
Belania Modal 

Belania Tanah Sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen vane dioersamakan 
Belania Peralatan dan Mesin BAST/SP2D/Dokumen yang dioer.samakan 
Belania Gedung dan Banqunan BAST Pekeriaan/SP2D/Dokumen yang dioersamakan 
Belanja Jalan, lrlqasl, dan Jarincan BAST Pekeriaan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 
Belania Asel tetao lainnva BAST/SP2D/Dokumen vane dioersamakan 
Belania Asel Lainnva BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: 

Uraian dokumen 
Beban Ooerasi - LO 

Beban Peqawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen vane dicersarnakan 
Beban Barang dan Jasa BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 
Beban Hibah NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 
Beban Penyusutan dan Amortisasi Bukti memorial/dokumen yang dlpersarnakan 
Beban Penvisihan Piutanq Bukti memorial/dokumen vane dipersamakan 
Beban Lain-Lain SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: 

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD 

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja 

kedalam buku kas umum SKPD. 

2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 



Hal. 36 rWstem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 
?1; 

.... Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx Belanja Uang Lembur xxx xxx xxx PNS xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Kas Bendahara 
Pengeluaran 

xxx xx~ xxx xxx 
Tanggal . Kred(t; . : · 

.. :_ ~ . . .<I:-·~-~ 

... •s;,,·· .• ·:&orp' Qrr-1; ,, -, .- ·'·: ·. -:,_.';, -,. :~.- :;·· .,,,· .:: /' :i .r: : . 
·., .. e: ,,;., .. ·, 'Kode:Reke11tog l: ,. ·.,.·.:,-.:.· '._,\'J_ •... .ra __ i_a n_ .. ' •... '.'··· .. _:.'.-~ .. ·,- .. .. :_· ... ,~µkt1:.':i' . '. .. :- ·... . :, · :',,,.i,/i. _.,, ;, - • " 

xxx Beban Uang 
Lembur PNS 

xxx 

Beban dan Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang 

pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana pembayaran oleh 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS, maka 

jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

T,mggal Norn or Koda Uralan Debit Kredit B_ukti Rekening. 

xxx Belanja Gaji Pokok xxx xx xxxxx xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekenino 

xxx Kas di Bendahara xxx Pengeluaran 

xxx RKPPKD xxx xxx xxx xxx Beban Gaji Pokok xxx 
xxx Kas di bendahara xxx Penaeluaran 

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS 

dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh 

bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS. 

Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Nomor 
. '. . 

Tanggal Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Belanja Gaji Pokok xxx xxx xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

I ' 

, I 

1· r, r 

' J,. 
;, 
' 



Hal. 37 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Tanggal Nomor Bukli Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Belanja ATK xxx xxx xxx 
Perubahan SAL xxx xxx 

Jurnal LRA 

Tangga! Nomor Bukti Kode Rekenlng Uraian Debit Kredit · 

xxx Utang Belanja ATK xxx xxx xxx xxx RKPPKD xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal 

standar: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Beban Persediaan ATK xxx xxx xxx xxx Utang Belanja ATK xxx 

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS ada 2 

(dua) pendekatan yang digunakan yaitu: 

1) Pendekatan Beban; dan 

2) Pendekatan Aset. 

Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang 

dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera. 

Pendekatan Aset akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang 

dan Jasa tersebut akan digunakan/dikosumsi dalam jangka waktu lama atau 

untuk berjaga jaga. 

1) Pendekatan Beban 

Pembelian Barang dan Jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan 

langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum 

dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan 

surat Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian 

tersebut maka 

jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa 



Hal. 38 

Tanggal Nomor .. Bukti Kade Rekening l.Jraian Debit· Kredii 

xxx Utang Belanja ATK xxx xxx xxx 
xxx RK PPKD xxx 

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal 

standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tang gal Namor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Persediaan ATK xxx xxx xxx 
xxx Utang Belanja ATK xxx 

2) Pendekatan Aset 

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak 

langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan 

dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut 

belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima 

dengan Surat Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan 

kejadian tersebut maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Namer Bukti Kade Rekening ... l:Jr,iijan . Debit Kr.~c!i( ·,. ,· 
xxx Persediaan ATK xxx xxx xxx 
xxx BebanATK xxx 

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik 

(Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan 

dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tang gal Nomor Bukti Kode Rekening Uralan Debit Kre.dit 

xxx Belanja ATK xxx xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Namar Bukti Kade Rekening·'. 
,. 

Utaian Debit Krecjit 

xxx Utang Belanja ATK xxx xxx xxx Kas di Bendahara xxx Pengeluaran xxx 

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU 

maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

:.';tiL. 
· :JjJ.em Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 
~(. i~jl~~:, . 
1'::~~ 
:1 



Hal. 39 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada 

saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat 

Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada 

saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah dan 

Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu: 

c. Hibah dan Bantuan Sosial 

Tang gal Nomor Bukli Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx BebanATK xxx xxx xxx xxx Persediaan ATK xxx 

Apabila perhitung_an persediaan menggunakan metode perpetual maka pada 

akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya 

apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi 

akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang 

dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil stock 

opname tersebut jurnal standar adaJah sebagai berikut : 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nemer Bukti Kade Rekening .Uraian Debit Kred1i 

xxx xxx BelanjaATK xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kade Uraian- Debit Kr!!dit" Rekenirig 

xxx Utang Belanja ATK xxx xxx xxx Kas di Bendahara xxx Pengeluaran xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GUffU 

maka jurnal standar: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekeriing Uraian Debit Kredil 

xxx Belanja ATK xxx xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

, . 
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Hal. 40 

Tanggal Norn or Kode 
Ura Ian Debit Kre'oit 

Bukti Rekening 

Persediaan Barang ... yang xxx akan diserahkan kepada xxx xxx xxx pihak ketiga 
xxx Beban Barang ... yang xxx 

Jurnal LO dan Neraca ·'>'· 

;, 
~~- 
~' l.t. ,:,-- 
):~ !'"-. t~{ 
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~1Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntensl Beban dan Be!anja) 
''.,f;;. . 

!~,~~ 
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Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik 

( Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum 

digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar: 
jL' 

Tanggal Norn or Kode Rekenlng Uralan Debit Kredit Bukti 

xxx Belanja barang ... dihibahkan xxx xxx xxx kepada Masyarakat 

xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredi\ Bukti 
Utang Belanja Barang ... xxx yang akan diserahhkan xxx xxx xxx pada pihak ketiga 

xxx RK PPKD xxx 

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan 

mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal 

standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Norn or Kode Rekening Ui'aian Debit ~r.edit Bukti 

xxx Be ban Barang .... yang akan xxx diserahkan kpd Masyarakat 
xxx xxx Utang Belanja Barang ... yang xxx akan diserahhkan pada pihak xxx 

ketiga 

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan 

dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut 

telah diterima dari rekanan dengan Serita Acara Serah Terima dari 

Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta 

kemudian baranq tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah 

bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka 

jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

1) Pendekatan Beban 



Hal. 41 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat oleh kepala 

SKPD melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan 

sosial dimana berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Ookumen ya'ng 

dipersamakan yang telah ditanda tangani maka jurnal standar: 

· ··Kade .. \l·· ,n·:· .-. ' TangQal Nomor. Buktl Rekenihg ;·J .l).rat~n Debi.I Krel;lit 

xxx Belanja Hlbah kpd kelompok xxx xxx xxx Masyarakat ... 
xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

'Kode .. 
Tanggal -, NomprBukti. ~~,kentr:ig· . .. , .. .. . Ura!an Debit .Kredit 

xxx xxx xxx Utang Belanja Brg ... xxx 
xxx RK PPKD xxx 

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan 

mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal 

standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

.Nornor 
, ,... ~ 

Tanggal Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredil 

xxx Persediaan Barang yang akan xxx xxx xxx diberikan kod Pihak ketiaa xxx Utang Belanja Barang ... xxx 

J· 
2) Pendekatan Aset 

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan 

dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut · 

telah diterima dari rekanan dengan Serita Acara Serah Terima dari 

Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta 

NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah 

ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke 

penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

i, r 
\ 

r ., 

l'l 
I' . 

akan diserahkan 
kepada pihak ketiga 
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Pada tanggal 2 januari 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD "Airu" melakukan 

pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai rnelalui mekanisme LS sebesar 

Rp5.000.000,00 dimana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer 

ke rekening masing masing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja 

pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut: 

a. Beban dan Belanja Pegawai 

4. ILUSTRASI 

Tanggal Nomor Kode uratan Debit Kredit · Bukti Rekening .· 

.xxx Beban Penyisihan Piulang xxx xxx xxx ..... 
xxx Penyisihan Piutang .... xxx 

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat 

diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau 

korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang: 

Jurnal LO dan Neraca 

e. Beban Penyisihan Piutang 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit Bukli Rekening 

xxx Be ban Penyusutan .... xxx xxx xxx xxx Akm Penyusutan ... xxx 

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai 

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Nomor · .. .''Kade': ·.,:' ·, .·,,; 
Tanggal Bukti Rekening -'utala'.~· Debit Kredit 

xxx Beban Barang yang akan xxx diserahkan kpd Masvarakat 
xxx xxx Persediaan barang ... yang xxx akan diserahkan kpd xxx 

Masyarakat 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 43 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Pada Tanggal 6 Januari 2015 Beban dan Belanja pegawai (misalnya untuk 
pembayaran lembur) SKPD Airu yang pembayarannya melalui rnekanisme 

Tanggal Nomor Bukti Kode 
Ural an Debit Kredlt Rekening 

2 SP2D/Daftar 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok Gaji/Dokumen 5.000.000 
Januari 

2015 yang 
dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 

·i~f 
')!~\ Jurnal LRA 

2 
Januari 

2015 

SP2D/Daftar 
Gaji/Dokumen 

yang 
dipersamakan 

Ne Bukti Tanggal Kode Uralan Debit Kredil Rekening 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 5.000.000 Pengeluaran 
3.1.3.01.01 RKPPKD 5.000.000 
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok 5.000.000 

1.1.1.02.01 Kas di 
bendahara 5.000.000 
Pengeluaran 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca 

Jika Beban dan Belanja pegawai pada tanggal yang sama yang mana 
pembayarannya melalui mekanisme LS sebesar Rp5.000.000,00 serta 
pembayaran ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran kemudian oleh 
bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. 
Berdasarkan SP2D L~ beban dan belanja pegawai, PPK-SKPD akan 
melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Tanggal Rekening 
SP2D/Daftar 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok 5.000.000 2 Gaji/Dokumen 

Januari yang 3.1.3.01.01 
2015 dipersamakan RK PPKD 5.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggat Nomor Bukti 
Kode 

Uraian Debit Kredit Rekening 

2 
SP2D/Daftar 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok 5.000.000 

Januari 
Gaji/Dokumen 

2015 yang 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 dipersamakan 

,.,~ .... : 

!.' ·ti~; ,.,.,. 
tt- 

•11.1 
,@:surnsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
".r.;• 

;/: omor 64 Tahun 2013) 



Hal. 44 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Be/anja) 

Pada Tanggal 20 Februari 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Airu 

melakukan pembayaran dengan mekanisrne SP20 LS, dan pernbayaran 

tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK 

SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

.. Koda· ·.· . .. ' ..... ,., ,. 
Tang gal Nomor Bukti Rekening Uraian Debit Kredlt· 

25 BAST/ Dokumen 9.1.2.01.01 Beban Persedlaan ATK 3.050.000 
Januari yang 
2015 dipersamakan 2.1.5.02.01 Utang Belanja ATK 3.050.000 

. 
jasa yakni berupa ATK sebesar Rp3.050.000,00 yang mana ATK tersebut 

akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh 

Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran, dan Barang dan jasa 

yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan Barang/pengurus barang dengan 

Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian 

tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

1) Pendekatan Beban 

Pada Tanggal 25 Januari 2015 SKPD Airu melakukan pembelian Barang dan 

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa 

Tanggal Nornor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening. 

6 Daftar 5.1.1.07.01 Belanja Uang Lembur 5.000.000 
Januari Honor/SP2D/ PNS 

2015 Dokumen lain 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 

Jurnal LRA 

Tang gal Nomor Bukti 
Kode Uraian Debit Kredit R.ekgning .. 

6 Daftar 9.1.1.07.01 Beban Uang Lembur 3.000.000 PNS 
Januari Honor/SP2D/Do 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 2015 kumen lain 
Pengeluaran 3.000.000 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

UP/GUffU sebesar Rp3.000.000,00 serta pembayaran dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan pembayaran 

tersebut PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 



Hal. 45 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

2) Pendekatan Aset 
Pada Tanggal 20 Maret 2015 SKPD Airu melakukan pembelian Barang dan 
jasa berupa ATK sebesar Rp4.000.000,00 yang mana ATK tersebut tidak 
langsung digunakan/dikonsumsi secepatnya serta digunakan untuk satu 
periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh 
Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran serta Barang dan jasa 
berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan/Pengurus Barang 
dengan surat Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

SP2D/dokumen 5.1.2.01.01 BelanjaATK 3.050.000 20 Februari 
2015 

yang 
dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.050.000 

Jurnal LRA 

·kode '· Tang gal Nomor Bukti -Rekening Uraian Debit Kredit 

2.1.5.02.01 Utang Belanja 3.050.000 
SP2D/ dokumen ATK 

20 Februari yang Kas di . 2015 
dipersamakan 1.1.1.03.01 Bendahara 3.050.000 

Pengeluaran 

Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara Pengeluaran SKPD 
Airu dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU berdasarkan 
pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal 
sebagai berikut: 
Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

SP20/ 5.1.2.01.01 Belanja ATK 3.050.000 20 Februari 
2015 dokumen yang 

dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.050.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti · Kode 
Uraian Debit Kredit Rekening 

SP2Df dokumen 2. 1.5.02.01 Utang Belanja A TK 3.050.000 20 Februari 
2015 

yang 
dipersamakan 1.1. 1.03.01 RKPPKD 3.050.000 

Jurnal LO dan Neraca 

,, ,, 



Hal. 46 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

.. .. 
. :~c:ide Tanggal 'Nornor Bukti' 

c 
Uraian Debit Kredil 

Rek~riihg. 
30 

memorial 9.1.2.01.01 Beban ATK 3.000.000 
April 2015 

Jurnal LO dan Neraca 

•!• Pada tanggal 30 April 2015 PPK SKPD Airu melakukan penghitungan fisik 

(Stock Opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta 

pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock 

opname akhir bulan April 2015 didapati persediaan ATK sebesar 

Rp1 .000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

sebagai berikut: 

Tanggal Nomor Bukli Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

20 SP2D/ 5.1.2.01.01 Belanja ATK 4.000.000 
Dokumen yang 

April 2015 dipersarnakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.000.000 

Jurnal LRA 

Rode\; 
.. . . 

Tanggal Nomor Bukti Rekeriing· Urai~n Deb ii . Kredit·.·. 

20 SP2D/ 2.1.5.02.01 Utang Belanja ATK 4.000.000 

APril 2015 
Dokumen yang 
dipersamakan 3.1.3.01.01 RK PPKD 4.000.000 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

•!• Pada Tanggal 20 April 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Airu melakukan 

pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah 

diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Tang gal Nomor Bukti- 
Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

BAST/Dokumen 1.1. 7 .01.01 Persediaan ATK 4.000.000 
20 Maret yang 

2015 dipersamanakan 2.1.5.02.01 Utang Belanja 
4.000.000 ATK 

kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 47 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Pada Tanggal 22 Agustus 2015 SKPD Airu melakukan pembelian Barang dan 

jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar 

1) Pendekatan Beban 

c. Beban Hibah dan Bantuan Sosial 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Uraian Debit Kredit Rekening 

30 
9.1.2.01.01 Beban ATK 3.000.000 

April 2015 
memorial 

1.1.7.01.01 Persediaan ATK 3.000.000 

•!• Pada tanggal 30 April 2015 PPK SKPD Airu melakukan penghitungan fisik 

(Stock Opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta 

pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock 

opname akhlr bulan April 2015 didapati persediaan ATK sebesar 

Rp1 .000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode uralan Debit Kredit Rekenirig 

20 SP2D/ Dokumen 5.1.2.01.01 Belanja ATK 4.000.000 

April 2015 
yang 

dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

SP2D/ Dokumen 2.1.5.02.01 Utang Belanja ATK 4.000.000 
20 

April 2015 
yang 

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara dipersamakan 
Pengeluaran 4.000.000 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

•!• Asumsi pada tanggal 20 April 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Airu 

melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU, dan 

pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan .. Berdasarkan pembayaran 

tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai 

berikut: 

3.000.000 Persediaan ATK 1.1.7.01.01 f 
. . 
. 
. 
. 

!' r 
f .~ 
' 



Hal. 48 Sistem Akuntansi Pe.merintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

._; .. .,,, 2) Pendekatan Aset 

Pada Tanggal 22 Agustus 2015 SKPD "Airu" melakukan pembelian Barang 

dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar 

Rp40.000.000,00 dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Serita 

Kode-: , 
Tanggal Nemer Bukti Re1<~niQg 

-, Uralan· .Oebi.1 Kredit .. .v •. 

24 SP2D/ 5.1.5.04.01 Belanja Hi bah kpd 
40.000.000 

September Dokumen yang Kelornpok Masyarakat 

2015 dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 40.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukli Kode Uraian Debit Ktedit . Rekeni[lg .. 
. , .. .. 

Utang Belanja 

24 SP2D/ 2.1.5.02.06 Barang ... yang aKan 
40.000.000 

September Dokumen yang diserahkan kpd 

2015 dipersamakan Masyarakat 
3.1.3.01.01 RKPPKD 40.000.000 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi Pelaksar.aan anggaran mengikuti kode rekening anggaran· BAS 

(Permendagri Nornor 64 Tahun 2013) 

Pada tanggal 24 September 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Airu 

rnelakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. 

Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal sebagai berikut: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 
Beban Barang ... yang 

9.1.2.20.01 akan diserahkan kpd 40.000.000 

25 Agustus BAST/NPHD/D Masyarakat 

2015 
okumen yang 2.1.5.02.06 Utang Belanja 
dipersamakan Barang ... yang akan 40.000.000 

diserahkan kpd 
Masyarakat 

r Rp40.000.000,00, dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita 
Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan 
pembayaran, serta barang dan jasa tersebut langsung diserahkan ke 

penerima hibah/penerima bansos bersamaan dengan NPHD/surat 
perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan ditanda tangani oleh kepala 

SKPD. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK SKPD akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 49 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

I 

l 

•!• Pada Tanggal 25 September 2015 SKPD Airu melakukan penyerahan 

barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang 

telah ditanda tangani maka PPK SKPD akan melakukan jurnal sebagai 

berikut: 

Tanggal 
Nomor Kade Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 

5.1.5.04.01 
Belanja Hi bah 

24 September Kepada Kelompok 40.000.000 
2015 SP2D masyarakat 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 40.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode 
.l:lraili..n. Debit Kredit 

Bukti Rekenlrig· ' 
Litang Belanja 

2.1.5.02.06 Barang ... yang akan 40.000.000 24 September SP2D diserahkan kpd 
2015 Masyarakat 

3.1.3.01.01 RK PPKD 40.000.000 

Pada tanggal 24 September 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Airu 

melakukar: pembayaran kepada rekanan dengari mekanisme SP2D LS. 

Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal sebagai berikut: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

Persediaan Barang 
1.1.7.03.01 yang akan diserahkan 40.000.000 

22 Agustus 
BAST/ kpd Masyarakat 

Dokumen yang 2.1.5.02.06 Utang Belanja 2015 dipersamakan Barang ... yang akan 
diserahkan kpd 40.000.000 

Masyarakat 

cara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan 

· embayaran. Serta NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan 

telah ditanda tangani oleh kepala SKPD dan barang hibah/bansos belum 

diserahkan kepada penerima hibah/bansos. Berdasarkan kejadian tersebut 

· maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalarn jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 50 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut: 

Penyisihan Piutang SKPD 

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD Airu dimana didapatkan 

saldo piutang retribusi sebesar Rp170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi 

PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. 

Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari: 

1) Lancar 

2) Kurang Lancar 

3) Ragu ragu 

4) Macet 

.e. Beban Penyisihan Piutang 

Tanggal Nomor Kode 
Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 

9.1. 7.01.04 Beban Penyusutan Alai 5.000.000 
31 angkutan darat bermotor 

Desember memorial 1.3.7.01.04 Akm Penyusutan Alat 
2015 angkutan darat 5.000.000 

bermotor 

, Hasil perhitungan diatas PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam Jurnal 

,sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Mas a Tahun Harga Akm Nilai Buku Be ban 
Uraian Penyusutan Penyusutan Manfaat Perolehan Perolehan 

s/d 2015 2015 Ton 2015 
Kendaraan 7 2015 35.000.000 5.000.000 30.000.000 5.000.000 roda dua 

, . 
. erhitungan Beban Penyusutan 

. KPD melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap dan untuk 

·: hun 2015 beban penyusutan sebagai berikut : 

Kode 
Nomor Bukti Rekenin Uraian Debit Kredit 

g 
9.1.2.20. Beban Ba rang yang akan 

BAST/NPHD/0 01 diserahkan kpd Masyarakat 40.000.000 
okurnen yang 
dipersamakan 1.1.7.03. Persediaan Barang 

40.000.000 01 diserahkan kpd Pihak ketiga 

l'.f'l ,•' ; I 



-..,;. 

. \:, ... 

Hal. 51 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan 

Neraca; 

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian 

objek); 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang .. terdiri dari Laporan Realisasi Anqqaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus 

Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan 

Penyisihan Piutang Pajak 1.1.5.01.01 
memorial 

18.000.000 9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 

2015 

Kredit Uraian Tanggal 

18.000.000 

Debit 
Kode 

Rekening 
No Bukti 

u, . . 
) ~1 's:rrSISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD i i ·:•-f.1'"' Pihak Pihak T erkait 
'i ,, .. , · j if · 'Pihak pihak yang terkait dalam sistem a!<untansi beban dan belanja antara lain 

j J ·• ::~::i~a,::;;::.ahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Benda hara 

1j ~f ,,, .. ,' , "' :·:t·f a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) i; I Dalam sistem akuntansi Beban da~ Belanja, PPK-PPKD melaksanakan lungs! 
r, ,. . akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: f;· ,,\~ -, 
Q 1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti 

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan 

Beban Penyisihan Piutang tahun 2015 sebesar Rp18.000.000,00. PPK SKPD 

·.: akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

o/o Taksiran Tdk 
Uraian Jumlah Kualitas Penyisihan Piutan,g· 

tertagih 

Piutang retribusi Rp100.000.000,00 Lancar 0,5% Rp500.000,00 

Piutang Retribusi Rp50.000.000.00 Kurang Lancar 10 o/o Rp5.000.000,00 

Piutang Retribusi Rp15.000.000,00 Ragu Ragu 50 o/o Rp7.500.000,00 

Piutang Retribusi Rp5.000.000,00 Macet 100% Rp5.000.000,00 

JUMLAH Rp18.000.000,00 



)' 
r 
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Hal. 52 Sistem Akuntansi Pemerlnteti Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010: 

Uraian Dokumen 
Belania Tidak Lanqsunq 
Belania bunaa Nota DebeUSP2D/Dokumen vana dioersamakan 
Belanja subsidi Surat Keputusan Kepala DaerahtSP2D/Dokumen yang 

dioersamakan 
Belania hibah NPHD/SP2D/Dokumen vana dioersamakan 
Belanja bantuan sosial Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang 

dioersamakan 
Belanja Bagi Hasil Kepada Surat Keputusan ~epala Daerah/SP2D/Dokumen yang 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipersamakan 
Pemerintahan Oesa 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Surat Keputusan Ke pa la Daerah/SP2D/Dokumen yang 
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan dipersamakan 
Pemerintahan Desa 
Belanja Tidak Terduga Surat Keputusan Ke pal a Daerah/SP2D/Dokumen yang 

dioersarnakan 

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: 

,,),, 

.. .....-------- Uraian dokumen , .. 
; rBeban Operasi - LO 

Beban Bunqa Nota Debet/SP2D/Dokumen vane dioersamakan 
Beban Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen 

vane dioersamakan 
1!. Beban Hibah NPHD/SP2D/Dokumen vane dioersamakan 
'· Beban Bantuan Sosial Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen 

! yang dipersamakan . a.;-.----·--- I - 
·· • Be ban Transfer ! 

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen 
vanq dipersamakan 

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen 
Lainnya vane dipersamakan 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen 
Pemerintah Daerah Lainnva vane dioersamakan 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke , Surat ~eputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokurnen 
Des a · vana dloersarnakan 

. ,...._ Beban Transfer Bantuan Keuangan 1 Surat Keputusan Kepala Daerah/SP20/0okumen 
Lainnva vane dioersamakan 
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Surat Keputusan Kepala Oaerah/SP2D/Dokumen 

vana dioersamakan 
Defisit Non Operasional Bukti memorial/dokumen yang dioersarnakan 
Beban Luar Biasa Bukti memorial/dokumen vana dioersamakan 

.. . •, 

,8endahara Pengeluaran PPKD 

.1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam 

buku kas umum PPKD . .. , 
)\• )ti- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

11.;J .. 
:i:flhokumen yang digunakan 

-:~·~~';·· 
· ?!Ookumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 

)·t~eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 O: 

keuangan. 



Hal. 53 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi 

kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah Surat Ke pa la Keputusan menerbitkan Pemerintah 

b. Beban Subsidi 

Tanggal Nomor Sukti Kode Uraian Debit Kredil Rekening 

xxx Selanja bunga utang pirijaman ·- xxx xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Sukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Utang Sunga kpd xxx xxx xxx Pemerintah 

xxx Kas di Kas Daerah xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D 

LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Tanggal 
Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 

xxx Beban bunga utang pinjaman xxx xxx xxx 
xxx Utang Sunga kpd Pemerintah xxx 

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, 

dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, 

berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang 
di ersamakan 

Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang 
di ersamakan 

Nola DebeUSP2D/Dokumen an di ersamakan 

Dokumen 

Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang 
di ersamakan 

Uraian 



Hal. 54 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan 

diterbitkan SP20 LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima 
hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi 

akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Kode. 
,, r ! • 

Tanggal Nomor Bukti Rekening 
· Ufaian Debit Kredit: 

xxx Beban hibah kpd masyarakat xxx 
xxx xxx 

xxx Utang Belanja Lain-lain xxx 

c. Beban Hibah 

Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah 

dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang 
pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut 
maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 
Jurnal LO dan Neraca · 

Tang gal Nomor 81:1kti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Belanja Subsidi kepada xxx BUMD xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Kas dikas daerah xxx 
xxx xxx xxx xxx Utang Belanja subsidi 

BUMD 

Debit Uraian Kredit Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 

xxx 

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan 

SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi 

berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Rekening 

xxx Beban Subsidi kepada BUMD xxx xxx xxx xxx Utang Belanja subsidi BUMD 

Kredit 

xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

oaerah/Perjanjian/Dokuemn yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 



Hal. 55 

c. 

Sistem Akuntansi pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Be/anja) 

Nomor Bukti Debit Uraian Kredil Kode 
Rekenlng Tanggal 

Jurnal LRA 

Tanggal NomorBukti Kqde l:Jraian, Debit Kredii" Rekening .. 

xxx Utang belanja lain-lain xxx xxx xxx xxx Kas di kas daerah xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan 

diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima 

bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi 

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode Uraian Debit Kredlt Rekening 

Beban bantuan sosial kpd 
xxx organisasi sosial xxx xxx xxx masyarakatan 

xxx Utang Belanja Lain lain xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

d. Beban Bantuan Sosial 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang 

penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian 

pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah dan surat perjanjian pernberian bantuan sosial maka 

fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

xxx Belanja hibah kpd xxx masyarakat xxx xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Uraian Debit Kredit Rekening 

xxx Utang belanja lain lain xxx 
xxx xxx xxx Kas di kas daerah xxx 

Jurnal LO dan Neraca 



I : 

Hal. 56 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

.. 

f. Beban transfer Bantuan Keuangan 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang 

bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang 

bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan rnelakukan pencatatan dalam 

jurnal standar: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

xxx Transfer bagi hasil pajak xxx xxx xxx kepada pemerintah daerah 

xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

xxx Utang transfer bagi hasil xxx 
xxx xxx pajak 

xxx Kas di kas daerah xxx 

,; ~, 

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke 

kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada 

kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

·~~·'\ .. 
··' 
'~, . 

··--.::\ 

Tanggal NomorBukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

xxx Beban transfer bagi hasil xxx pajak xxx xxx 
Utang transfer bagi hasil xxx pajak· xxx 

; : 

Jurnal LO dan Neraca 

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi 

Hasil Pajak Ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah 

tentang bagi hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

xxx Belanja sosial kpd organisasi xxx xxx xxx kemasyarakatan 

xxx Perubahan SAL xxx 



Hal. 57 Sistem AkuntansiPemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

• Pada tanggal 25 Juni 2015 Pemerintah Daerah mengadakan perjanjian Utang, 

dimana Pemerintah Daerah berutang pada Lembaga keuangan Bank sebesar 

Rp150.000.000,00. Didalam klausal perjanjian utang dimana pemerintah 

' . 
Pinjaman dan Beban Sunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut 

jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban 

bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo 

melewati tanggal pelaporan. 

Beban Sunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk 

pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok 

utang (outstanding principa~ termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang 

terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti 

biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Sunga meliputi Beban Sunga 

a. Beban Bunga 

4. llustrasi 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

• xxx Transfer bantuan keuangan xxx xxx xxx pemerintah kabupaten 

xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekenlng 

xxx Utang transfer bantuan xxx xxx xxx keuangan 

xxx Kas di kas daerah xxx 

Kemudian Pemerintah Daerah rnelakukan pencairan dana bantuan keuangan 

dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak 

menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tang gal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx Beban transfer bantuan xxx xxx xxx keuangan ke kabupaten 

xxx Utang transfer bantuar xxx keuangan 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 58 Akuntan~i Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Pad a tanggal 10 September 2015 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat 
Keputusan Kepala Daerah/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan 

b. Beban Subsidi 

Tanggal Nomor Bukli 
Kode Uraian Debit Kredit Rekening 

Sunga utang pinjaman 

xxlxx120 SP2D/dokumen yang 5.1.3.01.01 kepada Lembaga 5.000.000 
Keuangan Bank 

15 dlpersamakan 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Kode .. 

Nomor Bukti Rekening 
Uralan Debit Kredit 

Utang Sunga kpd 

6juli SP2D/dokumen yang 
2.1.2.01.01 Lembaga Keuangan 5.000.000 

Bank 
2015 dipersamakan 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.000.000 

Jurnal LO dan Neraca 

Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan 
pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 

Rp5.000.000,00 kepada lembaga keuanqan. 

• Pada tanggal 6 Juli 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan 
:: . menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 

Tanggal Nomor Bukli 
Kode Uraian Debit Kredit Rekenfng 

Beban bunga utang 
Surat Perjanjian 9.1.3.01.01 pinjaman kepada 5.000.000 

25 Juni utang/Dokumen Lembaga Keuangan B.ank 
2015 yang Utang Bunga kpd 

dipersamakan 2.1.2.01,01 Lembaga Keuangan 5.000.000 
Bank 

daerah dikenakan bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar per 

enam bulan dan bunga selama enam bulan sebesar Rp5.000.000,00. 

Berdasarkan kejadian tersebut rnaka Fungsi Akuntansi akan membuat bukti 
memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. 
Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi akan melakukan 
pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 
Jurnal LO dan Neraca 



Hat. 59 .rn Akuntan.si Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Betanja) 

Pada Tanggal 15 September 2015 Perrierintah Daerah menerbitkan SK tentang 

nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen 

yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat 

dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan 

c. Beban Hibah 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredil Rekening 

Surat Keputusan Belanja Subsidi 
10 Oktober 

Kepala Daerah/ 5.1.3.01.02 kepada lembaga 50.000.000 

2015 
Perjanjian/ 

Dokumen yang 
dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 .·, 

Jurnal LRA 

Tanggal Nornor Bukli Kade Uraian Debit Kredit Rekening 

Surat Keputusan Utang Belanja subsidi 
10 Oktober Kepala Daerah/ 2.1.5.04.02 lembaga 

50.000.000 

2015 Perjanjian/ 
Ookumen yang 

1.1.1.01.01 Kas dikas daerah 50.000.000 dipersamakan 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Pada tanggal 10 Oktober 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan 

menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 

Rp50.000.000,00 kepada lembaga Mattirodeceng. Berdasarkan kejadian 

tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

sebagai berikut: 

Tanggal Namer Bu~ti 
Koc,le Uraiah Debit Krectit Rekening,- ,.,.- .. 

"' 

Surat Keputusan 
9.1.4.01.02 Beban Subsidi kepada 

10 Kepala Daerah/ lembaga 50.000.000 

I 
September Perjanjian/ 

2015 Dokumen yang Utang Belanja 
50.000.000 dipersamakan 2.1.5.04.02 subsidilembaga 

dimana Pemerintah Daerah akan memberikan subsidi kepada Lembaga 

Mattirodeceng sebesar RpS0.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka 

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat kedalam jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

l 

f. 
I r 
I 
I. 



Hal. 60 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Kode 
.. f; 

Tang gal Nomor Bukti Rekeninq Uraian Debft Kredit 

31 dokumen yang 
2.1.5.07.01 Utang Belanja Hibah 5.000.000 

Desember 
2015 

dipersyaratkan 
9.1.5.04.01 

Beban hibah kpd 5.000.000 masyarakat 

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan 

pemberian Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah, maka tidak dapat 

diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD menjurnal : 

Tang gal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 
Belanja hibah kpd 

05 SP2D/ 5.1.4.06.01 kelompok/anggota 5.000.000 
Oktober dokumen yang masyarakat 

2015 dipersamakan 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 

Jurnal LRA 

Nornor Bukti .. K<W~'. '1'. 
Tanggal ·RekE!iiing 

-, ~ •: Ural_an -Debit Kredit 

05 SP2D/ 2.1.5.07 .01 Utang belanja Hibah 5.000.000 
Oktober dokume.n yang 

2015 dipersamakan 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 5.000.000 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada tanggal 05 Oktober 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan 

menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 

Rp5.000.000,00 kepada penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Uraian Debit Kredil Rekening 

15 NPHD/dokumen 9.1.5.04.01 
Beban hibah kpd 

5.000.000 
September yang 

masyarakat 

2015 dipersamakan 2.1.5.07.01 Utang Belanja Hibah 5.000.000 

kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam 

jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 61 em Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

15.000.000 

SP2D/dokumen 
yang 

dipersamakan 

05 Agustus 
2015 

Perubahan SAL 0.0.0.00.00 

15.000.000 
Belanja bantuan sosial 

5.1.5.01.01 kpd organisasi sosial 
kemasyarakatan 

Nornor'Buktl' 'Debit Tanggal 

Jurnal LRA 

05 Agustus 
2015 

.. 
15.000.000 Utang belanja bansos SP2D/dokumen 

yang 
dipersamakan 

Tanggal Kredlla 

Kas di kas daerah 1.1.1.01.01 15.000.000 

Debit 

2.1.5.08.01 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada tanggal 30 Agustus 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan 

G!engan menerbitkan SP20 LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 

Rp15.000.000,00 kepada penerima bantuan sosial. Berdasarkan kejadian 

tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

sebagai berikut: 

Kredit Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Uraian Debit Rekening 
Surat Beban bantuan sosial 

Keputusan 9.1.6.01.01 kpd organisasi social 15.000.000 
05 Agustus 

Kepala masyarakatan 
Daerah/Surat 

2015 Perjanjian/ 
dokumen yang 2.1.5.08.01 Utang Belanja Bansos 
dipersamakan 

15.000.000 

if} 
J 
J3.eban Bantuan Sosial 
~t·· 
f~ada tanggar 05 Agustus 2015 Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan 
,r 
-Jentang penerima bantuan sosial berupa uang kepada organisasi 

{·kemasyarakatan sebesar Rp15.000.000,00. Kepala Daerah telah ditandatangani 

/" perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan. Berdasarkan 
I 

/ buktl Surat Keputusan Kepala Daerah dan Surat perjanjian bantuan sosial atau 
:Vi 
'.ql.: dokumen yang dipersamakan, maka Fungsi Akuntansi akan melakukan 

\'., pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 62 
.j 

Sisrem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Beban dan Belanja) 

Uraian Nomor Bukti Kredit Debit Tanggal Kade 
Reker.,ing 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode '.LJraian Debit Kredit 
Rek~r,iing ,. 

02 SP2D/ · 2.1".6.04.01 Utang transfer bagi 35.000.000 
Desember dokumen yang· hasil pajak 

2015 dipersamakan 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 35.000.000 

.:r.. Jurnal LO dan Neraca 
.·J.. 

,!'r 

tanggal 2 Desember 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencalran 

:;;dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 

,_ , - p35.000.000,00 kepada penerima beban transfer bagi hasil pajak. Berdasarkan 
1 '· 

··>-,;,.,ikejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam 
':tf{ttt: 
1)f:??f.6Jurnal sebagai berikut: 
:t}:l·'' 

.:,/;\: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
... ,.,:;µ.j 

'.'.;;,r:;. Nomor 64 Tahun 2013) 
'• I ,1- ~~ 

35.000.000 

Nornor Bukti 
Ko_de tlralarr . Debit Rekening 

ft:~ Surat Beban transfer bagi hasil 

I,14 Oktober 
Keputusan 9.2.1.01.01 pajak kepada 35.000.000 

,)_ Kepala Daerah/ pemerintah kabupaten 
:-:,· · 2015 dokumen yang Utang transfer bagi .. 

2.1.6.04.01 fl< dipersamakan hasil pajak kL t, 

Kredit 

putusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk 

0!ban transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain sebesar Rp35.000.000,00. 
~-V 
\~rdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan 

encatatan dalam jurnal sebagai berikut: ~· ·,~'!' 

ornal LO dan Neraca 
't 

ada tanggal 14 Oktober 2015. Pemerintah Daerah menerbitkan Surat 
c 

9.1.6.01.01 
Beban bantuan sosia 
kpd organisasi soSia 
masyarakatan 

15.000.000 2.1.5.08.01 Utang Belanja Bansos 

Debit Kredit Uraian 

15.000.000 

Dokumen yang 
dipersyaratkan 

sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan 
:,(b. 
Berian Bansos sesuai dengan Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan 

'i:'f 

.• 1trirna bantuan, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada 



Hal. 63 

Tanggal Nomor Bukli Kode Uraian Debit Kredit 
Rekening 

15 SP~D/ 5.1. 7.02.01 Bantuan keuangan 45.000.000 
November dokumen yang 

kabupaten/kota 

2015 dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 45.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode Uraian Debit Kredit 

Rekening 

15 SP2D/ 2.1.5.05.02 
Utang transfer bantuan 45.000.000 

November dokumen yang 
keuangan 

2015 dipersamakan 1.1.1.01.01 Kas di kas daerah 45.000.000 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Pada tanggal 15 November 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan 

dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 

Rp45.000.000,00 kepada penerima beban transfer bantuan keuangan. 

Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Tang gal Nomor Bukli 
Kcde 

Uraian Debit Kredit 
Rekening 

Surat Beban transfer bantuan 
25 Keputusan 9.2.3.02.01 keuangan ke 45.000.000 

Oktober Kepala Daerah/ kabupaten/kota 
2015 dokumen yang Utang transfer bantuar 45.000.000 dipersamakan 2.1.5.05.02 keuangan 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada tanggal 25 Oktober 2015 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat 

Keputusan/Persetujuan Kepaia Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk 

beban transfer bantuan keuangan kepada entitas lain sebesar Rp45.000.000,00. 

Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

f. Beban Transfer Bantuan Keuangan 

Transfer bagi hasil pajak 
02 SP2D/ 5.1.6.02.01 kepada pemerintah 35.000.000 

Desember dokumen yang kabupaten 
2015 dipersamakan 

Perubahan SAL 35.000.000 0.0.0.00.00 

, ... 
. 

. 
!" 



Hal. 64 ietn Akuntans( Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

Klasifikasi ·- : ~ . J: ~- .. ·~-· ... '.- 
Pendapatan Transfer 

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 

Dana Bagi Hasil Pajak 
' 

Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus 

Transfer Pemerintah PusatEalnnya 

Dana Otonomi Khusus 

Dana Penyesuaian 
.. 

Transfer Pemerintah Provinsi 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 

Beban Transfer 

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kampung/ Kelurahan 

Beban Transfer" Keuangan Lainnya 

Transfer/Bagi Hasil ke Kampung/ Kelurahan 

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbanqan dan dana bagi hasil. 

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan 

dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain 

seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh 

pemerintah daerah serta bantuan keuangan. 

K!asifikasi Akuntansi Transfer 

SISTEM AKUNTANSI TRANSFER 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran Ill 
Norn or 
Tang gal 



Hal. 65 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

::~k pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar 

· Iara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara 
·:,.,.· ,· 

· .:~: geluaran PPKD. 

,.:· ejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) 

'Oalam sistem akuntansi transfer, PPKD melaksanakan fungsi akuntansi 

PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

: 1) mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang 

sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 

5 2) melakukan postinq jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian 

objek); 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), 

Laporan Perubahan Ekuitas "(LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan 

keuangan . 

. b. Bendahara Penerimaan PPKD 

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Penerimaan 

·PPKD; 

2) membuat SPJ penerirnaan. 

c. Bendahara Pengeluaran PPKD (Bendahara Khusus) 

1) rnencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Pengeluaran 

PPKD; 

2) membuat SPJ pengeluaran. 

Khusus untuk pengelolaan Dana Transfer Bantuan Keuangan ke Kampung/ 

Kelurahan dan Bantuan Keuangan Lainnya, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

{J:.~ .. •:·, .. 

AKUNTANSITRANSFER PPKD 

'AK-Pl HAK TERKAIT 

sfer Bantuan Keuangan 

. Hasil Pendapatan Lainnya 



Hal. 66 

' ; ~'r 
I 

' 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan · I: 

Bantuan Keuangan Lainnya . ' 
'·. 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

;~lt,;::. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Ookumen yang 
tj; .. ~--__.:_--------------1-d_i;_pe_r_sa_m_a_ka_n --1 

Transfer Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

Bagi Hasil Retribusi 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

Bagi Hasil Pajak 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

Transfer/Bagi Hasit ke Kab/Kota atau ke 
Desa 

Beban Transfer Keuangan Lainnya 

Keputusan Kepata Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

'Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

,~eban Transfer Bantuan Keuangan ke 
Pemerintah lainnya 

!.\Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan 
itainnya 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang 
dipersamakan 

PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang 
dipersamakan 

dapatan Bagi Hasil Pajak 

PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang 
dipersamakan 

PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang 
dipersamakan 

PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang 
dipersamakan 

a Otonomi Khusus 

PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang 
dipersamakan 

PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan 
PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan 
PMK/ Dokumen yang dipersamakan 

PMK/ Keputusan Kepala Oaerah/ Dokumen 
yang dipersamakan 

PMK/Perpres/Keputusan Kepala 
Daerah/Dokumen yang dipersamakan 

Dokumen Uraian 

· leh SKPD yang bertindak sebagai Koordinator Penerima Dana Transfer. .., 

_:,MEN YANG DIGUNAKAN 



Hal. 67 

xxx 
xxx xxx xxx Piutang Bagi Hasil Pajak xxx 

Tanggal Uraian Nornor 
Bukti 

xxx 

Debit Kode 
R~kening 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO 

dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi 

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Pemerintah 

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

PMK/Perpres/Dokumen yang menerima Daerah Jika 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Norn or Kode 
Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas di kas caerah xxx xxx Piutang Transfer/Dana Darurat xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Norn or Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 

xxx Pendapatan Transfer/Dana Darurat xxx LRA 

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat 

dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat 

Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan maka fungsi 

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Tanggal 
Nomor Koda Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Piutang Transfer/Dana Darurat xxx 
xxx Pendapatan Transfer/Dana Darurat xxx LO 

'_,.:. 

, Jika Pemerintah Dae rah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala. 

oaerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat 

, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

· Jurnal LO dan Neraca 
P1t 

1;r ...----.-:-:----.---:-:--:----.-------------,---.-----, 



Hal. 68 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

'. 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Dana alokasi umum xxx LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredil Bukti Rekening 
xxx xxx xxx Kas di Kas daerah xxx 

xxx Piutang Dana Alokasi Umum xxx 

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi 

umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan 

dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredil Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Piutang DAU xxx 
xxx Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO xxx 

dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang Jika Pemerintah 

3) Dana Alokasi Umum (DAU) 

Tanggal 
Norn or Kode Uraian Debit Kredil Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tang gal 
Norn or Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx 
xxx Piutang Bagi Hasil Pajak xxx 

pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil 

pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari 

pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

; ,·1·1 



Hal. 69 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

Namar Kade 
,. 

Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredlt 

xxx xxx xxx Be ban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx 
Daerah ke Kampung/Kelurahan 

xxx Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke xxx 
Kampung/Kelurahan 

Jurnal LO 

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Oaerah /Surat 

Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban 

transfer bagi hasil pajak ke Kampung/ Kelurahan. Berdasarkan 

Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka 

·fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke Kampung/ Kelurahan 

Tanggal 
Namar Kade Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx 
xxx Piutang Dana Alakasi Khusus xxx 

Jurnal LRA 

Tang gal Nornor Kade 
Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Dana Alakasi Khusus xxx LRA 

b. Transfer keluar 

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi 

umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan 

dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx Pendapatan Dana Alakasi Khusus 
LO 

xxx xxx xxx Piutang OAK xxx 
Tanggal Uraian Kade 

Rekening Kredit Debit Namar 
Bukti 

xxx 

dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (OAK) maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalarn jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

PMK/Perpres/Dokumen yang Pemerintah Daerah menerima Jika 

') Dana Alokasi Khusus (OAK) 

·. '• i :1 :~·\ 
' ;~ 
'; 

! -~ 



11M 

Hal. 70 ~istem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

.... , .... Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit.; 
Bukti Rek~ning 

xxx xxx xxx Utang Transfer Bantuan Keuangan xxx 
xxx Kas di Kas Daerah xxx 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan 

keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan 

pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut 

maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukli Rekening 

xxx xxx xxx Beban Transfer Bantuan Keuangan ke xxx Kampung/ Ke!urahan 

xxx Utang Transfer Bantuan Keuangan xxx 

2) Beban transfer bantuan keuangan ke Kampung/ Kelurahan 

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat 

persetujuan pemberian bantuan keuangan/ dokumen yang dipersamakan 

tentang bantuan keuangan ke Kampung/ Kelurahan. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi 

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tang gal Nomor Kode ·urafan Debit Kredit' · Bukli Rekening 

xxx xxx xxx Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak xxx Daerah ke Kampung/ Kelurahan 
x.xx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Uralan Debit Kredit B\Jkti Rekenir,g · 

xxx xxx xxx Utang Bagi hasil Pajak Daerah ke xxx 
Kampung/ Kelurahan 

xxx Kas Di Kas Daerah xxx 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak 

daerah ke Kampung/ Kelurahan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan 

penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada Kampung/ Kelurahan, 

berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

;,., 



Hal. 71 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

Tanggal Nomor Bukti Kade Uraian Debit Kredit Reke(ling '. 

Nola Kredit/ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 20.000.000 
02-Feb- 2015 Dokumen yang 

4.3.2.01.01 Dana Darurat LRA 20.000.000 dipersamakan 

Jurnal LRA 

20.000.000 Piutang Transfer Dana 
Darural 

20.000.000 Kas di Kas daerah 

Tanggal Namor Bukti Kade 
Rekening 

02-Feb- Nata KrediV 1.1.1.01.01 

2015 Dokumen yang 
dipersamakan 1.1.3.05.03 

Kredit Debit Uraian 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca 

Pada tanggal 02 Februari 2015 Pemerintah Daerah menerima nota kredit 
dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar 
Rp20.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang 
dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan 
melakukan pencatatan dalam jurnal: 

Debit KredJ.\' t 
'I' .. 

Tanggal Nomor Bukti Kode uralan RekenlnQ;. 

03 PMK/Perpres/ 1.1.3.05.03 
Piutang Transfer Dana 

Januari Dokumen yang Darurat 
2015 Dipersamakan 8.3.2.01.01 Dana Darurat LO 

20.000.000 

20,000.000 

1) Transfer Dana Darurat 

Pada tanggal 3 Januari 2015 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa 
PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana darurat dengan 
ni!ai sebesar Rp20.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang 
dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 
sebagai berikut 
Jurnal LO dan Neraca 

xxx Perubahan SAL 

xxx xxx xxx xxx Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah 
Kampung/ Kelurahan 

Uraian Tanggal 
Norn or 
Bukti Debit Kredit 

Kode 
Rekening 

xxx 

Jurnal LRA 

... 
," 



Hal. 72 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) ,, 

Pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa 

PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Umum dari 

Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00. Berdasarkan 

3) Dana Alokasi Umum 

Kod.e ' .. ·. 
Tanggal Norn or. Bukti. : , -Uraian Debit Kredit .. ·:,;Re~~_ning,, _; .l!·· •·,: i •.... ' ·:·, : ; ,. :~ ... 

Nola KrediV 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 
02-Feb- 

Dokumen yang 2015 Pajak dipersamakan 4.2.1.01.01 
Bagi Hasil 

50.000.000 PBB LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti 
Kade Uraian Debit Kredit · Rekening 

Nata KrediV 1.1.1.01.01 Kas di Kas daerah 50.000.000 
02-Feb- 

2015 Dokurnen yang Piutang transfer 
dlpersamakan 1.1.3.05.01 bagi hasil pajak 50.000.000 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Perr'nendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari 

bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar 

Rp50.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang 

dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal: 

Tanggal Nomor Bukti Kade 
Uraian Debit Kredit Rekening 

PMK/Perpres/do 1.1.3.05.01 Piutang Transfer 
50.000.000 

05-Jan- kumen yang 
Bagi Hasil Pajak 

2015 
dipersamakan Bagi Hasil Pajak 

8.2.1.01.01 PBBLO 50.000.000 

Pada tanggal 5 Januari 2015 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa 

PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang bagi hasil Pajak dari 

Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan 

PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukari 

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

2) Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat 



Hal. 73 istem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

•:• Pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Daerah menerima dokumen 
berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi 
Khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar 
Rp80.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang 
dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurna! 
sebagai berikut: 

4) Dana Alokasi Khusus (OAK) 

25.000.000 

Tang gal Nomor Bukti Kode Uraian Rekening 

Nota KrediV 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 
02-Feb- Dokumen yang 2015 Dana Alokasl Dipersamakan 4.2.1.03.01 Umum LRA 

Debit Kredit 

25.000.000 

Jurnal LRA 

Dana Alokasi 25.000.000 
Dokumen yang 
dipersamakan 1.1.3.05.03 

02-Feb- 
2015 

Piutang 
Transfer 

Nola KrediV 

Debit. 

25.000.000 1.1.1.01.01 Kas di Kas daerah 

Umum 

Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Oaerah menerima nota kredit dari 
bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar 
Rp25.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang 
dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi 
akan melakukan pencatatan dalam jurnal: 
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor·Bukti Kode . Uralan Debit Rekeninq 

PMK/Perpres/Do 1.1.3.05.03 Piutang Transfer 75.000.000 
02-Jan- Dana Alokasi Umum 

2015 kumen yang 
Dana Alokasi Dipersamakan 8.2.1.03.01 Umum LO 

Kreciit 

75.000.000 

pMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan i ~elakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: 
,; Jurnal LO dan Neraca · 

... ·, 



Hal. 74 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke Kampung/Kelurahan 

Pada Tanggal 3 September 2015 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat 
Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang 

beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp45.000.000,00. 
Berdasarkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 
sebagai berikut: 

b. Transfer Keluar 

Tanggal NomorBukti_ Kade 
' U.raian Debit Ktedil Rekening· 

02 Nota Kredit/ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 
Februari Dokumen yang 

2015 Dipersamakan 4.2.1.04.01 OAK lnfrastruktur 
25.000.000 Jalan LRA 

Jurnal LRA 

Tang gal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredif Rekening . ·,-. ; 

Nola Kredit/ 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 25.000.000 

02 
Februari Dokurnen yang Piutang Transfer 

2015 Dipersamakan 1.1.3.05,03 Dana Alokasi 25.000.000 
Khusus 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

·:· Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Daerah menerima nota kredit 

dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar 

Rp25.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang 

dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut 

maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal: 

Tanggal Nornor Bukti 
Kode 

Uraian Debit Kredit Rekening 
Piutang Transfer 

1.1.3.05.03 Dana Alokasi 80.000.000 
PMK/Perpres/Do Khusus 

02 Januari kurnen yang Dana Alokasi 
2015 Dipersarnakan Khusus 

8.2.1.04.01 
lnfrastruktur 80.000.000 

Jalan LO 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 75 Si~tem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Transfer) 

2) Beban transfer bantuan keuangan ke Kampung/Kelurahan 

Pada tanggal 20 April 2015 Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat 
Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan 
keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang Bantuan Keuangan kepada 
kabupaten/kota sebesar Rp65.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan 
kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan /Dokumen yang 
dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam 
jurnal sebagai berikut: 

Tanggal Nomor Bukti Kode 
Uraian Debit Kredit Rekening 

Belanja Transfer 45.000.000 

6.1.1.01.01 
Bagi Hasil Pajak 

Oktober SP2D/Dokumen Daerah ke 
02 Kampung/Kelurahan 

2015 · yang 
;· dipersamkan 45.000.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 

Jurnal LRA 

Tang gal Nomor'B'u!,ti .Kode- ., 
Uralan Debit Kredif Rekenirig 

- Utang Bagi Has ii 45.000.000 

2.1.5.05.01 Pajak Daerah ke 
02 Oktober 

SP2D/ Dokumen Kampung/Kelurahan 
2015 yang 

dipersamkan 
Kas di Kas 

45.000.000 
1.1.1.01.01 

Dae rah 

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Pemerintah Daerah melakukan 
pencairan bagi hasil pajak daerah ke kabupten/kota dengan diterbitkan SP2D 
LS dan sebesar Rp45.000.000,00 dan telah dilakukan penyerahan bagi hasil 
pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi 
akuntansi akan melakukan pencatatan dalarn jurnal standar: 
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti 
.Kode 

R!!kening Uraian Debit Kredit 

SK Kepala Beban Transfer bagi 45.000.000 

03 Daerah/ 9.2.1.01.01 hasil pajak daerah ke 

September 
Persetujuan Kampung/Kelurahan 

2015 Kepala Daerah/ Utang Bagi has ii 45.000.000 
Dokumen yang 2.1.5.05.01 pajak daerah ke 
dipersamakan kampung/Krlurahan 

Jurnal LO 
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Hal. 76 

; 

k . ,.:· 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akunfansi Transfer) 

Kocle 
... .. • •J\ .. , 

Tanggal Nomor Bukti 
Rekening Uraiari Debit Kredit 

SP20/ 6.2.1.02.01 
Bantuan Keuangan 

65.000.000 
02 Mei Kampung/Keluruhan 
2015 dokumen yang 

Perubahan dipersamakan 0.0.0.00.00 
SAL 

65.000.000 

Jurnal LRA 

1.1.1.01.01 65.000.000 Kas di Kas 
Daerah 

02 Mei 
2015 

SP20/ 
dokumen yang 
dipersamakan 

Tanggal ~redil, , 
-~- . h !:= . ' .-..· ... ~~ 

Debit 

65.000.000 Utang Transfer 2· 1 ·5·05·02 Bantuan Keuangan 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada tanggal 2 Mei 2015 Pemerintah Daerah melakukan pembayaran/transfer 

kepada kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan dengan SP2D 

LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai 

berikut: 

Tang gal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit Rekening 
Surat Keputusan Beban Transfer 

Kepala 
9.2.3.02.01 

Bantuan Keuangan 65.000.000 Daerah/surat ke 
20 April persetujuan Kampung/Kelurahan 

2015 pemberian 
Utang Transfer bantuanl 

dokumen yang 2.1.5.05.02 Bantuan 65.000.000 

dipersamakan Keuangan 

Jurnal LO dan Neraca 

·1; 

to';,-~ .' 
' . ··~~r~ 



Hal 77 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pembiayaan) 

1. Fungsi Akuntansi - PPKD 

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi 

Akuntansi-PPKD dan PPKD. 

'l ·, 

·i' 

. ~erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun201 O PSAP Nomor 02 
l ;. ·', 
:'. Plrag{€f 50 mendefinisikan pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuanqan 

f ~-T-tah. baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima 

'1 f1'Jh. yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 
J: . 

t J; an atau memanfaatkan surplus anggaran. · 
" ~· 

~~ ;!' · enerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil 
i .. ~l 
iw. r: · asi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran 

~~ f k:~fj{1 pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, pembentukan dana 
QV 1- \,<!'··1r f':;~ ; c-Jd~pgan oleh pemerintah dan penyertaan modal oleh pemerintah. 
,J-.,1•; ~\ ... ~,y~- 

;Kj ~ Ji~mtsi Pembiayaan : 
k.i.~· t J~Iritl,; 
~~: p~m~j~yaan dikl~ifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan 

;;I~} pSff~01.~aran pembiayaan.Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
·~-/ ' c·1!.{1i· ' \I' I ;fr.,.J.,,;c 
]1; ~ 1E)fl~herimaan Pembiayaan :4~ i :(~;?J \f; }:~~nerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

':fl'. ·1(,tara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil 

·w; i,'.;;ii~atisasi perusahaan daerah, -pe~erimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada 
·'}!· ~ t\!{:;-~/ 

}~ :, ;~ggak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 
i.'}: ,'t~l, 

}: : 2f;~$ngeluaran Pembiayaan 

j. ~.-{~engeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah 

2 iinta"ra lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, v '"'\"} 
:{ 
't p'embayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 
;i 
;\ P~rnbentukan dana cadangan. 
J; 

!, A. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
1. 

SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran IV 
Nomor 
Tang gal 



Hal 78 Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pembiayaan) 

·;ersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut: 

tandar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang 

laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK. 
' ~ t 
•' r 
i 
t f OKUMEN YANG DIGUNAKAN 
f . . 

, } \~·:r okumen yang d:gunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain: 

~ }:~l Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan; Ii -·- r': . Naskah Perjanjian Kredit; 
t ; f · ~- SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah; 
ti.,' :J 

t· . Nota Kredit; 

l .. Dokumen lainnya. 

I I ' .,;,iURNAL ST AN DAR 
\ l _ ada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal l, ,. 

~ ' 

,· \r3. PPKD 
y· <.,. 
, ', · Dal am sistern akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tug as menandatangani ttl; 

.-A:'..' 

Dalam sistern akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi 

transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD 

memiliki tuqasrnenylapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh .. - 
·.-,,_ ,. Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD .. 
i.,.. 

2. BUD 

c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

b. memposting jurnal-jurnal transaksvkejadian investasi ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek); 

a. mencatattransaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi 

yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

Oalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas 

sebagai berikut: 



l 
I 

l 
~ 

Hal 79 1 
. Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sis/em Akuntansi Pembiayaan) 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenino 

xxx Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 
7.14.01.01 PinjamanDalamnegeridari Bank 500.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit. 
Bukti Rekenino .. .x 

xxx Nola Kredit 1.1.1.01.01 Kas di kas Daerah 500.000.000 
2.21.01.01 UtangDalamNegeriSektorPerba 500.000.00C 

nkan 

Jurnal LO danNeraca 

adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurhal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

·~·-,1 Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5 tahun 
'{l:. • ,Jt antara Pemenntah Daerah Kabupaten Jayapura dengan Bank "ABC", 

l Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura menerima Nata Kredit yang 

telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 

Rp500.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui 

: Penerimaan Pinjaman 

xxx 
Kewajiban Jangka Panjang xxx 

Perubahan SAL xxx 
Penerimaan Pembiyaan xxx 

,•.'{:, Beban Bunga xxx 
1 

~ ·Saat pembayaran bunga Kas di Kas Daerah xxx 
•· 'kewajiban Bunga Utang xxx ~- Perubahan SAL t'' xxx ... 

Kewajiban Jangka Panjang xxx 
Kas di Kas Daerah xxx 

Pengeluaran Pembiayaan xxx 
Perubahan SAL xxx 

Kewajiban Jangka Panjang xxx 
Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang xxx 



Ha/80 stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pembiayaan) 

Tanggai Nomor Kode Uraian Debit Kre~i!' - .: 
Bukti Rekeni.na ... ... -. • . .• .. ~; '/>.• )1 

xxx Nola Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 250.000.000 
7 .1.5.01.01 PenerimaanKembaliPemberian 250.000.00[ 

Pinjaman kepada Perusda 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit .... ·: .. ,· 
Bukti Rekenlno •. ... ). 

xxx Nola Kredil 1.1. 1.01.01 Kas di Kas Daerah 250.000.000 
1.1.4.02.02 BagianlancarTagihankepada 250.000.000 

BUMD 

Jurnal LO danNeraca 

': ,". 
:;i{{c. Penerimaan Kembali Pinjaman 
:l:~~;·\it . 
~:f:~;'.{_ Pemerintah Daerah menenma kembali pinjaman yang telah diberikan kepada 

;f~fi;i Perusda ABC sebesar Rp250.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi 
.,,r,,1'(,, 
"'%",~ Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat ~~j'i:' 
~.1~~~F.·:~ '!}f jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenino 

xxx Nola Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 
7 .1.4.03.01 PenerimaanHasilPenerbitanO 500.000.00( 

bligasi 

Jurnal LRA 

500.000.000 2.2.1.03.01 UtangDalamNegeri - Obligasi 

Debit Kredit Tanggal Nomor Kode Uraian 
Bukti Rekenin 

500.000.000 XXX Nola Kredit 1. 1. 1.01.01 Kas di Kas Daerah 

1: 
-·~;:- 
·~: J penerbitan Obligasi 

~ . i: Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten 

. 11~: Jayapura menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 

!111 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1000 lembar @ Rp500.000,00 

dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 

September. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya 

kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO danNeraca 



~,. 

Hal 81 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pembiayaan) 

b. Pembayaran Pokok Pinjaman 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx SP2D LS 7.2.2.02.01 PengeluaranPembiayaan- 300.000.000 
PenyertaanModal BUMD 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredlt 
Bukti Rekening ,, 

xxx SP2D LS 1.2.2.01 .02 Penyertaan Modalkepada BUMD 300.000.00C 
1.1.1.01.01 Kas di kas Daerah 300.000.000 

Tanggal NomorBukti Kode Uraian Debit Kredlt 
Rekening 

xxx Bukti Pemindahbukuan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10.000.000.000 
7.1.2.01.01 PenerimaanPembiayaan- 10.000.000.00C 

PencairanDana Cadanqan 

·1 g, .,~: 
:.1ii 
:.~1 ~. & . 

z- . . ~t 
f ;L 2. ;kuntansi Pengeluaran Pembiayaan 

· :i Penyertaan Modal 
i ·f Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura menerbitkan Peraturan Daerah tentang 

penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai 

Rp300.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui 

investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nemer 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO danNeraca 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX Bukti Pemindahbukuan 
10.000.000.00 

10.000.000.00 
Dana Cadangan 1.4.1.01.01 

,. 
~?Jurnal LO danNeraca 
>·~~-;--.-~""7i':=-=-~z;--~~~~.:--.-~~~-;-;::-:--~~~.----;;:;--;--;;----r~----;".;--;-;;----, 
\; Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit 

Re ken in 

,t 
.!," 
';Jmcairan Dana Cadangan 

·i" 

Jerdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan. pada tahun ke-5 
fl 

.~Jlakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah 
v· 

Jemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah. 

fpari informasi tersebut. fungsi Akuntansi PPKD mengakui penerimaan Kas di 

)kas Umum Daerah dengan mencatat jurnal: ~ .. 
·~sumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

·~Nomor 64 Tahun 2013) 

'flt ,, 



Ha/82 'em Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Pembiayaan) 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2000.000.000 

XXX SP2D·LS 7.2.1.01.01 PengeluaranPembiayaan - 2000.000.000 
Pembentukan Dana Cadangan .... 

Jurnal LRA 
·· Kas di kas Daerah 1.1.1.01.01 

xxx 

Kode 
.. ~ek~n!n9".: 

1.4.1.01.01 

Norn or 
Bl.lkti. 

SP20-LS 

Tanggal 

. Pembentukan Dana· Cadangan 

· Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangcm, Pemerintah Daerah ABC 

membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 (lima) tahun 

kedepan terhitung rnulai Tahun Anggaran 2015 senilai Rp10.000.000.000,00, 

atau masing-masing Rp2.000.000.000,00, per tahun anggaran.Dari informasi 

tersebut, fungsi Akuntansi PPKP mengakui adanya pergeseran dana dari 

rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dengan mencatat 

jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening· BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013} 

Jurnal LO danNeraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening ,· 

xxx SP2D LS 7.2.3.03.01 PengeluaranPembiayaan - 60.000.000 
PembayaranPokokUtangkepadaLembagaKeuangan 
Bank ... 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 60.000.00( 

60.000.00 Kas di kas Daerah 1.1.1.01.01 
60.000.000 SP2D LS 2.2.1.01.01 UtangDalamNegeriSektorPerbankan Bank ABC 

Debit Kr edit Norn or Kode Uraian 
Bukti Rekening 

··ii:.' 
. ~ 

,,.!; 

;1emerintah Daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC 
/<_ 

yr.~rng telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban 

7~ngka panjang ini, diterbitkan SP20 LS. Dari informasi tersebut, fungsi 
1i( 

fAkuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang 
~ij 

. JJengan mencatat jurnal: 

:~{Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

i!Nomor 64 Tahun 2013) 
er· 
Jurnal LO danNeraca 



,1't,\ 

t. 
t r . 

. f-' 

Hal. 83 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas) 

si 

r~~:. ~ ~t setara kas pad a pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan 
:• (, ...... lJ_,{(, 

idi tanggungjawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola 
r.· ··\ :f;:li;, 
i d3,fi)~9i$;'.bawah tanggungjawab selain bendahara urn um daerah, misalnya bendahara 
r Jtr~1;);~ 
peQgelµ"aran.Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab 

-,..!.;:ft• ... r. 
be~HM1ara umum daerah terdiridari: 

~~'.lJ~ti·, 
a. ~aklo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan 

ol~h kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. 

b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dari deposito kurang 

dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah. 

~as --- ···1 Kas.di Kas Daerah ---·--r Kas di Kas Daerah 

". nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk 
.' 
•. kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan tainnya.Untuk memenuhi 
r . 

a an setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas 
.f• 

Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran V 
Nomor 
Tanggal 



Hal. 84 tn Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas) 

Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti 

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum 

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku 

Besar masing-masing rekening (rincian objek) 

·). Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki 

i>t tugas: ;~f; 1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses ;,~J 
::,3\._ penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada {i{ 
w_;; ~"' PPKD (PPK-PPKD) 

~ 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran. 

f" b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). 

:,· Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi 

,. 
I: 
'• I·· i I. 

I . 

'[!I' 

I' 

. PenggunaAnggaran (PA) 

Uang Muka Pasien RSUD/BLUD 
Pajak yang Belum Disetor BLUD 
Kas di Bank BLUD ----------< 

Kas Tunai BLUD Kas di BLUD -----11- --·-------- 
~·--···-······ ---· ·~-J. . -··- - . •••. . •.. --- - . _., .• ---- •. -·-··-- 
t~t{ 
Jl 

Pajak di SKPD yang Belum Disetor 
Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU 

Kas ~ Bendahara Penerimaan Pendapatan Yang Belum Disetor 
Uang Titipan *) 

Kas Transitoris --1---------------t-------~--~--~4 
-----------·---··------- Kas Lainnya 

Potongan Pajak dan Lainnya 

fs~tara Kas Deposito (kurang dari 3 bu Ian) Deposito (kurang dari ·3 bulan) 
· .... ,r.i: 1 SuratUtang Negara /Obligasi SuratUtang Negara /Obligasi f :· (kurang dari 3 b~lan) (kurang dari 3 bulan) 

:eontoh : titipan atas penghitungan pajak daerah berbasis self assesment 
Q\1' 

a1J!K-PIHAK TERKAIT 
il' 
)'• 

L .'.satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) 
'\· 
"hak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD 
I: 

Jhtara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara ,t 
\-P,enerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna ,, 

.} nggaran/Kuasa, Pengguna Anggaran (PAfKPA). 



Hal. 85 em Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas) 

.,.,. 

akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti 

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku 

Besar masing-masing rekening (rincian objek); 

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), LaporanOperasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK). 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas: 

1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses 

penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD 

" ' 

;; Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD 
ii- •. 

i1Jantara lain PPKD,Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PP.KD), 

l1· Benda hara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD 
tttiJ 
&\[ a. PPKD 
i1[;: 
~'iii' \ .. ··~· 
ml· 

it j,· ._.,, 
~f (PPK-PPKD) f;l 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PP~D. 

·-,:~'.- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD melaksanakan fungsi 

g(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 
·,t' 

·,-{ memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 

transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan 

Setara Kas kePPK-SKPD. '.I.:.,:· 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPD 

memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 

transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan 

setara kas kePPK-SKPD. 

d. Bendahara Pengeluaran SKPD 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPD 

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca 

dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

~ Bendahara Penerimaan SKPD .,. 



..... 

I' 

Hal. 86 f1 Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas) ~~ . 
'· 

xxx xxx 
xxx xxx Beban/AseVKewajiban/Ekuitas xxx 

Kas dan Setara Kas 

xxx 

-.·1 

)._· ---'-----'--x_x_x _.____Pe_n_da_p_a1_an_-L_o_1A_se_V_Ke_w_ai_ib-an_lE_k_uit_as __,_ __ ___.__x_xx___. 
.J r . ·:i,Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Berkurang 

\· 
',Jurnal LO dan Neraca 
{( 

·r 
urnal Standar - Kas-dan Setara Kas Saat Bertarnbah 

' 
}!ransaksi penerimaan kas dan pengeluaran kaspada sistem akantansi akun-akun 
}1 
,;pendapatan-LO, Beban. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas 
\' 
t·bertambah maka akan dicatat disisi "debit" sedangkan jika kas dan setara kas .. \ . 

i·. erkurang akan dicatat disisi "kredit". 

.Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti 

c. BendaharaPenerimaan PPKD 

Dalam system akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan PPKD 

memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 

transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan system akuntansi kas dan 

setara kas kefungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD). 

d. BendaharaPengeluaran PPKD 

Dalam system akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran PPKD 

memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen . atas 

transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan system akuntansi kas dan 

,~ setara kas kefungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD). 
/,f:i:- 

S:f DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
}ii, 
·'"' ~' Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pad a SKPD 

'/r)jmaupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 
4:-:z.: 
~l~:sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. 
~:"tttf: . frf/Jh· 
1)t·~· 
Ji~:.'JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI 



t . 

Hal. 87 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas) 

4.1.2.21.01 Retribusi RumahPotongHewan-Pelayanan 
Pemeriksaan KesehatanHewan Sebelum 
Dipotong-LRA 

500.000 

Jurnal LRA 

500.000 Retribusl RumahPotongHewan-Pe\ayanan 
Pemeriksaan KesehatanHewan Sebelum 
Oipotong-LO 

8.1.2.21.01 

~ . ~·· '•· ,. 
JJ.urnal LO dan Neraca 
'•· 'i .... :'j 

:-:.,,~umsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 
,Ji:-:1 
·· ·_hun 2013) · 

da tanggal 22 Desember 2015, Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan 
erintah Kabupaten Jayapura menerima pendapatan retribusi pelayanan 

· eriksaan hewan sebelum dipotong sebesar Rp500.000,00, dengan nomor bukti 
.S 02/22/Xll/15.Berdasarkan bukti transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD 

'trasi 2 - Kas dan Setara Kas Bertambah: 

4.1.1.06.01 100.000.000 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 

100.000.000 Bank 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 
04/20Nl/15 

Kredit Debit Nomor Bukti Kode Rekening Li,r.!3ian 

Pendapatan Pajak Hotel-LO 8.1.1.06.01 - 

100.000.000 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

Debit Uraian Kredit Nomor Kode Rekening 
Bukti 

100.000.000 

Bank/04/ 
20Nl/15 

Neraca 

tat pengakuan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA dengan jurnal: 

msi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 
un 2013) 

~ 
.,.,(asi 1 - Kas dan Setara Kas Bertambah: 

~eenda Kab.Jayapura menerima pembayaran pajak hotel sebesar 

Q0.000.000,00 tanggal 30 Juni 2015 dari Hotel"XYZ", dengan bukti setor bank 

or 04/20Nl/15. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD 
'· 



Ill 

Hal. 88 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas) 

Perubahan SAL 0.0.0.00.00 9.000.000 

5.1.2.01 .01 Belanja ATK SPJ 
007/SPJ/Xl/15 

9.000.000 
Nomor Elukti Tanggal fSod~ .. Reker:iilJg . . ::, 

9-Nop- 
2015 

,rJ, 
'fr'. . }1 
Jlustrasi 4 - Kas dan Setara Kas Berkurang: 
.. 1',~ 

ttit~i'. 
'_;~endahara Pengeluaran pada BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Jayapura membayar 
·fr,! 
tip.ernbelian ATK melalui PPTK kegiatan Sosialisasi Akuntansi Akrual sebesar W' . 
·j'!~p9.000.000 dan telah di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan SPJ 007/SPJ/Xl/15 

.'/ . 

Perubahan SAL 0.0.0.00.00 

200.000.000 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 
Pemerintah 

LS/007/03/ 5.1.3.01.01 
15 

200.000.000 

Debit Uraian Nomor Kode Rekening 
Bukti 

Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01 

200.000.000 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada 
Pemerintah 

LS/007/03/ 9.1.3.01.01 
15 

200.000.000 

Debit Uraian Nomor Kode Rekening 
Bukli 

. :/ D Kabupaten Jayapura membayar beban bunga pinjaman kepada pemerintah .. 
Jt sebesar Rp200.000.000 tertanggal 3 Maret 2015, dengan bukti berupa SP2D- 
, . . f ornor LS/007 /03/15. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD 

ic~tat pengakuan beban bunga dan belanja bunga denganjurnal: ·r fi., 
i]msi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 

. f~n 2013) 
~· 

f." 

I: 
r. 
! , 

i~si 3 - Kas dan Setara Kas Berkurang: . ,'. 
.4-' 

:ertanggal 9 Nopember 2015. Berdasarkan bukti transaksi/kejadian tersebut dicatat 

. leh PPK-SKPD dengan jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 

ii:::n~~ ::1:~n Neraca 
·,:;1,, r=----:----r--:-:-:-:---:;-==-r.:::-,-~::-=--==~=::;:,-,::================= /$;~ Aranggaf.r.. •. :.NomotBl.ikti-1i\ Kode·:Re~efilifg· [f.t1;:i,.~fi~*M}' .. 'Hilraian~;..iff!"~~~,F'!~if1;,\i' ?-i;~l\!\'~IDel:l'itWi-<J'i.'l !i!,l;~r:12:rallltli!,',;13.~I ,f,,'i.: 'Co' •• • •• ·- '··- # -'~·.-.--.,·:~;....,,i. ~J~,. ~ , -;..,,- , ·-~ '! .. f::;,,,·~-., l:-?-;: .~1-~i\1'.,J',t=,}:..,_ • ...,-,.....--,;0M>l.:ta.:.:~).i,, ~!~~~n ~ri:1~ ·-·~ ~- :1'1:t!i~f.! WNt.•,f\:},-.~ ~~,-:~ij,)i·.t: 

!l':iz'. 9-Nop- SPJ 9. 1.2.01.01 Beban Persediaan ATK 9.000.000 ~i. 2015 007/SPJ/Xl/15 
~,,/: · 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 9.000.000 
~--~•I 

f: Jurnal LRA 



Hal.89 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Piutang) 

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 
! Piutang Pendapatan Lainnya --- 

'.B~gian Lancar Tagihan Jangka Panjang . . 
-----.-·····- -------···------~-------- 

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 

>;, Piutang Retribusi 

· ~~iutang .. Hasil Pengelolaan_Kekayaan Oaerah yang Dipisahkan 

i Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
r-------- 
i Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

de anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.Penilaian kualitas piutang untuk 

$ihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, 

~- 
~ :f . apat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan 
~ f kan penyisihan piutang tak tertagih. 

It'_ .. , ihan piUtang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak t; ~P. diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi 
j: f au entitas lain. 
f: { enyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir 
~ I i. 
~ f'.·: 
ir i 
!1 1 ,', j 
:fil : J,,, ,·,.: arakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu 
"ll :, ~,:ifir,,. 
,~! / tt!!.ntung kondisi dari debitornya.Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang 
f ; v{t~"mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. 
·•. . iJ{J';J 
-~, ~~Jfikasi Sistem Akuntansi Piutang 

:\f ~\.,.,.,: .'. . ,: /,,,.,,;'., ,, ,.:t;~l.,(f.a:tiit~:.~~- . 
~ · .·'ff, Piutang Pajak Daerah 

ang diakui pada saat ini. 

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih 

.. ;;;._ 

lPiutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, 
·i. ~ari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang 
)ilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang 

i{t~ dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun 

gyhgkapannya. 
· iutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain 
uk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini 

· dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa 

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran VI 
Nomor 
Tanggal 



Hal.90 \ Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Piutang) 

xxx 
xxx 

Pendapatan .... LO 

Piutang .... 

xxx 
XXX. xxx 

Tanggal 

xxx 

,.. 
~ ' .~,.QV:/1'.i} 
r: }:t·Pada saat Diterbitkan SKR Daeraholeh SKPD maka jurnal standar: 

r· \a. Jurnal LO dan Neraca ,. 
f. 

SKR Daerah/Dokumen yang 
dipersamakan 

J 11'• 

,1. OKUMEN YANG DIGUNAKAN 
} 

• Bendahara Penerimaan SKPD. 
'ff 1J. Mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku kas penerimaan 

;. SKPD. 

2) Membuat SPJ atas pendapatan. 

!- . 
. . 

1J~bat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 
~$ 

1 ~iam system akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi 

: ~pD,memiliki tug ass ebagai berikut: 

(Jnencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah 
'~ I 

~f8an valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 
t,,j;l 

2tmelakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan 
e rif pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening. 

a f.menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran ., .. 
:·(LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan . 

. r!. . 

'fJ;-: 

I' 
ftEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD 
,.? 
Ji 

. ffitAK-PIHAK TERKAIT 
~{ 

. · '~k pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat 

. e{atausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Penerimaan SKPD. 
""" 
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Piutang Retribusi SKPD ··xyz• mengeluarkan SKR Daerah atas Retribusi Tempat 

Pelelangan sebesar Rp500.000,00 dan wajib retribusi belum melakukan 

pembayaran atas SKR Daerah yang dikeluarkan maka berdasarkan hal tersebut 

dicatat jurnal: 

4. ILUSTRASI 

Pendapatan ... LRA xxx 
xxx 

Jurnal LRA 
Piutang .... LO xxx 

xxx xxx xxx xxx RKPPKD 

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang bersumber dari 

piutang maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Pendapatan ... LRA xxx 

xxx Pendapatan .... LO xxx 
xxx XXX RKPPKD 

XXX Pendapatan ... LRA XXX l-L----__._ __.__ ......._ .,___ __ __,__ __. 
~ . 

."i!Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk, 

lmaka pada saat diterima Nata Kredit dari bank, jurnal standar: 
\' j".Jurnal LO dan Neraca 
i',.-=-:=,.,.,.,.,,===== 

.- i ii~t~f1JiiJ1i:i i;\%i:' 
xxx 

xxx XXX XXX Perubahan SAL 

Nomor Bukti Kode Rekening 0r1ian' 

xxx 
Tanggal 

xxx Piutang .... 

Kas di Bendahara Penerirnaan xxx 
... 

Nornor Bukti Kcide Rekening· 

xxx xxx 
xxx 

xxx 

t p 
J 

:11f 

·Yfka Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar: 

.rurnal LO dan Neraca 
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1~ 
,!' 

500.000 

12 
Desember 

2015 

500.000 0.0.0.00.00 

Jurnai LRA 
500.000 1.1.3.02.17 Piutang Retribusi Tempat 

Pelelangan 

BTP/dokumen 
yang 

dipersamakan 

12 
Desember 

2015 

RK PPKD 500.000 1.1.1.01.01 

r .Jurnal LO dan Neraca 

.~sumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

ke Kas daerah, Bendahara Penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank, 

maka PPK SKPD akarrrriencatat didalam jurnal: '. t : 

12 BTP/dokumen 
.> Desember yang Pendapatan Retribusi-Pele:angan i·}t ..._l __ 20_1_5 _ __,__d_ip_e_rs_a_m_ak_a_n_.__4_.1_.1_.1_7_.o_1__,_ ik_a_n_L_RA .__ _.___5_oo_.o_o_o__. 
•\ . .;_ .. 
-'•.:'. ·r .,.~' 

·);: •:• Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan langsung 

Perubahan SAL 500.000 0.0.0.00.00 

500.000 ~· 

;-;~_Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 
::&it,. t~~~ Tahun 2013) 
''"!'.(( 
J!Jurnal LO dan Neraca 

··.{ft· · ·· :.:----_---,,--------,--. -:-:K-od-:-e-..,,---,,----~-,.,...-·1""···-.-::,.,,....: ~·,...,.,,··:·""'··~-"'"., -:--. ----:-r-7'",·,..... -, :.,-, -,,. ..• ..,,._,.;.-.',.,,_R ..... ·, ~.,,""-·ffi:::;.c;,:_r.~""..,..,.""'1;_~""·~=~1.'; 

:i~~~-Ta_n_gg_a_l--1r--N_o_m_o_r_B_uk_ti_-;-_R_e_k_e~ni~ng~r:----:--·-u_ra~ia_~_:_, -------t---D_e_b_it_'_(T:~~~~~K=~f~~H~Jt~'~7f!~J 
•lf:; '. 12 BTP/Dokumen 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 500.000 
}·~' · · Oesember yang Piutang Retribusi Tern pat 
,':,~ • 2015 · Dipersamakan 1·1·3·02·17 Pelelangan 

Ii~t f.,,.,Jurnal LRA 
,t:~1: .....-------.---,---,---,---......,...----..-,,,=--s--r::-:-.,..,.,,.~-== 
'{'[;· Tanggal NomorBukti · · '.R!~~~ng .:· .·~,Y,tait~'·:·:§t':'.· .: ;'.i;~~i:1Si'(:j 
,.:,,,.1,-, -----+-----'---"--t--'--=-.....:..;a,.._-t---'----'--'--'-"--"'--"-'-'--'-'C..........C-"'--t-'~""--'-'-""'+' 

·~~f;· t 

I 

.j 

500.000 

n~~.!19J1t ~:' :.,'~-~ibfr~~~R~!}:,llii [:-~l;~i~tZ!~tf ~;~ifi~~~:::'.' ,, '•" ~r~'J~:~ iri~Bzi£~Y!1 
\,\:#i n lif 12 SKR/ 1.1.3.02.17 ~~~~~g~~tribusl Tempat 
· · :~111~ oesember Dokumen yang 
; ·' i~~w ;:ii 2015 Dipersamakan 8.1.1.17.01 Pendapatan Retribusi- 500.000 

·]~ ?:'...·· __. ......_ __. __ P_e_le_la-'ng"'"a_n_lk_a_n-_L_O ....___ _._ _, 

:~~;)""'1·~ ,ft·. 
t~~'f_:• Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR Daerah dan 
·I'S'-i'r, 
;~'~ Bendahara Penerimaan SKPD telah menerima pembayaran dari wajib retribusi 

if~} rnaka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal: 
·~·~·:- -: 

rnal LO dan Neraca 
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Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat 

Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara PenerimaanPPKD. 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 

Dalam system akuntansi piutang, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi 

PPKD,memiliki tugas sebagai berikut: 

18.000.000 Penyisihan Piutang Pajak 

9.1.8.01.01 

'.NJ~fir.' · .. Ko'~:~t;k~t~~( : .. :~ ;·;:; r.~:&-:~i1iliff~ltl11:t{~:j~16.lt{ti:i ·. 
Beban Penyisihan Piutang 18.000.000 
Pajak 

1.1.5.01.01 
Memorial Desember 

2015 

~ ·:?,fk mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut: 

t Jfj}5 Jurnal LO dan Neraca 

l f . T.nggal 

,:~, 31 f,1·.~· 
·fwt:i~ 
·~1~:i 

:'.;J; 
s: 
'~:.;:-SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD ~0 . . 

,; 

f' 1. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan 

Beban Penyisihan Piutang tahun ini sebesar Rp18.000.000,00. PPI< SKPD akan 

Rp. 18.000.000 

Rp5.000.000,00 

Rp7.500.000,00 

Rp500.000,00 

Rp5.000.000,00 

Piutang Retribusi Rp100.000.000,00 La near 0,5% 

Piutang Retribusi Rp50.000.000,00 Kurang Lancar 10 % 

Piutang Retribusi Rp15.000.000,00 Ragu Ragu 50% 

Piutang Retribusi Rp5.000.000,00 Mace! 100% 

JUMLAH 

J 
:;' d. macet. 
L·' 
I: 

··'}.; 

,; Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut: :r 
i"1 .-----~,------:---r.~~~-:::-:--~;;:--;;:;~;:;:;;:;:'7;:::::7:--,;-~--::-:'.== 

i1kr1-·~r,i~it1,it~:. .: .: ·: i' . 

(· 
f Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPDAiru dimana didapatkan 

. ~} 

:~ saldo piutang retribusi sebesar Rp170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK 
1!: 
{ SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang 

{ Retribusi terdiri dari: 
.1 
~ a. lancar; 

f 

,P b. kurang Lancar: 

ragu-ragu; 

t 
I 
[· 
I 
! 
i ·: 

i1i 
\. :st 

~f penyisihan Piutang SKPD 
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·. 'r: 
~··.!: 

. ~·.: .. /: 
,.~ 

•\;f;,,.. 

~:ti_{r; :k·}i;;· ;~~f~i·~.J~t~~~~t:t?•·{~.f.~lfall~t~~;m~~~fi*tI~~~tAm i·.:lfl.1~4i~im~~~ii9tZiAf_ffiit£t~Xtil!~li 
Piutang Pajak Daerah SKP Daerah/SKPDKB/Dokumen yang 

dipersamakan 
i Piutang Has ii Pengelolaan Kekayaan Dae rah Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan 
~~g Dipisahkan -------···- . _______ 
_ Piutang_ Lain-lain PADyangy,ah: ·------- 

• Jasa Giro/Bunga deposito Nata Kredit/sertifikat depositoldokumen yang 
: dipersamakan 

• Tuntutan Ganti kerugian daerah SK PembebananlSKP2K/S KT JM/ 
Dokumen yang dipersamakan 

• Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Keputusan Pengadilan/Dokumen yang 
dipersamakan 

; Piu!~ng Transfer Pemerintah Pusat : 
__ • _ Ba9!J:lasil Pajak _____ PMK - 
I • Bukan hasil pajak PMK 

• DAU Perpres 

• OAK PMK 

• Bukan hasil oalak PMK 

I 
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya: 

I • Dana Otsus PMK 
• Dana Penyesuaian PMK 
• Piutang Dana Bos Kurang Salur Keputusan Kepala DaerahlPMK/Dokumen yang 

dipersamakan 
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnva . Bagi Hasil Pajak Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 

dipersamakan 

• Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 
I dipersamakan L_ 

: __ • Piutang Pend<!e_atan Lain~ ·--- Dokumen yang dipersamakan 

I 
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Surat keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang 

! dipersamakan 
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen 
kepada Entitas Lainnya · yang dipersamakan 
Bagian l.ancar Tagihan Penjualan Angsuran Kontrak/Perjanjian Penjualan secara 

anggsuran/Dokumen yang dipersamakan 
I Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Surat Keputusan Pembebanan 

-·-- -~-'---- - ····- - -· - ······-·- .. - - .. ·~·--- ----------·- I kerugianlDokumen )'.a~ioersamakan 
Uang Muka I SP2D/Nota Debet/Dokumen yang 

L_ dipersamakan 

. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
:{Ji'/\ }4~~f. ~, 

•, .. 

1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti - bukti transaksi yang 

sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 

2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan 
pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening. 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan 
Catatan atas Laporan keuangan. 

b. Bendahara PenerimaanPPKD 
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku . kas 

penerimaanPPKD; 
2) membuatSPJ atas pendapatan . 
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Hal.95 ~~tem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Piutang) 
;.:ft . 

. r;t;:, 
,•_{;i\tr 

·:Ji .-;}1t.\~ ·:.: :J .. 
p:; 

. 1r,:· 

400.000 Pendapatan Hotel LO 8.1.1.06.01 

400.000 Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 SKP/Dokumen 
yang 

dipersamakan 

20 
Oktober 

2015 

Nomor Bukti -' Tanggal 

•!• Piutang Pajak 

Pada Tanggal 20 Oktober 2015 PPKD Airu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah atas Pajak Hotel sebesar Rp400.000,00 dan wajib pajak belum melakukan 

pembayaran maka berdasarkan hal itu fungsi akuntansi PPKD melakukan 

pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

·.. 4. ILUSTRASI 

Pendapatan ... LRA xxx 

Jurnal LRA 

Piutang .... xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima pembayaran/bukti 

penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindahbukuan ke 

kas daerah, oleh itu bendahara penerimaanakan mencatat sebagai penerimaan kas 

untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar: 

xxx Pendapatan .... LO 

Jurnal LO dan Neraca 

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala 

Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima 

pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar: 

3. JURNAL STANDAR 



Hal.96 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Piutang) 

03 Nota Kredit, 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada tanggal 3 Februari 2015 Bendahara penerimaan menerima nota kredit dari 

bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar 

Rp2.000.000,00.ataspelunasan PMK/Pepres. Berdasarkan itu fungsi akuntansi 

PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: 

2.000.000 Pendapatan Bagi Hasil PBB 
LO 

02 Nola Kredit, 
Januari Dokumen yang 

2015 Dipersamakan 

1.1.3.05.01 2.000.000 Piuta~g Bagi hasil Pajak 

8.2.1.01.01 

·:· Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
Pada tanggal02 Januari 2015 PPKD Airu menerima dokumen berupa PMK dan 
Pepres dimana didalam PMK/Pepress dicantumkan hak daerah atas Dana transfer 
dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00.Dan Dana Transfer tersebut belum diterima 
dari Pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu Fungsi akuntansi PPKD Airu melakukan 
pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: 
Jurnal LO dan Neraca 

4.1.1.06.00 Pajak Hotel. .. LRA 

0.0.0.00.00 400.000 Perubahan SAL 20 
November 

2015 

BTP/dokumen 
yang 

dipersamakan 

Nomor Bukti 

400.000 

Tanggal 

400.000 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 
November 

2015 

1.1.1.01.01 BTP/dokumen 
yang 

dipersamakan 

400.000 Kas di Kas daerah 20 

fKemudian pada tanggal 20 November 2015 wajib pajak melakukan pembayaran 
~ 
{atas SKP Daerah Pajak hotel dan pembayaran tersebut diterima oleh Bendahara 
'f penerimaan PPKD maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dengan jurnal .~~ . . 
\ sebaga1 benkut: 
:{. 

~: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nornor 
i, 64 Tahun 2013) 
i 

.. ; Jurnal LO dan Neraca ,. 1 ...-~~~.--~~~~-.--~~~~--.~~~~~~~~y-:-~~~.-.-.~.-. -:,.~:,--.,~:~.: 
·11--T_a_ng_g_al~t---N-om_o_r_B_uk_ti--t~Ko_d_e_Re_k~en_in_g~·+--'·.;;.__-=----u-r_ai_an~~--'-------i--'--De_b_it..;.._.·~l~-,,=i~=~~I~~~~~s~~:1~) 
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Perubahan SAL 0.0.0.00.00 20 Nota Kredit, 
November Dokumen yang 

Jurnal LRA 

Piutang Bagi hasil Pajak 1.1.3.07.01 10.000.000 

Kas di Kas daerah 20 Nota Kredit. 
November Dokumen yang 

2015 dipersamakan 

10.000.000 1.1.1.01.01 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

. , .. . , 

10.000.000 Pendapatan Bagi Hasil 
Pajak-LO 8.2.3.01.01 

10.000.000 Piutang Bagi Hasil Pajak 
Dae rah 1.1.3.07.01 20 Nola Kredit. 

:;\ . 
t.= . ·J~ - • .; 
•;~ , I ¥:r.tl{ 

!{ ; ! o~b~~" ~~:=~::;:; 
') . \){',: f: :~::::, 
~ 'th,> Pada tanggal 20 November 2015 diterima nota kredit dari bank dimana ada 

'.t :lfi,: pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 

·,. · ~}r:. pelunasan/pencairan atas Surat Keputusankepala daerah/dokumen yang (,· ;t .:. 
') '·;c-::· dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan 
t 
:, .t:;,· melakukan jurnal sebagai berikut: 

1f ~-~: .. .. 

Pada tanggal20 Oktober 2015 Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan 

· Kepala Daerah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajakdimana 

· dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah 

. sebesar Rp10.000.000,00. 

Berdasarkanhal itu fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dengan jurnal 

sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

•:· Piutang Pemerintah Daerah Lainnya 

4.2.1.01.01 2.000.000 
Pendapatan Bagi Hasll - 
PBB LRA 

0.0.0.00.00 2.000.000 Perubahan SAL 03 Nota Kredit. 
Februari Dokumen yang 

2015 dipersamakan 

2.000.000 Piutang Bagi hasil Pajak 1.1.3.05.01 
Februari Dokumen yang 

2015 dipersamakan 
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9.1.8.01.01 25.500.000 Beban Penyisihan Piutang 
Pajak 

Memorial 
31 

Des ember 
2015 

Penyisihan Piutang Pajak 25.500.000 1.1.5.01.01 

Tanggal · 

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan 

Beban Penyisihan Piutang tahun 2015 ini sebesar Rp25.500.000,00. PPK SKPD 

akan mencatat penyisihan piutang dehgan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Piutang Pajak Rp100.000.000,00 La near 0,5% Rp500.000,00 
.. 

Piutang Pajak Rp50.000.000,00 Kurang Lancar 10% Rp5.000.000,00 

Piutang Pajak Rp10.000.000,00 Ragu Ragu 50% Rp5.000.000,00 

Piutang Pajak Rp15.000.000,00 Macet 100 % Rp15.000.000,00 

JUMLA.H Rp25.500.000,00 

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut: 

Penyisihan Piutang PPKD 

,;:. serdasarkan data piutang pajak yang dikelola PPKD dimana didapatkan saldo 
I . - 

· v piutang pajak sebesar Rp175.000.000,00. Dari saldo piutang pajak PPKD 
\1 

~- rnenetapkan kualitas piutang pajak. Adapun kualitas piutang pajak terdiri dari: 

La near; 

Kurang Lancar; 

Ragu-ragu; 

Macet. 

4.2.3.01 .01 Pendapatan Bagi Hasil 
PajakLRA 10.000.000 

dipersamakan 2015 

·., ,.:,;~ 



Hal. 99 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Slsiem Akuntansi Persediaan) 

Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 

,';' . 

Bahan Pakai 

Ha bis 

/lti~kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman . 
. l ,JJ, .. ~,#'''· ':)R~):~m Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, persediaan 

:'~f~~sifikasikan sebagai berikut: 
,Yr!:/ .. , 

,;;:J.f ... ·' ., .. 

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN 
-~ 
ti 

:,i.··~ 
ir .t, 

·.{rsediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

t~kan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang 
n 
lcJkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
fb 
rakat. .~., 

;· 
s K~'$i Persediaan 

,:.; -~ 

5 tur@~et dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi 

sa ati i~tu kriteria yang disebutkan dalam PSAP Norn or 05, yaitu: 
\i ... ,., 

w-- a. B.~(ang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan 
"!~·. 

bRJ:§rasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis 

s~p.erti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, 
.. ~. aai:l barang bekas pakai seperti komponen bekas; 

''a;; 
.\ ... l; 
!,&, 

B~han atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. +•: 
~~rsediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi 

i}perti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain; 
1:..,. 

·0/' . 
arang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 

epada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah . " 
' 1 uat-alat pertanian setengah jadi; ~- ,,· . 
"l· \ 

~~jA ~~ 
:.: · ·,~arang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka 
' ,. 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran Vil 
Norn or 
Tanggal 



t 

illfi'1: 

Hal. 100 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

:'·oakumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain 

adalah: 

·.-,11•' 

. '..~endahara Pengeluaran 

~Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk .fc 
(.menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen · atas transaksi tunai yang 
,ll: . 

--~~erkaitan dengan persediaan. 

3lf.~ejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

loalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas 

menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan 

persediaan. 

:~tJ~· Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 
1~\~:!~· 

~::·!\> Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD 
·~~tt: ~~J;'.· bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimu!ai dari jurnal 
,, • .;t 

{t, hingga penyajian laporan keuangan SKPD. 

B'.'JDOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
·!.:·, 

(,\ 
sr 

· ;tXK -Pl HAK YANG TERKAIT 
r/J 

,n/~-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah: 
;ff 

. B.$ndahara Barang atau Pengurus Barang 
-~. 

p'~lam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barang bertugas 
~ . . 

~ ;ntuk menyiapkan dan · menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan 

Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga 

Persediaan Bahan Makanan Pokok 

Persediaan Bahan Obat-Obatan 

Persediaan Bahan Kimia 

Persediaan Bibit Ternak 

Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 

Persediaan Bahan Baku Bangunan 

Persediaan lsi Tabung Pemadam Kebakaran 

Persediaan lsi Tabung Gas 

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 

Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 



'

-.,,;.!;[! 
I, :1 
I ' 

Hal. 101 1,stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

.,,,•'\"• 

Norn or 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

xxx xxx xxx Belania Persediaan ... xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

· Jurnal LRA 

xxx 
Persediaan ... xxx xxx xxx xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

.. ·dengan cara pembayaran LS. 
rf;;r f'-i~lt r,r;~;.· k"'~.rtY' r¥:~tJRNAL STANDAR c .,, . t~.r 

~{~:~iPencatatan Persediaan dengan Metode Periodik 
~~·-~~-: 
' Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang 

f:65Ji Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan pembelian :i~:r( r;f'., persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan 

Jfl'.,menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan 

!:~f menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK 
gi!;\lf• . 
iH·~·: SKPD akan rnencatat jurnal: 
~~}~;:~·, 
(11('. Jurnal LO atau Neraca Jirr-~- 
r\.~ r----~--..,..-----,--,---r.---.,,,.....,...,.,,....,.::--,-:,--,,.-"""'=,.,..,.....,._,.,,.__,.,-,------,-,.,--,,,--..,........=-~ 
:,_'t,r1'·· N.omor '·K. od·e.'.Rekenin·g .·. .,, . ·-- -,, ··-t• ... -~ .,., ..•... ·- . ·•. ; ... , ', .;~ <;:.,- .. i: •: 

· , .:_: · .,, 1 '1 · \fra1~n,. ··· 1 .. : -- ,. 'flf'"''i': '···l'(i!"ift°' ~iii':' Tanggal Bukti . - , e!-'1 . \, !:! I;{ 
-v ~-}·;.' 

!~::-~- '. 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan 

~Jserita Acara Serah Terima Barang 
h 
Ookumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan 

tbeban persediaan dengan cara pembayaran LS . 

.. ,Serita Acara Pemeriksaan Persediaan ,. 
okumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian 

untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya stock opname. 

:f 
~ukti Belanja Persediaan 

bokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan 

~ieban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP. 
t 



II
':.; 1ll:\ill 
'. l.1., 1 ,1,;, 
. I ' 

Hal. 102 \kuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

~:.: 

'Sebesar persediaan yang dipakai 

xxx Persediaan xxx 

Tanggal 

I-•''\·. 1,,,..,. 

Debit, · .r- :ktti~it:,~ 
.·. ··",; i-·il·i,/;. " 

;j-· . ._ . 

xxx xxx· Beban Persediaan ... xxx 

Nomor 
. l;<od!;l Rekerifng · . 

Buktl: , .. .,:: ,.'·: ,: ':\cl,i; , ·· 
11{', I"' 

xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

:>ada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum menyusun laporan 

ceuanqan, bagian gudang akan melakukan stock opname untuk mengetahui sisa 

iersediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan 

skhlr tahun (stock opname), PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut: 

Norn or 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

xxx xxx xxx ~elanja Persediaan ... xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

lurnal LRA 

:1 
! 
' 

I 
I •, •' 

Nomor 
Kade Rekening Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukli 

xxx xxx xxx ~tang Belanja Barang dan Jasa xxx 
xxx RKPPKD xxx 

il 
', t 

lurnal LO atau Neraca 
:i 

(etika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD akan 

nenghapus utang belanja dengan menjurnal: 

lurnal LO atau Neraca 

! 
·• i 

I( 

\ 
1 
I 
i 

I 
' . Nomor 

Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx xxx Persedlaan ... xxx 
xxx Utang Belanja Barang dan Jasa xxx 

lika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, 

,engakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. 

3erita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk 

nenjurnal: 



Hal. 103 'Tl Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

,11• ·-·· 1,, 

Tanggal Nomor Bukti Kode ReKening Uraian Debit Kredil 

xxx xxx xxx Utang Belanja Barang dan Jasa xxx 
xxx RKPPKD xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Ketika SP20 LS untuk pembayaran persediaan terbit. PPK-SKPD akan menjurnal: 

Nomor 
Kode Rekenlrig Tanggal Ura Ian Debit ,Kredit 

Bukti ,;. 
... ·•· 

xxx xxx xxx Persediaan .... xxx 
xxx Utang Belanja Barang dan Jasa xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, 

pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. 

Serita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk 

menjurnal: 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti .. .. . xxx xxx xxx J3elanja Persediaan ... xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

~ 
f' 
i ,. 
i 
i· 

Jurnal LRA 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

Kredit· Debit Kode Rekening Tanggal 

xxx 
xxx 

Uraian 

xxx xxx xxx ersediaan 

<' .--~~-.~N-o-m-or---.~~~--,r-~~~~~~~~~~~~~~--.~~---.~--, 

Bukti 

:: Jurnal LO atau Neraca 

, I 

t·~ 1~,, . 
i: . i 
'' . ,! 'I 
I 
I! 
''· 

,, ,. 
{ 
f pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual 
t .( 

i Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, ·,~: 
T bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada 

,~;; 
.: ppK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk 
f· 

· f menjurnal: 



Hal. 104 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

No Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD PENCATATAN OLEH PPKD 

Uraian Debit Kredil Uraian Debit kredil 

1a "embelian Persediaan Persediaan xxx Tidak ada jumal 

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual 

j {tJii: Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD PENCATATAN OLEH PPKD .i ;1 uraian Debit Kredit Uraian Debit red it 
~'>'i' 

.s ,~~ .. 
:;:.· ..... Jt': Persediaan xxx 
\,~ ;\f: embelian Persediaan Tidak ada jumal . ~~ 

1.f{ Kas di Bendahara Pengeluaran xxx ·;;~ l~'· engan uang 
Elelanja Persediaan !~ -"'=\· xxx 

r.'M ft P/GUfTU Tidak ada jumal 
)1 ~t'. Perubahan SAL )()()( 

t~ $.{!~. 
~&· Persediaan xxx !·.'f ,}_ 

~-~"- ·y· uang LS Tidak ada jurnal 
t~~ :~ Utang Belanja xxx 

?J t::t :.'.),. 
;,1.£ tang Belanja )()()( KPPKD xxx !;!i ·J~ r; t elunasan RKPPKD )()()( Kas di kas Daerah xxx ·~ tang/Penerbitan SP2D 

.e Belanja Persediaan xxx y t'. 
.', ~( S Barang Tidak ada jurnaf 
.:·-~ ::r Perubahan SAL xxx 
.:;. I·~ .. r2 emakaian Persediaan Tldak ada jumal Tldak ada jurnal . I. 

I 
I 

3 enyesuaian di Akhir eban Persediaan xxx 
Tidak ada jumal 

ahun Persediaan xxx 

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik 

Tang gal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian" Debit' · ::~r~dlt\ 

xxx xxx xxx Beban Persediaan ... xxx 
xxx Persediaan ... xxx 

dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan 

·"i-(untuk metode perpetual), seperti Kartu lnventaris Barang (KIB), Buku lnventaris 

;.{ (Bl), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan mengakui beban persediaan 
1-f: t sejumlah yang terpakai dengan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

xxx 
xxx 
Debit Kredit Uraian 

xxx Perubahan SAL 

Nomor Bukti Kode Rekening 

xxx Belanja Persediaan ... xxx xxx 



Hal. 105 
:~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
_S(slem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) j . . 
.- ·~ f..-\~·· 
i} 
.\,!>' 
fl.~. 

I- 

Tanggal Nomor Bukli Kode Rekenlng Uraian Debit Kredit 

01-Peb-15 1/BB/2015 1.1.7.01.01 l1>ersediaan Alai Tulis Kantor 1.250.000 

<. 
" 

. 11•'' 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

,. 
,,,_.,, 

•!• llustrasi Pengakuan Persediaan 

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, SKPD "AIRU" membeli persediaan berupa 5 rim 

kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp50.000,00/rim dan 

harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Selama Bulan Pebruari 2015 digunakan 

sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, 

fungsi akuntansi akan menjurnal: 

Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni "Persediaan". 

Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun 

"Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau akun "utang" di kredit. Selain itu, fungsi 

akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun "Belanja (sesuai 

nama persediaan)" dan mengkredit akun "Perubahan SAL". 

Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau hak 

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

IO~~ILUSTRASI 
;t"'at: 
:· ?-l 11ustrasi Pengakuan Persediaan 

F' 
,) 
1, 

f 
i: 

Ir,,,. 
UP/GUITU Kas di Bendahara Pengeluaran )()()( 

Belanja Persediaan xxx 
Tidak ada jurnal 

Perubahan SAL xxx 
Jbelian Persediaan Persedlaan xxx 
;gan uang LS (Utang) 

Tidak ada jumal 
I Utang Belanja xxx 

~! 

t.~unasan . 
'-ltang Belanja )()()( RKPPKD xxx I MJ..,,e'"'"'"" srao LS 

RK PPKD xxx Kas di kas Daerah xxx 
!lli ~elanja Persediaan xxx 
Barang Tidak ada jumal 
~ Perubahan SAL xxx 
tJt ~~~ Persediaan I ~akaian Persediaan 

Beban Persediaan 
Tidak ada jumal 

·.,,.I· I"""''" di Akhir Tahun 
xxx 

Tidak ada jumal Tidak ada jurnal xxx 

I'.;·• 

r11 I! 
l 
I 



Hal. 106 tern Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredlt 

01-Peb-15 1/88/2015 1.1.7.01.01 j='ersediaan Ala! Tulis Kantor 1.250.000 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.250.000 

Jumal LO atau Neraca) 

5.1.2.01.01 Belanja Ala! Tulis Kantor 1.250.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 

Pebruari 2015, SKPD ABC menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas 

HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah 

sebagai berikut: 

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, SKPD ABC membeli persediaan sebanyak 5 rim 

kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Sekretariat. Harga kertas HVS adalah Rp 

50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Pada tanggal 15 

rri 
l 
I' l Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung 

,:, dicatat sebagai beban, yakni "Beban Persediaan". Berdasarkan bukti belanja 

~ persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Beban Persediaan" di debit dan t akun "Kas" atau akun ·"Hutang" di kredit. Pendekatan beban digunakan untuk , ... ,t· 
'l·"" .sft persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang 
J.. :i;; segera/tidak dimaksudkan sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan 
·;s;· 

+ti untuk suatu kegiatan. 
'l 'f:f 
"{ a. llustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset 
•t 
t~~ 
:-.,,,. 
}j ...... 

-><, 

[f 
\. 
i ,,, 

},f 11ustrasi P_engakuan Beban Persediaan 
I 

{.. ~ Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan y, 
\~- aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban 

)persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai/dikonsumsi. Pendekatan aset 
\' 

'. disarankan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya selama 
'l\'. l satu periode dan atau untuk berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di 

If; sekretariat SKPD, persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

01-Peb-15 1/BB/2015 5.1.2.01.01 Belanja Ala\ Tulis Kantor 1.250.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 

Jurnal LRA 

1.250.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.1.1.02.01 



Hal. 107 Sistem Akuntansi_Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan 

pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran 

operasional pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif 

3. llustrasi Sistem Pencatatan Persediaan 

Norn or 
.. :_ .. ,,::::;; :. 'r i ,• 

Tanggal Kode ~ekening Uraian Debit Kredit· 
Bukti 

01-Peb-15 1/BB/2015 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.250.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 

Jurnal LRA 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 

1.250.000 01-Peb-15 1/BB/2015 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 

Tanggal Ko~~;;~~ke~lhg : (. : . · / · '.:~ · 
: ~·' ' . 

Nomor 
Bukti 

Debit 
: ·~!?;,. f 
l:Ji'aliin- ~ :: \ ";. e . 

1.250.000 

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, SKPD Kata "ABC" membeli persediaan berupa 5 

rim kertas HVS dan 1 O pak spidol untuk Kegiatan Pelatihan Akuntansi Akrual. 

Harga kertas HVS adalah Rp 50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp 

100.000,00/pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan 

menjurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

b. llustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban 

' 
' 1: 

! 
I 

(Jurnal LRA menggunakan kode 

ekening Permendagri 64/2013) 

5.2.2.01.01 8elanja Alat Tulis Kantor 1.250.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 

~Jurnal LRA menggunakan kode 

ekening Permendagri 13/2006 ) 

15-Peb-15 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 1.250.000 

3.1.2.05.01 Persediaan Alai Tulis Kantor 1.250.000 

(Jurnal LO atau Neraca) 



Hal. 108 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

i<ode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

01-Des-15 1/BB/2015 1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-obatan 30.000.000 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 30.000.000 

Jurnal LO atau Neraca) 

5.1.2.02.04 Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan 30.000.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 30.000.000 

'Jurnal LRA dengan kode rekening 

i:>ermendagri 64/2013i 

5.2.2.02.03 Belanja Bahan Obat-obatan 30.000.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 30.000.000 

Jurnal LRA dengan kode rekening 

Permendagri 1312006) 

18-Des-15 9.1.2.02.04 'Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 10.000.000 

Persediaan Bahan Obat-obatan 10.000.000 

ltJurnal LO a/au Neraca) 

31-Des-15 Tidak ada jurnal 

Pada tanggal 1 Oesember 2015, Oinas Kesehatan Kabupaten Jayapuramernbeli 

obat-obatan senilai Rp30.000.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2015, terjadi 

pemakaian obat-obatan senilai Rp10.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 

2015, dilakukan stock opname obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan 

yang tersisa di gudang adalah senilai Rp20.000.000,00. Dinas Kesehatan Kata 

"ABC"menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan 

yang dimilikinya. 

llustrasi Sistem Pencatatan Perpetual: . 

oaiam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan 

setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini umumnya 

digunakan untuk jenis persediaan berkaitan dengan operasional utama di SKPD 

dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat 

obatan di RSUO, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan Jain sebagainya. 

·.·i 

ietode pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan 
~- 

catatan persediaan, yaitu: 
fi i Metode Perpetual 
i 

e. 

... 
,,j··. 



Hal. 109 4.kuntansi Pemetintet: Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

Nomor Kode " ! ".' ,. •. 

Tanggal Uraian Debit '.Kr~tiit·. -~:, 
Bukti Rekening .. . •, 

01-Des-15 1/BB/15 9.1.2.02.04 Persediaan Bahan Obat-obatan 30.000.00( 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 30.000.00( 

~Jurnal LO atau Neraca} 

·,. 

I 

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menggunakan metode periodik 
untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka pencatatannya 
adalah sebagai berikut: 

llustrasi Sistem Pencatatan Periodik: 

i 
E 
' ! 
f 

I 
l 

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai 
persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan. Jumlah persediaan akhir 
diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir 
periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan 
nilai persediaan. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan yang 
sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, 

,. Metode Periodik 

;r 
( 
i r 
t 

Ii 

obat- 
00,00 
n jika 
tidak 

r'· 
1.;.: 

? .. -: •, 
i~·i,gakuan Selisih Persediaan 

Cianjutkan ilustrasi di atas, hasil stock opname menunjukkan bahwa sisa 
'<'!' 
bbatan adalah Rp19.000.000,00. Hal ini berarti terjadi selisih Rp1 .000.0 

.{ari jumlah yang seharusnya. Maka selisih ini akan diakui sebagai beba 
ttipertimbangkan sebagai sesuatu yang normal. Jika selisih ini dianggap r 
Jhormal maka selisih ini akan diakui sebagai kerugian daerah. 
~;ll 
~' \:j', 
Pf !: Tanggal 

Kode 
Nomor Bukti Uraian Debit Kredit ,, Rekening 

~ 
BA Pemeriksaan 9. 1.2.02.04 Beban Persediaan Obat-obatan 1.000.00C ,: 31-Des-15 

"" ·:n. 
1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-obatan 1.000.00( ~~- 

!~'.· 

f Qika selisih persediaan tdk signifikan} 

, .. Jurnal LO atau Neraca} 
1~ 
t 

rt 31-Des-15 BA Pemeriksaan 9.4.1.01.03 Kerugian Daerah Beban Luar Biasa- 1.000.00C 
!: 
j~ l<erugian Daerah \; 

1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obal-obatan 1.000.00C 

t Uika selisih persediaan signifikan} 

l · ~Jurnal LO atau Neraca} 



Hal. 110 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

b. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian 

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi 

wajar (arm length transaction). 

:-,. 

= Pembelian + biaya lelang 

= Rp100.000.000,00 + Rp2.000.000,00 

= Rp102.000.000,00 

Biaya Perolehan 

Pada tanggal 1 Pebruari 2015 Dinas Kesehatan membeli obat-obatan senilai 

Rp100.000.000,00. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar 

Rp2.000.000,00. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar: 

llustrasi: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada 

perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa 

mengurangi biaya perolehan. 

!4. llustrasi Pengukuran Persediaan 
1\\ 

t{!' Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang 

tersebut dapat digunakan. PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga alternatif untuk 

mengukur nilai persediaan, yaitu: 

5.1.2.02.04 )3elanja Persediaan Bahan Obat-obatan 30,000.00C 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 30.000.00( 

Jumal LRA dengan kode rekening 

Permendagri 64/2013) 

5.2.2.02.03 Belanja Bahan Obat-obatan 30.000.00C 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 30.000.000 

Jumal LRA dengan kode rekening 

Permendagri 13/2006) 

18-Des-15 Tidak ada jurnal 

31-Des-15 1.1.7.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 20.000.00C 

9.1.2.02.04 Persediaan Bahan Obat-obatan 20.000.000 

Jumal LO atau Neraca) 



i! Iii 
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I t 

.. 
: ~ 

a. Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai PSAP Nomor 05 Kabupaten 
Fr:: 
'« Jayapura menggunakan dua metode untuk menentukan nilai persediaan akhir. 

Kedua metode tersebut adalah: 

Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan aktiva obat-obatan yang dimiliki oleh 

Dinas kesehatan Kabupaten Jayapura adalah sebanyak 350 dus. Yang menjadi 

pertanyaan adalah pada harga mana yang akan dipakai untuk menghitung beban 

persediaan dan nilai persediaan? 

100 dus 

300 dus @ Rp 200.000 

150 dus 

100 dus@ Rp 100.000 

200 dus @ Rp 150.000 

Penggunaan Pembelian Jurnlah 

100 dus 

300 dus 

150 dus 

450 dus 

350 dus 

Tanggal 

15 Maret 2015 

20 April 2015 

17 Juni 2015 

8 Agustus 2015 

13 September 2015 

Berikut ini adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jayapura 

' llustrasi: 

. . 
· dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan 

tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan.Harga mana yang akan dipakai 

· untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/diserahkan dan harga 

mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa diakhir periode. 

.. 
persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu 

Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian 

' ·. llustrasi Penilaian 

pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk 

per ton adalah Rp1 .000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi 

akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 100 ton x Rp1.000.000,00 atau 

Rp1 .000.000.000,00. 

menerima donasi berupa pupuk dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura 

\i,·· t'.1 · \ 
:·r 
t ~ ' 
t '{ ' . 
' ' 'I ' 
' llustrasi: 
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Hal. 112 ~Jem Akuntansi Pemerlniet: Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 
r-· 

persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan . obat-obatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura selama tahun 2015 adalah sebagai 
,,.. berikut 
~ 
i~ 
·:'1·. 

Beban Persediaan = 0 + {(100 x Rp100.000,00) + (200 x 
Rp150.000,00) + (300 x Rp200.000,00)} 

Rp67.500.000,00 

= Rp32.500.000,00 

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menqqunakan Metode Perpetual 

dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai metode penilaian ... , -, : 

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: 

Beban Persediaan = Persediaan Awai + Pembeliaan - Persediaan 

Akhir 

Jurnlah Unit 

300 dus 

50 dus 

350 dus 

Total Harga 

Rp60.000.000,00 

Rp 7.500.000,00 

Rp 67.500.000,00 

Harga Per Unit 

Rp200.000,00 

Rp150.000,00 

Tanggal 

8 Agustus 2015 

20 April 2015 

Persediaan Akhir 

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menggunakan Metode Periodik 

dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian persediaan, 

maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jayapura selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Dengan metode MPKP, _350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa tersebut 

dihitung mulai dari harga pembelian terakhir. 

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 

Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah 

15 Maret 2015 100 dus@ Rp 100.000,00 100 dus 

20 April 2015 200 dus @ Rp 150.000,00 300 dus 

17 Juni 2015 150 dus 150 dus 

8 Agustus 2015 300 dus @ Rp 200.000,00 450 dus 

13 September 2015 100 dus 350 dus 

rmr1,. i1.~.. · 
t··~ 
\: 

. ,, 
. !' J Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kall dibeli merupakan nilai 

.t barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai 
persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. 

11ustrasi: 
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Hal. 113 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 

300 dus @ Rp200.000,00 
150 dus 

100 dus@ Rp100.000,00 
200 dus @ Rp150.000,00 

Jumlah 

100 dus ,.,,• 

300 dus 

150 dus 

450 dus 

Penggunaan Pembelian Tanggal 
·-----·--·--- 15 Maret 2015 

20 April 2015 
17 Juni 2015 

8 Agustus 2015 

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 

llustrasi: 

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 

adalah Rp67.500.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp32.500.000,00 

(Rp17.500.000,00 + Rp15.000.000,00). 

b. Harga Pembelian Terakhir 

Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam 

jenis.Nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. 

Tanggal Pernbelian Penggunaan Jurnlah 

15 Maret 2015 (100 dus (100 dus 

@Rp100.000,00) @Rp100.000,00) 

Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 

20 April 2015 (200 dus (100 dus } @Rp150.000,00) @Rp 100. 000,00) 

Rp30.000.000,00 (200 dus 

@Rp150.000,00) 

Rp40.000.000,00 

17 Juni 2015 (100 dus (150dus } 
@Rp100.000,00) @Rp150.000,00) 

(50 dus Rp22.500.000,00 

@Rp150.000,00) 

Rp17.500.000,00 

8 Agustus 2015 (300 dus (150 dus 

@Rp200.000,00) @Rp150.000,00) 

Rp60.000.000,00 (300 dus 

@Rp200.000,00) 

Rp82.500.000,00 

13 September (100 dus (50 dus 

2015 @Rp150.000,00) @Rp150.000,00) 

Rp15.000.000,00 (300 dus 

@Rp200.000,00) 

Rp67.500.000,00 
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13 September 2015 

(300 dus 

@Rp200.000,00) 

Rp60.000.000,00 

8 Agustus 2015 

Rp22.500.000,00) 

Rp 17.500.000,00 

150 dus 

(Rp40.000.000,00 

17 Juni 2015 

(200 dus 

@Rp150.000,00) 

Rp30.000.000,00 

20 April 2015 (100 dus@Rp 100.000,00) 

(200 dus @Rp150.000,00) 

Rp40.000.000,00 

tJ~t q~Bi~~~~~ :i~~~- ~::-'.l~~: 
,':@R·'YblliiJd . ~~1&:~$~.:poli 

(100 dus 

@Rp100.000,00) 

Rp10.000.000,00 

15 Maret 20~5 

Penggunaan Tanggal Pembelian 

100 dus 

(Rp86.250.000,00 

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: 

Beban Persediaan = Persediaan Awai + Pembeliaan - Persediaan 

Akhir 

Beban Persediaan = 0 + {(100 x Rp100.000,00) + (200 x 
Rp150.000,00) + (300 x Rp200.000,00)} 

Rp70.000.000,00 

= Rp30.000.000,00 

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menggunakan Metode Perpetual 

dalam pencatatan persediaannya dan Harga Pembelian Terakhir sebagai 

metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan 

obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura selama tahun 2015 adalah 

sebagai berikut: 

= Rp?0.000.000,00 (350 dus x 

Rp200.000.000,00) 

Nilai Persediaan Akhir 

dalam pencatatan persediaannya dan Metode Harga Pembelian terakhir sebagai 

metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan 

obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura selama tahun 2015 adalah · 

sebagai berikut: 

i> ----------------------------- 

{' Jika Dinas kesehatan Kabupaten Jayapura menggunakan Metode Periodik ,. 

350 dus 100 dus 13 September 2015 



Hal. 115 :~stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 
1]··/ : 
·~t~ vu: 
~~) Y.,1· t~.; M' 

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 

Disamping penyajian diatas hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam 

laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi: 

llustrasi Pengungkapan 

penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah 

PEMERINTAH PROVINSIW.ABUPATEN /KOTA 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 
(Dalam Rupiah) 

Uraian 20X1 20XO 
' 
' 

ASET 
'· 

; ASET LANCAR 
' Kas di Kas Daerah xxx xxx 
t Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx 
\ Kas di Bendahara Penerimaan xxx )()()( 

lnvestasi Jangka Pendek xxx xxx 
Piutang Pajak xxx )()()( 

Piutang Retribusi xxx xxx 
Penyisihan Piutang (xxx) (xxx) 
Belanja Dibayar Dimuka xxx )()()( 

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 
Piutang Lainnya xxx )()()( 

Persediaan )()()( xxx 
Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) xxx xxx 

llustrasi Penyajian Dan Pengungkapan 

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 

adalah Rp70.000.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp33.750.000,00 

(Rp17.500.000,00 + Rp16.250.000,00). 

Rp70.000.000,00) 

Rp16.250.000,00 

,if., .. . . ' . ;;, . ... ~.. . :~~ 

' ... 
' 

·,t'. 

;r' 
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Hal. 116 Si~tem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Persediaan) 
1' ·r· 

v:} 
J:~· 
;~t{f :~~;. •.. ,.,.,. 
;{~! :;~;~~- . fl... 

'A' .. ;,. 
f·- 

...... h~. - .. 

. ' 
•.• 8 

Jumlah 
Rp. 4.000.000,00 
Rp. 2.000.000,00 
Rp . 

llustrasi Pengungkapan pada Neraca Pemda: 

kepada masyarakat 
80 unit Rp10.000 Rp800.000 Baik Diserahkan 

Rp100.000 Baik Pelayanan 
Nilai Volume Harga/unit 

2 rim RpS0.000 

~~$.~DIAAN 
~~i~:ijJ~an sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari: 
'i' ~ .. ' NO··:~:;,~ . ,J,1;, SKPD 

I tff Dinas Pendidikan I .,,.:· . .-., 
1 2:~~foinas Kesehatan 

f 3f~_t . 

DIAAN 
~~f.lfi!.!:pencatatan persediaan menggunakan Metode Periodik. Pengukuran nilai persediaan menggunakan Metode 
,f'P ~t{ .embelian Terakhir. 

,;,J::; · an sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari: 
Peruntukan Kondisi 

llustrasi Penqunqkapan Persediaan pada Neraca SKPD: 

Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi 

yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 

Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak 

dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Hal-ha! tersebut di atas tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
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11f:is,' ,'..N' dijual atau ditarik kembali. 

lnvestasi jangka panjang nonpermanen rnerupakan investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan 

Klasifikasi 
~~ : ... 
1rivestasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan 

·, ,inv.~stasi jangka panianq, Pos-pos investasi menurut PSAP Nomor 06 tentang lnvestasi 
',l\:"· 

·; an{ara lain: 
.;q 
.';.,< .• 

it lnvestasi Jangka Pendek 

\~{ lnvestasi jangka pendek merupakan investasi yang memlliki karakteristik dapat segera 
7if· t' diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. lnvestasi J;tt ·it jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan rnanajemen kas dimana pemerintah 
~:, 
J~tdaerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. lnvestasi 

!;:jangka pendek biasanya berisiko rendah. lnvestasi Jangka Pendek berbeda dengan 
'/fl' 
f~;-Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika 
;;;!Ii:· 
I~i;,investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal 

. -~r- . 
; ;1,fperolehannya. 
~ Vi~{ 

9.f;'.1nvestasi Jangka Panjang 
::!~i~~ 
ttrinvestasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka 

. ;1f.l:\. waktu lebih dari 12 bulan. lnvestasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 
~.)''•· {i1L : f;;11) lnvestasi Jangka Panjang Nonpermanen 
'; ',~-~/ 

I_ 

lnvestasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. lnvestasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah 

g~erah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam 

j~\1gka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka 

p:endek dalam rangka manajemen kas, 

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI 

Perati.Jran Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Larnpiran VIII 
Norn or 
Tanggal 
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jabat 

I 
l 
i- 
\ 

yang 

ikan 

, 

f ,, 
· . .I. 
~.f ,..,,~ ... , 

f,J:;~ 
lnvestasi Jangka Panjang Permanen 1\}' 2) •(,. .. 

lnvestasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbel 

atau ditarik kembali. 

oalam Bagan Akun Standar .. investasi diklasifikasikan sebagai berikut: 

L ····---- - ... ------------------------- J----~----- 
· I lnvestasi Jangka Pendek i lnvestasi dalam Saham 

lnvestasi dalam Deposito 

lnvestasi dalam SUN 

- lnvestasi dalam SBI 

I 1nvestasi dalam SPN 

lnvestasi Jangka Pendek BLUD 

lnvestasi Jangka Pendek Lainnya 

lnvestasi Jangka Panjang lnvestasi kepada Badan Usaha Milik Negara 
.... 

I 1nvestasi kepada Sadan Usaha Milik Daerah :.,. Non Permanen 
' 

lnvestasi kepada Badan Usaha Milik Swasta 

lnvestasi dalam Obligasi --·. ,,. 
: ; lnvestasi dalam Proyek Pembangunan 
Jit .. i Dana Bergulir 

i;l. Deposito Jangka Panjang ·.·: ~·:[. 
lnvestasi Non Perrnanen Lainnya 

lnvestasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Kepada BUMN .. 
l, 

: ~. 
Permanen Penyertaan Modal Kepada BUMD ~-: ' \\. 

~: Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik 
'.'.~. Swasta ,•\: . . t~- 
·}) lnvestasi Permanen Lainnya ' . . .. - - ------- 

! ~ .. !~··, 
'. ·~·· 
'N,..PlHAK-PIHAK TERKAIT 
1·(. 

·. Pihak-pihak yang terkait dalam sistern akuntansi investasi antara lain Pe 
-. ~~ 

: ::,~ · Penatausahaan Keuangan PPKD ·(PPK-PPKD) dan PPKD . 
. -~. . 
. /; 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 
' ·}, 
: .ii{ · Iii ; -: :1r, 
':di 
t"··· , .1(~m Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi lnvestasi) H 

I :- ··: 
Iii{ 

. ', 

! . 
r- 
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r:. ~- 
tJ 

I·~ 
; 
f 

.:,,··· 

-· 
Uraian Dokumen 

lnvestasi Jangka lnvestasi dalam Saham Sertifikat Saham/Nota KrediU Ookumen 
· Pendek vane Dipersamakan 
r-· 

·I 
lnvestasi dalam Deposito Sertifikat Deposito/Nota Kredit/ 

i------ Ookumen yan·g Dipersamakan 
lnvestasi dalam SUN Sertifikat Obligasi/SUN/Nota 

Kredit/Dokumen yang Dipersamakan 
lnvestasi dalam SBI Sertifikat SBI/Nota Kredit/ Dokumen 

yang Dipersamakan 
lnvestasi dalam SPN Sertifikat SPN/Nota Kredit/ Dokumen 

yang Dipersamakan 
lnvestasi Jangka Pendek - 
Lainnva 

lnvestasi Jangka lnvestasi kepada Sadan SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
Panjang Non Usaha Milik Negara aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang 
Perman en Oipersamakan 

lnvestasi kepada Sadan SP20-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
Usaha Milik Daerah aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang 

Dipersamakan 
lnvestasi kepada Sadan SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
Usaha Milik Swasta aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang 

Oipersamakan 

- .. ~-···--~----·-······----·- lnvestasi dalam Obligasi SP20-LS (iika tunai)/BAST (jika berupa 

e-, ,. 
/., 

a. Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses 

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas: 

Laporan Keuangan (CaLK). 

PPKD 

Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas 

masing-masing rekening (rincian objek). 

Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan 

b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar 

Oalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi 

PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah 

ke Buku Jurnal Umum. 

; '<~'t 
; ~,. 
:t:{;,· 
'.~; :I~':: c. 
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·t.· :'f~ 
j'/{ penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD 
·t~i f9; b. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. 

j~1r DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
: ftf 1'.:" :!A Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi lnvestasi pada 
/Y.~ 
~:{~. PPKD: 
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Hal. 120 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi lnvestasi) 

b. Perolehan lnvestasi (lnvestasi Jangka Panjang) 

Perolehan inVestasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah 

direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan 

SP2D-LS (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan 

untuk investasi tersebut. fungsi akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi 

jangka panjang dengan jurnal: 

Penyertaan Modal 
Kepada BUMD 

lnvestasi dalam Proyek 
Pembangunan 

Penyertaan Modal 
\'-·Ii(· Kepada Badan Usaha 

. {!~1-i--------,-~~i~sTa:~~t:rmanen 
.-'"1"' Lainnya · ·ttJ'. t:/1\c...~ _,,_ _.__.._ ___, 
·f''{1~;~ 
l• -...u,1.f r?J-.~·.;~~- 

· :C)~J URN AL STANDAR DAN ILUSTRASI 
·:t:x;r:~ 
f,~rn1. Perolehan lnvestasi 

i\!: a. Perolehan lnvestasi (lnvestasi Jangka Pendek) 
iitf /;~t~:· 
·;.:r: 
.;J~;t 
_1}:"? 

lnvestasi Non Permanen SP2D-LS (jika tunai), BAST (jika berupa 
Lainn a aset)/Dokumen ang Di ersamakan 

}nvestasi Jangka Penyertaan Modal SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
anjang Kepada BUMN aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang 

Permanen Di ersamakan . ------···---1------------+-..,___ ------------1 
SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
aset)/Nota Kredit/Dokumen yang 
Dipersamakan 

-: Tangga! Norn or Kode Rekenlng Uraian Debit Kredit ·-· 
Bukli xxx xxx xxx lnvestasi Jan ka Pendek xxx xxx Kas di Kas Oaerah xxx 

pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi PPKD mencatatjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
aset)/Nota Kredit/Dokumen yang 
Di ersamakan 
SP2D-LS (jika tunai),/BAST (jika berupa 
aset)/Nota Kredit/Dokumen yang 
Di ersamakan 

Deposito Jangka 
Panian 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
aset)/Nota Kredit/Dokumen yang 

.. - --- ·- --- - . -- - - Dieersamak_a_n - 
SP2D-LS (jika tunai)/Nota Kredit/ 
Dokumen an Dipersamakan 

Dana Bergulir 

aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang 
Djpersamakan 
SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa 
aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang 
Dipersamakan 

Dok um en _Uraian 
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-= l 

b. Hasil lnvestasi Jangka Panjang 

1) Metode Bia ya 

.,''•·'·· 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Bunga ... - LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx · Pendapatan Bumi a ... - LO xxx 

Hasil lnvestasi Jangka Pendek 

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini 

biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek 

tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan 

investasi. 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan - xxx 

Penyertaan Modal/lnvestasi 
Pemda xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx xxx lnvestasi Jangka Panjang xxx 

Permanen xxx Kas di Kas Daerah xxx 

2) lnvestasi Jangka Panjang Permanen 
Jurnal LO dan Neraca 

Tang gal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan - Dana xxx 

Bernulir xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tang gal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx xxx lnvestasi Jangka Panjang Non xxx 

Permanen xxx Kas di Kas Daerah xxx 

1) lnvestasi Jangka Panjang Non Permanen 
Jurnal LO dan Neraca 

r·r 
" . 



i .'.·:.~1}. xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx ,. 
,\ 

:! \. /{\ xxx Piutang Hasil Pengelolaan xxx .:r~.c j 

rt 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

t· 
:[. 
~ Jurnal LRA ,, 
) 

' Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
'} Bukti Rekenino 

\• ... •.•.;. xxx xxx xxx Perubahan SAL 
···'··· Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx ' i xxx 

) Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- 
} LRA 
( ., 

I t 2) Metode Ekuitas 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan temp at pemerintah daerah t'~- 

!t' berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jum!ah keuntungan perusahaan pad a 
1\(;~r periode berja!an. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh :~: , ... perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah i ~·· ~ 
,~ C~: daerah. Pad a saat perusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi PPKD 
s w 

mencatat kejadian tersebut dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut: 
·-· Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukli Rekening xxx xxx xxx lnvestasi Januka Panlanq ... xxx xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx 

Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan- 
LO 

'lf ~- 
.;.;, 

Jt 
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~) 
~ 

u{~·i 
-'t~ 

' .,1~: 
' l,if I 

~ lit . •' 

Kredit Debit Uraian Kode 
Rekenin 

Nomor 
Bukti 

Tanggal 

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah 

daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurna!: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukli Rekening 

xxx xxx xxx Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaaan xxx 
Daerah yang Dipisahkan xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx 

Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan- 
LO 

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi 

investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya 

menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan 

pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, 

PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode 

berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD menjurna!: 

Jurna! LO dan Neraca 
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: .' 

! t- 
Norn or 
Bukti 

Debit Uraian Kredit Kode 
Rekenin 

Tanggal 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenina xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Pendapatan .... - LO xxx xxx lnvestasi Janaka Pendek xxx 

c. Pelepasan lnvestasi 
1) Pelepasan lnvestasi Jangka Pendek 

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen 

transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan 

dengan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredi! 
Suk Ii Rekenina xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Sunga Dana Bergulir - xxx 

LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Sukli Rekening xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Pendapatan Sunga Dana Sergulir - xxx 

LO .... _. 

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen 

(misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi 

Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredil 
Sukli Rekenino xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Hasil Pengeloaan xxx 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- 
LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx lnvestasi Janaka Paniano xxx 

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi PPKD akan 

mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

~- .. 
t·,,,11' .· . . \ I ,. 
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Hal. 124 · ~i~tem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi fnvestasi) 
J 

No Transaksi Pencatatan oleh PPKD 

Uraian Debit Kredit 
1 Perolehan lnvestasi 

lnvestasi Janqka Pendek lnvestasi Jangka Pendek ... xxx 
Kas di Kas Daerah xxx 

lnvestasi Jangka Panjang lnvestasi Jangka Panjang ... xxx 
Kas di Kas Daerah xxx 

Pengeluaran Pembiayaan - xxx 
Penvertaan Modal/lnvestasi Pemda 

Perubahan SAL xxx 
2 Hasil lnvestasi 

lnvestasi Jangka Pendek Kas di Kas Daerah xxx 
Pendapatan ... - LO xxx 

Perubahan SAL xxx 
Pendapatan ... - LRA xxx 

lnvestasi Jangka Panjang 
Metode Biaya 
Saa! pengumuman Piutang Lainnya xxx 
has ii Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx 
lnvestasi/pengumum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
anlaba -LO 
Saat hasil investasi Kas di Kas Daerah xxx 
diterima Piutang Lainnya xxx 

Perubahan S.A.L xxx 
Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx 

Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi terkait 

investasi pemerintah daerah: 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenina xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Penerimaan Pembiayaan - Hasil xxx 

Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx lnvestasi Janaka Panianq xxx xxx Surplus Pelepasan lnvestasi Jangka xxx 
Paniana-LO 

2) Pelepasan lnvestasi Jangka Panjang 

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, 

berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi akuntansi PPKD 

melakukan pencatatan dengan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

xxx Penda atan ... - LRA xxx xxx xxx Perutiahan SAL xxx xxx 
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Hal. 125 Si~em Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi lnvestasi) 
ft· .,.., ... 
~J 
,1.·\ 
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tl} 
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;iii 
~k· 

..... a. Perolehan lnvestasi 

: ILUSTRASI 

.: 1. INVESTASI JANGKA PENDEK: 

No Transaksi Pencatatan oleh PPKD 

Uraian Debit Kredit 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
-LRA 

Metode Ekuitas 
Saat pengumuman lnvestasi Jangka Panjang .... xxx 
hasil Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx 
investasi/pengumum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
anlaba -LO 
Saat dividen diterima Kas di Kas Daerah xxx 

!nvestasi Jangka Panjang .... xxx 
Perubahan SAL xxx 

Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
-LRA 

Metode Nilai Bersih Kas di Kas Daerah xxx 
yang Dapat Pendapatan .... - LO xxx 
Direalisasikan 

Perubahan SAL xxx 
Pendapatan ..... - LRA xxx 

3 Pe!epasan lnvestasi 
lnvestasi Jangka Pendek Kas di Kas Daerah xxx 

Pendapatan ... - LO xxx 
lnvestasi Jangka Pendek xxx 

Perubahan SAL xxx 
Pendapatan ... - LRA xxx 

lnvestasi Jangka Panjang 
Surplus Kas di Kas Daerah . xxx 

Surplus Pelepasan lnvestasi Jangka xxx 
Panianq - LO 
lnvestasi Jangka Panjang ... xxx 

Perubahan SAL xxx 
Penerirnaan Pernbiayaan - Hasil xxx 
Penjualan Kekakayaan Daerah 
vana Dioisahkan 

Defisit Kas di Kas Daerah xxx 
Defisit Pelepasan lnvestasi Jangka xxx 
Paniana-LO 

lnvestasi Jangka Panjang xxx 
Perubahan SAL xxx 

Penerimaan Pernbiayaan -: Hasil xxx 
Penjualan Kekakayaan Daerah 
yanq Dipisahkan 
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Hal. 126 1 Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi fnvestasi) 

.. ·:; 

... ,•1 .. .._ .... Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

01-0kt- XXJKM/XJ2 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.000.000 
2015 015 

8.1.4.04.01 Pendapatan Bunaa Deposito-LO 2.000.000 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

01-0kt- XXJKM/X/2 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 100.000.00 
2015 015 0 

1.1.2.02.01 lnvestasi Jangka Pendek - 100.000.000 
Deposito 

c. Pele pas an I nvestasi 

Pada tanggal 1 Oktober 2015, Pemerintah Kah.Jayapura mencairkan seluruh 

depositonya pada Bank Pembangunan Daerah 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kade Uraian Debit Kredit 
Bukti Rel;enina 

01-Mei- XXJKMN/2 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 
2015 015 

4.1.4.04.01 Pendapatan Sunga Deposito-LRA 2.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit 
Rekening 

01-Mei- XXJKMN/20 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.000.000 
2015 15 

8.1.4.04.01 Pendapatan Bunqa Deposito-LO 2.000.000 

b. Hasil lnvestasi 

Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan 

rnenerima bung a deposito dari Bank Pembangunan Dae rah. 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

01-April- XX/KK/IV 1.1.2.02.01 lnvestasi Jangka Pendek - 100.000.000 
2015 /2015 Deposito 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 100.000.000 

Pada tanggal 1 April 2015, Pemerintah Kabupaten Jayapura menempatkan 

dananya sebesar Rp100.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank 

Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun. 

Jurnal LO dan Neraca 
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Hal. 127 8~!em Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi lnvestasi) 

Tanggal Nomor Kade Ura Ian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

05-Juni- XX/KM/ 1.1.3.03.03 Piutang Bagian Laba alas 2.000.000 
2015 Vl/2015 Penyertaan Modal pada 

Perusahaan Milik Swasta 
8.1.3.03.01 Pendapatan - Bagian Laba 2.000.000 

atas Penyertaan Modal pada 
Perusahaan Milik Swasta - 
LO 

. ~\ 

b. Hasil lnvestasi 

Pada tanggal 5 Juni 2015, PT. Angin Ribut mengumumkan perolehan laba tahun 

2015 sebesar Rp100.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari 

laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen 

dilakukan pada tanggal 9 Juni 2015. 

Jurnal LO dan Neraca - Pengumuman Laba 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekeninq 

02-Feb- SP2D- 7.2.2.03.01 Pengeluaran Pembiayaan - 300.000.00C 
2015 LS Penyertaan Modal pada 

Perusahaan Swasta 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.00Q 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekeninq 

02-Feb- SP2D- 1.2.2.01.03 lnvestasi Jangka Panjang Permanen - 300.000.00( 
2015 LS Penyertaan Modal Kepada Sadan Usaha 

Milik Swasta 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 300.000.000 

... 
'ti .t 
;i 2. iNVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA ., . .. t a. Perolehan lnvestasi -~. 

Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 2015, 

Pemerintah Kab.Jayapura melakukan penyertaan modal kepada PT. Angin Ribut 

sebesar Rp300.000.000,00 dengan dokumen pencairan berupa SP2D~LS. Atas 

penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kab.Jayapura memiliki 

kepemilikan sebesar 1. 0% pad a PT. Angin Ribut. 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Sukti Rekenina 

01-0kt- XX/KMIX/2 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 
2015 015 

4.1.4.04.01 Pendapatan Sunga 2.000.000 
Deposito-LRA 

Jurnal LRA 
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·~I .. .,. ... 

Tang gal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenino 

05-0kt- XX/KM/X/2 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.00C 
2021 021 

7.1.3.01.03 Penerimaan Pembiayaan - 300.000.00( 
Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah pada Perusahaan 
Milik Swasta 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

05-0kt- XX/KM/X/2 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 370.000.00( 
2021 021 

1.2.2.01.03 lnvestasi Jangka Panjang 300.000.00( 
Pennanen - Penyertaan Modal 
Kepada Badan Usaha Milik 
Swasta 

8.4. 1 .01.06 Surplus Pelepasan lnvestasi 70.000.00( 
Jangka Panjang - LO 

c. Pelepasan lnvestasi 
Pada tanggal 5 Oktober 2021, Pemeritah Kab.Jayapura memutuskan untuk 
menjua! seluruh kepemilikannya saham di PT. Angin Ribut yang senilai 
Rp370.000.000,00. 
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenlnq 

09-April- XX/KM/I 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 
2015 V/2015 

4.1.3.03.01 Pendapatan - Bagian Laba 2.000.000 
alas Penyertaan Modal 
pada Perusahaan Milik 
Swasta-LRA 

(100 jt x 20%% x 10%) 

Jurnal LRA- Pembagian Deviden 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekemno 

09-Juni- XX/KM/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.000.000 
2015 Vl/2015 

1.1.3.03.03 Piutang Bagian Laba atas 2.000.000 
Penyertaan Modal pada 
Perusahaan Milik Swasta 

(100 jt x 20%% x 10%) 

Asumsi pe!aksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013) 
Jurnal LO dan Neraca - Pembagian Deviden 

(100 jt x 20%% x 10%)! 
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ii 

") Saal ini Nilai /nvestasi Pemda pada BUMD Samawa Rea sebesar 660 jl (500jl + 200jt- 40 jt) 

.... · 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredil 
Bukli Rekenlno 

28-April- XXJKM/IV/ 1.2.2.01.01 lnvestasi Jangka Panjang 200.000.00( 
2015 2015 Permanen - Penyertaan Modal 

BUMD 
8.1.3.01.01 Pendapalan - Bagian Laba 200.000.00C 

atas Penyertaan Modal pada 
· BUMD-LO 

28-April- XXJKM/IV/ 1.1.3.03.01 Piutang Bagian Laba alas 40.000.00( 
2015 2015 Penvertaan Modal pada BUMD 

1.2.2.01.01 lnvestasi Jangka Panjang 40.000.00( 
Permanen - Penyertaan 
Modal BUMD 

(200 ii x 20% x 100%} 

b. Hasil tnvestasi 

Pada tanggal 28 April 2015, BUMD "XYZ" mengumumkan perolehan laba tahun 

2015 sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari 

laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen 

dilakukan pada tanggal 7 Mei 2015. 

Jurnal LO dan Neraca 

Tang gal Norn or Kode Uraian Debit Kredat 
Bukti Rekening 

17-Mar- SP2D- 7.2.2.02.01 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan 500.000.000 
2015 LS Modal pada BUMD 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukli Rekeninq 

17-Mar- SP2D- 1.2.2.01.02 lnveslasi Jangka Panjang Permanen- 500.000.000 
2015 LS Penyertaan Modal pada BUMD 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 500.000.00 

1NVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS 

a. Perolehan lnvestasi 

Pada tanggal 28 Februari 2015, Pemerintah Kab.Jayapura menerbitkan 

peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang 

dilakukan pada BUMD "XYZ" senilai Rp500.000.000,00. SP20-LS diterbitkan 

oleh PPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2015. Atas 

penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kab.Jayapura memiliki porsi 

kepemilikan sebesar 100% pad a SUMO "XYZ" 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 



Hal. 130 'Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi lnvestasi) 

Tang gal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

03-Juli- XXJKMNII 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.00( 
2018 /2018 

7.1.3.01.02 Penerimaan Pembiayaan - Hasil 500.000.00C 
Penjualan Kekayaan Daerah pada 
BUMD 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekemno 

03-Juli- XXJKMNU 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 700.000.00C 
2018 /2018 

1.2.2.02.01 lnvestasi Jangka Panjang Permanen 660.000.00( 
• Penyertaan Modal Kepada Badan 
Usaha Milik daerah/BUMD 

8.4.1.01.06 Surplus Pelepasan lnvestasi Jangka 40.000.000 
Panjang- LO 

!660 it = 500 jt + 200 jt - 40 it 

..... ·:, .. · 
;1 .. ; .. 

",#'·• .:. .... ,.'• 
t r. 

c. Pelepasan lnvestasi 

Pada tanqqal 3 Juli 2018, Pemeritah Kab.Jayapura memutuskan untuk menjual 

seluruh kepemilikannya saham di BUMD "XYZ". Harga penjualan seluruh saham 

senilai Rp700.000.000,00. (asumsi periode 28 April 2015 s.d. 3 Ju!i 2018, BUMD 

"XYZ" tidak untung dan tidak rugi) . 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

07-Mei- XXJKMN/ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 40.000.000 
2015 2015 

4.1.3.03.01 Pendapatan - Bagian Laba alas 40.000.000 
Penyertaan Modal pada 
Perusahaan Milik Daerah/BUMD - 
LRA 

(200 it x 20% x 100%) 

~ , .... ,; . .:;· ~ ,,,.· .. 
'i,:: -: 

Tang gal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukli Rekenini:1 

07-Mei- XX/KMN/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 40.000.000 
2015 2015 

1.1.3.03.01 Piutang Bagian Laba alas 40.000.000 
Penvertaan Modal pada BUMD 

(200 jt x 20% x 100%) 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 
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c. Pelepasan lnvestasi 

Pada tanggal 30 Desember 2019, Pemeritah Kah.Jayapura menarik semua d~na 

bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik sebesar 

Rp. 270. 000. 000,00. 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit 
Rekenino 

01-0kt- XX/KM/X/20 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.000.000 
2015 15 

4.1.3.04.01 Pendapatan - Hasil Pengelolaan 3.000.000 
Dana Berqulir - LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredit 
Rekenino 

01-0kt- XX/KMfX/20 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 3.000.000 
2015 15 

8.1.3.04.01 Pendapatan - Hasil Pengelolaan 3.000.000 
Dana Berqulir - LO 

b. Hasil lnvestasi 

Pada tanggal 1 Oktober 2015, diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir 

sebesar Rp3.000.000,00. 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Koc!e Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenino 

01-Juli-2015 SP2D-LS 7.2.5.02.01 Pengeluaran Pembiayaan - 250.000.000 
Pembenlukan Dana Beroulir 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 250.000.00C 

Jurnal LRA 

Tang gal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekeninq 

01-Juli-2015 SP2D-LS 1.2.1.04.01 lnvestasi Jangka Panjang Non 250.000.00C 
Pennanen - Dana Bergulir 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 250.000.00( 

a. Perolehan lnvestasi 

Pada tanggal 1 Juli 2015, Pemerintah Kab.Jayapura melakukan pembentukan 

dana bergulir senilai Rp250.000.000,00. 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

\ 

l' ·1, 
,:,;'· 

r:'.. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT 
DIREALISASIKAN: 

~iiem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi lnvestasi) 
.;,.,~· .. :'f{: .. 
-~;\~ 
!~! J;i< 

i 1•· 
!;,., 



Hal. 132 ,~~istem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi investasi) 
,:r; . 

Ji; ,;i'i,. 
fit.: 
fl!' 

.: f 
i..r- 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenino 

30-Des- XX/KM/XII 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 250.000.00( 
2019 /2019 

7 .1.6.02.01 Penerimaan Pembiayaan -Pencairan 250.000.00( 
Dana Beroulir 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

30-Des- XX/KM/XII 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 270.000.000 
2019 /2019 

1.2.1.04.01 lnvestasi Jangka Panjang Non 250.000.00C 
Permanen - Dana Beraulir 

8.4.1.01.06 Surplus Pelepasan lnvestasi Jangka 20.000.00C 
Panjang - LO 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 
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.,,• 

; Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau 
v , 

> dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap dipakai. 

w,M~,anah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan 
~!~~;?: 
)!rnaksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam 
,1:t~Jl.'.::r 

?i!Rondisi siap dipakai. 
*:jf:: 
1bllPeralatan dan Mesin 
-~~~t~{;: ·. 

~~t,reralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, 

'.;j~inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih 
~}lt. 
({ii:ctari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai. 
t~J< 
;g}Gedung dan Bangunan 
~'.!". 
:;1;,Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 
~t:ft' 
},dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah · daerah dan 
,.,), .. 

1 }idalam kondisi siap dipakai. 

:~tJalan, lriqasi, dan Jaringan 

:s!stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 

,J 
A ftfi 
jt;& :-1-:~? 

tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 

Klasifikasi aset tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai 

normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun denqan 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
' untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 

'dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

·definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset 

_t diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwuiud, (2) mempunyai masa manfaat lebih 

.:12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan 
I 

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran IX 
Nomor 
Tanggal 



• ·r. 

Hal. 134 ,Jjstem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) I . 
!?\& i~n· &'it(, 

tr:;; :i,,, . 

. ;i 2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sum_ber urituk melakukan Jurnal pengakuan 

aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP . 

·,, ... 
···· 1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap 
~·~. 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain 
:~s't 
"\' 

adalah: 

j( 
itt> 
!!f: 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
J;~1(· 
'j}r Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas 
Jl;i 
if:} untuk menyiapkan dokumen atas beban penqeluaran pelaksanaan pengadaan aset 

\l~l 
:il;;, tetap 
'ifulf:. . t~,. 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan 

l Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD I ~:::~a~~~:~i:n~=~::~a:.~:~::~ ::;~ansi aset tetap yang dimulai dari jurnal 
.,,;: 

ij; DOKUMEN YANG DIGUNAKAN ;;:~: 
.•.'':{:_, 

,.J}i;_: Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain ~dalah: 
'~"" liJ. Bendahara Barang atau Pengurus Barang 
-~.£~: .. Ii1t Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas 

-.:.~:._ . 
j\: untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset 

.-;~\~L~ t.fit,J, tetap. 
-~~&,~ 
~/' 2. Bendahara Pengeluaran 

,1~;; Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk 

· menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang 

berkaitan dengan aset tetap. 

. PIHAK-PI HAK YANG TERKAIT 

et Tetap Lainnya 

et tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

. lompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

erasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

'0nstruksi Dalam Pengerjaan 

· onstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 

embangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya . 
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Kredit Debit Uraian Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 
. ~ ~--'-----"-------'--------------'----~----' i; 

·.·· \ __ . 
,.•· 
·· Jurnal LRA 

xxx RK PPKD xxx 

Kredit ;; Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit 
I·; t-----1----+------f-------------+----t-----i 

XXX XXX XXX Utang Belanja Modal .... XXX 

::· akan membuat jurnal sebagai berikut: 
;;\' 

Jurnal LO atau Neraca :1·· 

'*stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 

~if }{\; 
~J,~, 

-~· ·· ia: 
- ~-· ~i ·~- _-\ 

if; 6. Serita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 
-~ . . ,'5,t Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi 

:r.it··· 
:~Mi·· dalam pekerjaan. 
j~~~r. 
:c.f;':JLJRNAL STANDAR 

. '/''". 

\}; Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap 
-i~~t· 

· ·":tdiakui ketika telah terjadl- serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. 
"ot'l:_1 • 

i;t'. Berdasarkan bukti transaksi berupa Serita Acara Penerimaan Barang atau Serita 
-~),if~. 
l~ Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian 
:\~t t. diotorisasi oleh Pengg una Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK- 
.~riJ. 
:!% SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal: 

·\~}';. 
.ltf Jurnal LO dan Neraca ·Rt · 
' .. ~~-.-----..-----~~--------------.-----,-------, ·~,. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit ¥ -----+-------------i-----1--------1 
·~'.. XXX XXX XXX Asel Tetap .... XXX 

. ·'.{f ·..__ _ __.._ ....__xxx __ __._ __ u_1a_ng_B_e_1an_ia_M_o_d_a1_ ... _. ...._ __ ____. __ xx_x _ _, 
;,t_:': 

;~r Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset ~;;· 
:{' tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD ~ ·~. 

Ookumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan 

aktiva tetap dengan cara pembayaran LS . 

. SP2D LS 

Ookumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan 

cara pembayaran LS. 

4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap 

f Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap 

; menjadi aset lainnya. 

}5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset 

tetap. 



Hal. 136 ~isfem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 

- Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan 

dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

'..1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa: 

a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 

b) bertambah umur ekonomis, dan/atau 

c) bertambah volume, dan/atau 

d) bertambah kapasitas produksi. 

2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama 

dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan 

minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, 

reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus 

dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan. 

,Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya 

perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. 

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi 

tf;>'ii~iaya Jangsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk 

iaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, 

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap 

Perubahan SAL xxx 
Belanja Modal .... 

Nomor Bukti Kade Rekening Kredit Debit 

xxx 
xxx 

xxx 
Uraian 

xxx xxx 

urnal LRA 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 
Asel Tetap .... 

Nomor Bukti Kade Rekening 

xxx 
xxx 

Uraian 

xxx 
Kredil Debit 

xxx xxx 

pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GUffU, 

engakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). 

· erdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal: 

urnal LO atau Neraca 

xxx 
xxx 

Perubahan SAL xxx 
Belanja Modal .... xxx xxx 



Hal. 137 '.Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 
\j:r 

ti 

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, 

SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan 

untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat 

penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang 

akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu: 

,,., Jurnal LO atau Neraca 
1 

xxx Asel Lainnya xxx 
xxx Defisit Penghapusan Asel Non Lancar xxx xxx xxx 
Debit Uraian Kredit Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 

;;~ r 

Jurnal LO dan Neraca 

Asel Tetap .... xxx 
xxx Asel Lainnya xxx 
xxx xxx Akumulasi Penyusutan .... xxx 
Debit Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Kredit Uraian 

xxx 

xxx 

L::: Jurnal LO atau Neraca 
' 

memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset 
J•-· 

tetap. Setelah bukti memorial tersebut dlotorlsasi oleh pengguna anggaran, PPK 

( ·SKPD kemudian membuatjurnal: 

;"!·· 

~ diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan 

.:.: . aset tetap. 
'i . 

Untuk penghapusan aset tetap denqan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti 

., Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat ~i!; 

E; PELEPASAN ASET TETAP 
:\f · 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Belanja Modal .... xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Asel Tetap .... xxx 
xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

. Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa 

manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 

1 O tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi tel ah melebihi satuan minimum 

kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 



Hal. 138 S~tem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 
;!t'. 

i 
,; 

~· Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredlt 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Hasil Penjualan Asel Daerah yang Tidak xxx 

Dipisahkan 

Tanggal Nomor Bukli Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

; xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx 
f xxx Delisi! penjualan Asel Non Lancar xxx 

xxx Asel Lainnya xxx 

{ 
Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit ·, Tanggal 

xxx xxx x.x.x.xx.xx Perubahan SAL xxx 
x.x.x.xx.xx Hasil Penjualan Asel Daerah yang Tidak xxx 

t 
. Dipisahkan 

xxx 
Debit 

··"''' XXX Asel Lainnya XXX 
iWt\~---1------+---X-X-X--f---S-u_rp_!_us_P_e_n-ju_a_la_n_A_s-et_N_o_n_L_a_n_ca-r---+-----+--X-XX--1 

,Iif:,.\, 
{;~t~ 
?;l}:rurnal LRA 
'fff• l;,,-;,l ;~~ 
;'"' .f) 
;YJ!'.atau 
T~:if/· 
··",:dJ I LO t N . jJ urna a au eraca 
Af}l 

I 
~.J,, 
:;:~!Jurnal LRA 
'{' 

XXX Kas di Kas Daerah xxx 
Nomor Bukti Kade Rekening 

xxx 
Kredit Uraian 

saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi 

penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: 

xxx 
xxx 

xxx 
Asel Lainnya xxx xxx 

Debit 

RKSKPD 

xxx 
Kredil 

etelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD rnenjurnal: 
Uraian Nomor Bukli Kode Rekening 

xxx 

xxx 

xxx 
Debit Kredit 

xxx 
xxx 
Debit Kredil Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 

xxx xxx Akurnulasi Penyusutan .... 

xxx Asel Lainnya 

xxx Asel Tetap 

urnal LO dan Neraca 
Nomor Bukli Kode Rekening Uraian 

xxx xxx xxx RKPPKD 

xxx Asel Lainnya 



Hal. 139 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 

xxx 

~{.,~7i-.-:._.,\> 
Kredit 

Asel Lainnya yang dihapus i------------------t----1-----t--H_a_s_il_P_e_n~ju_a_la_n_A_se_t_D_a_e~. r7ah~y_an_g"'-T_id_a_k_D_i~p_is_a_hk_a_n --t----+----1 
7 (dihentikan penggunaannya Atau 

telah terjual) 1-----------------1---+------+K,-a_s_d,,...i ,...,K-as~D-a-er_a_h----------------<1-----+------l 

Deflsit Penjualan Aset NonLancar 

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 
Perubahan SAL 

Asel Lainnya Tidak ada jumal 

)()()( 

Debit 

Perubahan SAL 
Surplus Penjualan Asel Non Lancar 
Asel Lainnya 

Tidak ada jumal 

Kas di Kas Daerah 

xxx RK SKPD 

)()()( 

6 
!'\set Lainnya 

Pelepasan Asel Lainnya >-----~~----------+---------< 
dengan Pemusnahan 5 

Tidak ada jurnal 
)()()( 

Reklasifikasi Aset Tetap ke 1-----,--;'-------------+---+----1 
Pos Asel Lainnya 4 

Tidak ada juma/ 

-";·:--.. ... 

)()()( 

Kapilalisasi Pengeluaran 1-------------=-------+---+--xxx---1 
setelan Perolehan 3 

)()()( 

Tidak ada jurnal 
)()()( 

)()()( 

xxx Kas di Kas Daerah 
RK SKPD 

Tidak ada jumal 
)()()( 

:n·a. ,~ENCATATAN,Ql!.- 
Uralan 

Perolehan Aset Tetap dengan 
Mekanisme UP/GUfTU 

Perolehan Aset Tetap dengan 
Mekanisme LS 

.i~t7:"~!:i,;;,~~ ::.···~:2~~:::ti;·1'::?~~:;!/:~t!.~~:;tt:;~~;,:f!i~·~~~~:!t!:~:~;~~~;~~~;!1~~;{f;f ~ . .,·"'~t,'-';•: ,c, 
Kredit Uraian Debit 

-6.setTetap .... Xxx 
Utang Belanja Modal 

Utang Belanja Modal Xxx 
RK PPKD 

Belanja Modal .... Xxx 
Perubahan SAL 

l'\setTetap .... Xxx 
Kas di Bendahara Pengeluaran 

Belanja Modal .... Xxx 
Perubahan SAL 

!'\set Tetap .... Xxx 
Kas di Bendahara !='engeluaran 

Belanja Modal .... Xxx 
Perubahan SAL 

Aset Lainnya .... Xxx 
Akurnuiasl Penyusutan Xxx 

AsetTetap .... 
Delisi! Penghapusan Asel Non Lancar Xxx 

Asel Lainnya .... 
RKPPKD Xxx 

Asel Lainnya 
Penyerahan Asel Lainnya ke 
PPKD (untuk 
dijual/dimanfaalkan) 

2 
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llustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin 

Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD rnembayar uang rnuka kerja Rp25.000.000,00 

untuk membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 2015 SKPD meinbayar termin 

Tanggal Nomor Bi.Jkli Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

10-Apr-15 SP2D LS 25/2015 5.2.2.16.07 Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.000.000 

Jurnal LRA: ~-'' 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

10-Apr-15 SP2D LS 25/2015 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 

3.1.3.01.01 RK PPKD 7.000.000 

Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian 

tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut PPK-SKPD Dinas Pendidikan mencatat 

pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening UraJan Debit Kredit 

02-Apr-15 BAST 05/2015 1.3.2.16.07 Printer 7.000.000 

2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Pad a tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membell 1 O printer dengan bukti Serita 

Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga 

Rp700.000,00/unit. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat 

pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut: 

llustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus 

Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak 

kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketika 

pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan 

aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisl debit dan kas/utang atau rekening 

terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. 

1. llustrasi Pengakuan 

.LUSTRASI 

;f~istem Akunta.nsi Pemeritah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 
,·J;i 
·'·._S. 
'.i:l 

}~ 
Jjt 

$ ii\ 
: . ~~,~-- 
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Namer Kade Rekening Kredit . Debit Uraian Tanggal 

Jurnal LO atau Neraca 

Pada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik 

Pemerintah Desa. Gedung tersebut harqa perolehannya adalah 

Rp1 .000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp600.000.000,00. Nilai pasar 

gedung Rp500.000.000. Nilai tanah milik Pemerintah Desa adalah 

Rp500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: 

llustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
1-Jul-15 SP2D LS 1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 25.000.000 

3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 
Jurnal LO atau Neraca) 

5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 25.000.000 
Garasi/Pool 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 
Jurnal LRA dengan kode rekening 

Permendagri 64/2013) 

5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Garasi 25.000.000 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 

Jurnal LRA dengan kode rekening 
Pennendagri 13/2006) 

1-Sep-15 SP2D LS 1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 50.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 50.000.000 

Jurnal LO dan Neraca ) 

5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gebung 50.000.000 
K,arasi/Pool 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 
Jurnal LRA dengan kode rekening 
Permendagri 64/2013) 

5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Garasi 50.000.000 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 

Jurnal LRA dengan kode rekening 
Pennendagri 13/2006) 

01-Nop-15 SP2DLS 1.1.4.05.02 Wang Muka Pengadaan Garasi/Pool 20.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 20.000.000 

Jurnal LO dan Neraca) 

BAST 1.3.3.01.14 ~set Tetap Tempat Parkir 95.000.000 
1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool 95.000.000 

Jurnal LRA) 

pertama Rp50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 Nopember 

2015 SKPD membayar termin kedua sebesar Rp20.000.000,00 sekaligus 

pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang. 

~S!stem Akuntans{ Pemeritah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 
Jr• 
~i1 
·< .f~~ 

ti· '!Ji· 
! tlt 

J; ~~l 
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a 
i:'- 

! J. 

. , . 
I 

.......... ..._ . 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kr edit 

04-Mar-15 BAST 1.1.8.01.01 RK SKPD 600.000.000 

1.3.3.02.01 Gedung (Baru) 600.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Selanjutnya Kepala Daerah menyerahkan Gedung Baru kepada SKPD ABC. Maka 

jurnalnya adalah: 

Tanggal Nomor Bukli Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

04-Mar-15 BAST 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 20.000.000 

4.1.4.01.01 Hasil Penjualan Tanah 20.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

04-Mar-15 BAST 1.3.3.02.01 ~edung (Baru) 600.000.000 

1.1.1.01.01 Kas 20.000.000 

1.3.7.02.01 Akumulasi Depresiasi Gedung 1.500.000.000 

1.3.3.02.01 Gedung (Lama) 2.000.000.000 

8.4.1.01.03 Surplus Penjualan Asel dan B:::ngunan 120.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Pada tanggal 4 Maret 2015 DPPKD menukarkan gedung lama dengan gedung baru 

dengan menerima kas sebesar Rp20.000.000,00. Gedung lama harga 

perolehannya adalah Rp2.000.000.000,00 dan akumulasi depresiasinya adalah 

Rp1 .500.000.000,00. Gedung baru harga pasarnya adalah Rp600.000.000,00. 
Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

llustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis 

r,r, 
·• . 
i _! 

I 
Bukti 

04-Mar-15 BAST 1.3.1.11.05 rranah 500.000.000 

1.3.7.02.01 l°'kumulasi Depresiasi 600.000.000 

1.3.3.01.01 Gedung Kantor 1.000.000.000 

8.4.1.01.03 Surplus Penjualan Asel dan Bangunan 100.000.000 
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Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya 

me!iputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga 

~.: 
'~\~· 
,ii 

atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sampai AC 

tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp1 .000.000,00. 

~r sebesar Rp200.000,00. Dari transaksl tersebut dapat diketahui bahwa biaya 

]i perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 yang terdiri 
~·;1 . 

. '·t 

\} 

Pad a tanggal 8 Juli ~015, dilakukan pembelian 1 O unit Air Conditioner (AC) seharga 

Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC 

tersebut adalah Rp500.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium 

panitia pengadaan sebesar Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang 

llustrasi 1: 

•!• Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, 

termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat 

bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga 

(diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian. 

aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam 

kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

kas atau setara kas yang tel ah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar 

imbalan Jain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu 

Biaya perolehan merupakan lumlah 

.) 

60.000.000 
I 

Pendapatan Hibah dari Lembaga Swasta 8.3.1.03.01 

Pada tanggal 16 September 2015 perusahaan non pemerintah memberikan 

bangunan gedung yang dimilikinya senilai Rp60.000.000,00, untuk digunakan oleh 

Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini 

adalah: I Jumal LO atau Neraca 

·YP· ~' ;it 
~~k' 
f}JJj, 

It 
Jj~; 2. llustrasi Pengukuran 

J; •!• Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 
i1: 
··.i: ... 

Ji c \~t).:, 

'.:it 
lli'""' ~~; 
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[1~fa'; 

•liii:., . 
~{~· 
" {. 

l 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

07-Sep-15 BAST 24/2015 1.3.1.11.04 Tanah untuk Bangunan Tempat 800.000.000 

Kerja~asa 

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 2.400.000.000 

2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 800.000.000 

= Rp2.400.000.000,00 

Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Rp2. 700.000.000,00 
Gedung = (500 m2x Rpl.800.000,00) + Rp2.700.000.000,00 x Rp3.ZOO.OOO.OOO,OO 

= RpB00.000.000,00 

(500 m2 x Rpl.800.000,00) 
Tanah = x Rp3.200.000.000,00 (500 m2 x Rpl.800.000,00) + Rp2.700.000.000,00 

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing 

aset, yaitu: 

Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m2 beserta 

gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan 

sebesar Rp3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada 

tanggal 7 September 2015. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut 

adalah Rp1 .800.000,00/m2• Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar 

sebesar Rp2.700.000.000,00. 

llustrasi 2: 

Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), 

biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan 

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar 

tiap aset yang bersangkutan. 

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut. 

• Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan 

nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau 

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk 

melakukan transaksi wajar. 
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.. tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran 

harus dikapitalisasi atau tidak. 

•!• Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas 

berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) 

bersangkutan. lstilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset 

tersebut adalah kapitalisasi. 

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 

masa yang akan datang dalam bentuk kapasltas, mutu produksi, atau 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

15-Sep-15 SP2D LS 5.2.1.11.04 Belanja Modal Pengad_aan Tanah 800.000.000 

57/2015 µntuk Bangunan 

5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 2.400.000.000 

K3edung Kantor 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.200.000.000 

fl 
:,'"- 

:~~·,, 
i·· 
":ti" 
f't 

·iK Jurnal LRA 

'!~ 

Norn or 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

15-Sep-15 SP2D LS 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 800.000.000 

57/2015 

2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung clan 2.400.000.000 

~angunan 

3.1.3.01.01 RK PPKD 3.200.000.000 

Jurnal LO atau Neraca , .. ,-~ 
,1.:< 

1. 

Pada tanggal 15 September 2015, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran 

pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya 

SP20 LS ini adalah sebagai berikut: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

).· 

2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan 2.400.000.000 

Bangunan 



Hal. 146 

,· .,. 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kradit 

27-0kt-15 SP2D LS 69/2015 5.2.3.01.01 IBelanja Modal Pengadaan 50.000.000 

Banqunan Gedung Kantor 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 

Jurnal LRA 

Tang gal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

27-0kt-15 SP2D LS 69/2015 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 50.000.000 

3.1.3.01.01 RK PPKD 50.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

~ :' 

r.:~~ ~1-f. ... .i,::i',r.. ·-~~'~i,f ,,'fl•,· lii:·· ~,· tf .'1!1.·, 
S~, ·~; 

.t:11: 
.~.\ if~ 
I: 
~\\·• ~1,J· 
,,::(1 ~ 

~:~\f' ti.t:. mw. 1N) .. 1~h .. 
,~;:t:~ 
~

., .. r, ,,r 
:~'ff(!} • ·-,i·· . ' . ;;;tilt~ 

I ?'\''tit;, 

' 't· 4. l!ustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

.t\J:- Menurut PSAP Nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan 
' l .~ 

~· atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi 
•'.-.> ·w. manfaat ekonomi masa yang akan datang. 
·~i; 

·!/~- -: Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari .. , 
:!J Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset 

tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset 

1ainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset 

tetap. 

•!• Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena: 

a. rusak berat, terkena bencana alamlforce majeure; 

Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Berkah adalah 

sebesar 10% dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang 

tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan 

renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk 

mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: 

Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kab. Berkah melakukan renovasi 

pad a gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 

tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya 

Rp50.000.000,00 dengan metode pembayaran LS. 

llustrasi: 
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sebagai berikut: 

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

05-Nop-15 BAST 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.000.000 

1.5.X.XX.XX Asel Lainnya 3.000.000 

Pada tanggal 5 Nopember 2015 SKPD ABC menyerahkan sepeda motor tersebut 

kepada PPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mencatat peristiwa ini adalah 

sebagai berikut: 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

01-Nop-15 BAPFB 1.3.7.01.04 :0-.kumulasi Penyusutan Alat Angkutan Dara! 12.000.000 

1::iermotor 

1.5.X.XX.XX :0-.set Lainnya .3.000.000 

1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.00C 

Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC berdasarkan Berita Acara 

Pemeriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status 

baik menjadi rusak berat. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 

denqan harga Rp15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 

Nopember 2015 tercatat sebesar Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat 

perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD): 

b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle); 

c. terkena planologi kota; 

d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; 

e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; 

f: pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam; 

g. pertimbangan teknis; 

h. pertimbangan ekonomis. 

·:· Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika 

telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik 

Dae rah. 

Fungsi Akuntansi akan mencatat "aset tetap {sesuai jenisnya)" yang dihentikan 

atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, "Akumulasi Penyusutan" di sisi 

debit, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit. 

llustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan 

1.:f,sfem Akuntansi Pemeritah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Tetap) 

I: . : 

JI( 
·\ ~· 

.•;: 
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Pada tanggal 30 Nopember 2015 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan 
Penghapusan Barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka 

Nomor Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

01-Nop-15 BAST 1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.000 

1.1.8.01.01 RKSKPD 3.000.000 

1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Dara! 12.000.000 

Beromotor 

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah 
sebagai berikut: 

Norn or Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

01-Nop-15 BAST 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.000.000 

1.3.7.01.04 IA,kumulasi Penyusu!an Ala! Angkutan Dara! 12.000.000 

l:lermotor 

1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.000 

Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC menyerahkan sepeda motor kepada 
PPKD yang dibelinya pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp15.000.000,00. 
Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar 
Rp12.000.000,00. SKPD akan menjurnal peristiwa ini dengan jurnal sebagai 
berikut: 

llustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

30-Des-15 BAST 1.3.7.01.04 Delisi! Penghentian Asel Lainnya 3.000.000 

1.5.X.XX.XX Asel Lainnya 3.000.000 

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Kepala Daerah menerbitkan Surat 
Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh PPKD). 
Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

05-Nop-15 1.5.X.XX.XX IA.set Lainnya 3.000.000 

1.1.8.01.01 RK PPKD 3.000.000 
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Kode Nomor Debit Uraian Kredit Tanggal 

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Kepala Daerah menerbitkan Surat 

Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut yang disertai 

dengan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp3.000.000,00. · 

Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mengakui peristiwa ini adalah sebagai berikut: 

Nomor Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

01-Nop-15 BAPFB 1.3. 7 .01.04 Akumulasi Penyusulan Alai Angkutan Dara! 12.000.000 

Bermotor 

9.3.4.01 .01 Defisit Penghentian Asel Lainnya 3.000.000 

1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Bereda Dua 15.000.000 

Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC berdasarkan Serita Acara 

Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada PPKD bahwa sepeda motornya 

hilang dan mengajukan surat permohonan penghapusan barang. Sepeda motor 

tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp15.000.000,00. 

Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar 

Rp12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap karena 

hilang (dicatat oleh SKPD): 

llustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain 

Norn or Kade 
Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukli Rekening 

20-Des-15 BAST 1.2.2.01.02 nvestasi Jangka Panjang 3.000.000 

1.5.X.XX.XX Asel Lainnya 3.000.000 

Pada tanggal 20 Desember 2015 Pemerintah Daerah ABC menyerahkan sepeda 

motor tersebut ke pihak lain (misalnya untuk investasi). Jurnal yang dibuat oleh 

PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: 

Norn or Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredil 

Bukti Rekening 

30-Nop-15 BAPFB 1.3. 7 .01.04 IO,.kurnulasi Penyusutan Alat Angkutan Dara! 12.000.000 

Berrnotor 

1.5.X.XX.XX II.set Lainnya 3.000.000 

1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.000 

'.~. 
,.i.·. 

menghibahkannya kepada pihak lain. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa 

\,rt ini adalah sebagai berikut: 
·ltjJ.: wi 
~~·~ 

·1f 
" 
J&: 
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c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan 

pelaksanaan kontrak konstruksi. 

penyelesaian pekerjaan; 

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan 

pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: 

a. Terrnin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat 

c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang 

bersangkutan. 

dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan 

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat 

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; 

b. Oapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan Perolehan. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila KDP 

dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah: 

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 

jika kriteria berikut ini terpenuhi: 

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan 

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan 

dengan aset tersebut akan diperoleh; 

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalamproses 

pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya 

yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode 

waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan. 

5. llustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan 

Bukti Rekening 

30-Des-15 SKTGR 1.5.2.01.01 Tagihan Jangka Panjang TGR 3.000.000 

8.1.4.05.01 Pendapatan TGR 3.000.000 
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Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekeninq 
24-Des·15 BAPFB 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaari Stadion 400.000.000 

2.1 .3.02.01 Utang Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang tlmbul selama 

masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya 

tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga 

yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. 

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh 

dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan 

dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas 

total pengeluaran biaya konstruksi. 

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan 

oleh hal-hal yang bersifat totce majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan 

selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam 

Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 

a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan 

jangka waktu penyelesaiannya; 

b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 

c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 

d. uang muka kerja yang diberikan; 

e. retensi. 

llustrasi 1: 

Pada tahun 2015 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam 

satu tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp5.000.000.000,00. Pada 

Bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhentr 

untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai 

pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan 

fisik kemajuan pekerjaan. Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik 

pekerjaan · telah selesai 80% da!am Serita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 

Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor 

secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00. 

Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan 

dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
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Kredit Debit Uraian I Tanggal I Nomor I Kade I 

dalam pengerjaan dan pembayaran kepada Jurnal untuk mengakui konstruksi 

kontraktor pada tahun 2016: 

Nomor Kade 
Tang gal Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

10-Nop-15 BASTP 5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 5.000.000.000 

Gedung Ternpat Olah Raga 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000.000 

Jurnal LRA 

Norn or Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

10-Nop-15 BASTP 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion 5.000.000.000 

3.1.3.01.01 RK PPKD 5.000.000.000 

llustrasi 2: 

SKPD ABC membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 

2015 dan 2016. Pada tanggal 10 Nopember 2015 dilakukan pembayaran oleh 

PPKD· atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai 

Rp5.000.000.000,00 ke Kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap 

kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember 

tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan 

diikuti dengan pelunasan sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui mekanisme LS 

pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam 

pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015. 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

Jurnal LO atau Neraca) 

27-Des-15 SP2D LS 5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 4.000.000.000 
~edung Tempat Olah Raga 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.000.000.000 
Jumal LRA dengan kode rekening 

PermendaQri 64/2013) 

5.2.3.26.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 4.000.000.000 
3edung Olah Raqa 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.000.000.000 
Jumal LRA dengan kode rekening 

Permendagri 13/2006) 

2.1.5.02.01 Utang Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 4.000.000.000 

Jumal LRA) 
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Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 
22-Des-15 BAPB 1.3.6.01.01 Konstruksi dalarn Penaeriaan Stadion 2.500.000.000 

2.1.5.02.01 Utang Belanja 2.500.000.000 
Jumal LO atau Neraca) 

26-Des-15 SP2D LS 2.1.5.02.01 Utanq Belania 2.000.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 2.000.000.000 

Jurnal LO atau Neraca) 

5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 2.000.000.000 

llustrasi 3: 

SKPD ABC membangun stadion secara multiyears selama dua tahun (2015 dan 

2016) dengan total anggaran Rp5.000.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 untuk 

tahun pertama, dan R3.000.000.000,00 untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan 

oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 2015 kontraktor berhasil 

menyelesaikan 50% pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor 

menagih ke SKPD ABC setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik 

pekerjaan telah selesai 50% dalam Serita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 

· Desember 2015. Pad a tanggal 27 Oesember 2015 PPKD membayar kontraktor 

secara LS sebesar Rp2.000.000.000,00. 

Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion 

tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 

rnelalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mencatat 

transaksi ini adalah sebagai berikut. 

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2015. 

Bukti Rekening 
01-Des-16 BASTP 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Penqeriaan Stadion 10.000.000.000 

2.1.5.02.01 Utang Belanja 10.000.000.000 
~Jurnal LO atau Neraca) 

1.3.3.01.01 Geduna dan Banounan 15.000.000.000 
1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Penqeriaan Stadion 15.000.000.000 

Jumal LO atau Neraca) 

20-Des-16 SP2D LS 2.1.5.02.01 Utang Belanja 10.000.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 10.000.000.000 

Jurnal LO atau Neraca) 

5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 10.000.000.000 
Geduno Temoat Olah Rana 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10.000.000.000 
Jurnal LRA dengan kode rekening 

Perrnendaari 64/2013) 

5.2.3.26.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 10.000.000.000 
GedunQ Olah Raqa 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10.000.000.000 
Jumal LRA dengan kode rekening .. 

Permendagri 13/2006) 
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ini adalah contoh 

6. llustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan 

a. llustrasi Penyajian 

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari · Aset. Berikut 

· penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah 

Tang gal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 
01-Des-16 BASTP 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion 2.500.000.000 

2.1.5.02.01 Utana Belania 2.500.000.000 
Jumal LO atau Neraca) 

1.3.3.01.01 Geduna dan Banaunan 5.000.000.000 
1.3.6.01.01 KonstruKsi dalam Penoeriaan Stadion 5.000.000.000 

Jumal LO atau Neraca) 

20-Des-16 SP2D LS 2.1.5.02.01 Utana Belania 3.000.000.000 
3.1.3.01.01 RK PPKD 3.000.000.000 

Jumal LO atau Neraca) 

5.2.3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 3.000.000.000 
Geduna Temoat Olah Raaa 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.000.000.000 
Jumal LRA jika menggunakan kode 
ekening Permendagri 64/2013) 

5.2.3.26.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 3.000.000.000 
Geduna Olah Raaa 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.000.000.000 
Jurnal LRAjika menggunakan kode 
ekening Permendagri 13/2006) 

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada 

kontraktor pada tahun 2016: 

Gedung Temoat Olah Raaa 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000.000 

[Juma] LRA jika menggunakan kode 
ekening Permendagri 64/2013) 

5.2.3.26.05 ~elanja Modal Pengadaan Konstruksi 2.000.000.000 
Gedung Olah Raga 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000.000 
Jumal LRA jika menggunakan kode 
ekening Permendagri 13/2006) 
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
NERACA 

NERACA ASET TETAP 

(Dalam Rupiah) 
Uralan 20Xl 20XO 

ASET 

ASET LANCAR 
Kas di Kas Daerah xxx xxx 
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx 
Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx 
Investasi Jangka Pendek xxx xxx 
Piutang Pajak xxx xxx 
Piutang Retribusi xxx xxx 
Penyisihan Piutang xxx xxx 
Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pu sat xxx xxx 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 
Bagian Lancar Tuntutan Gan ti Rugi xxx xxx 
Piutang Lainnya xxx xxx 
Persediaan xxx xxx 

Jumlah Aset Lancar xxx xxx 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
Investasi Nonpernianen 

Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx 
Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx 
Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx 
Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx 

Jumlah Investasi Nonpermanen xxx xxx 
lnvestasi Pernianen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx 
Investasi Perma.nen Lainnya xxx xxx 

Jum.lah Investasi Permanen xxx xxx 
Jum.lah Investasi Jangka Panjang xxx xxx 

ASET TETAP 
Tan ah xxx xxx 
Peralatan dan Me sin xxx xxx 
Gedung dan Bangunan xxx xxx 
Jalan, Irigasi dan: Jaringan xxx xxx 
Aset Tetap Lainnya xxx xxx 
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx 
Akumulasi Penyusutan xxx xxx 

Jumlab Aset Tetap xxx xxx 

DANA CADANGAN 
Dana Cadangan xxx xxx 

Jumlab Dana Cadangan xxx xxx 

ASET LAINNYA 
Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx 
Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxx xxx 
Aset Tak Berwujud xxx xxx 
Asel Lain-lain xxx xxx 

Jumlah Aset Lainnya xxx xxx 

JUMLAHASET 'XXX xxx 
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~lat angkutan bertambah Rp100.000.000,00 disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan 
: berkurang Rp50.000.000,00 disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas . 

Rp50.000,00 Rp300.000,00 
Rp125.000,00 

Rp100.000,00 
Rp 75.000,00 

Rp250.000,00 
Rp 50.000,00 

, 1· Alat Angkutan 
· 2. Alat Kantor 
' 

! -~ '•. 

2015 Berkurang 
t ij:apat dirinci sebagai berikut: 
t' 
; J:. . 2014 Bertambah ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dalam ribuan 

t;~ 

I ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tSistem Akuntan~i Pemeritah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Asel Tetap) 

·~!~ i, 
lf 

'i: " ' 1 

Rp150.000.000,00 
Rp350.000.000,00 Rp300.000.000,00 

Rp100.000.000,00 

. ,;. 

. } 
ft Peralatan dan Mesin 
( ~· ft Kontruksi dalarn Pengerjaan 
1! J, r .i· 
;Peralatan dan Mesin sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, 

t ~.~ET TETAP . 
~'Asel tetap di Dinas Pekerjaan Urnurn sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari: ,\ . .· 
'.'. i 2014 2015 

Berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap di neraca SKPD: 

1) rincian kontrak konstruksi dalam penqerjaan berikut tingkat penyelesaian dan 

jangka waktu penyelesaiannya; 

2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 

3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

4) uang muka kerja yang diberikan; 

5) retensi. 

b. llustrasi Pengungkapan 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap 

sebagai berikut: 

1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 

amount); 

2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 

penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap; 

3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap; 

5) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 

6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

Terkait dengan kontruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus 

mengungkapkan hal-hal berikut: 
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Rp. 20.000.000 
Rp. 30.000.000 

Jumlah 

i2ah senilai Rp200.000.000,00 rnerupakan tanah yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari: 
'No SKPD Jumlah 
!\{t, 
;;; Dinas Pendidikan Rp. 50.000.000 

r- f~1 Sekretariat Daerah Rp. 150.000.000 
;!:f!f •..•....•....••.•.•..•....••.••.••....••..• 

· !~ilaian tanah berdasarkan harqa perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik. 
tP~ralatan dan Mesin senilai Rp150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah .~ 
jerah, yang terdiri dari: 
:~ . l.P. SKPD 
1\: Dinas Pendidikan 

• g;,, Dinas Kesehatan i:t, 
·)t ·,,.~,, . 
'.~W:hilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan. 
'$\1 

Rp. 150.000.000 Rp. 100.000.000 

Rp. 100.000.000 Rp. 0,- 

Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 
Rp. aoo.ooo.ooo Rp. 200.000.000 
Rp. 150.000.000 Rp. 100.000.000 

sejurnlah Rp1 .000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari: 
2014 2015 
Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 

.l~SET TETAP 
-~· 

-~set tetap 
. ;}\, 

.JP·· 
mranah 
~j~. 

'2'.Peralatan dan Mesin 
?1\;:-~ 
1fGedung dan Bangunan 

· t4\f:Jalan, lrigasi dan jaringan 
i~= 
J{Aset Tetap Lainnya 

. Rf 
)9,n<ontruksi dalam Pengerjaan 

. ?~-- 

~:· 
~:~\f~ 
l}lustrasi pengungkapan aset tetap pada neraca pemerintah daerah: 
~~-·~ 

:: ff~ngan tingkat penyelesaian sebesar 50%. 
,(!."._. 

t ~l: 

l'.:.- 

;~ontruksi dalam Rp100.000 Rp50.000 Rp150.000 

l pengerjaan 
J kontruksi Dalarn Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak 
~ i~mbangunan gedung olahraqa sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang 
'ctibiayai dari APBD tahun 2014 - 2017. Uang muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp150.000.000,00 

~~ 
if.' 

' ~fi~i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f A.lat kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 
It-"·11 top t uni ap . 
I![ 
~{ 
!~ontruksi dalam Penqerjaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga 
'terolehan, dapat dirinci sebagai berikut: 

1;· 2014 Bertambah Berkurang 2015 
Dalam ribuan 
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I it 

'

'1;• 
ill· 

~ 
i· t~· 
i .( 

i. ffl, 
~Ji 

barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 

penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara barang/pengurus 

.. l 

: tinjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa 

ftpyusutan. nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (overstated). Dalam Buletin 

§J~knis SAP Nomor 5 tentang Penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan 
~ . . 
{glQ1aksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkdn 

· f~i'.makaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. 
$t~} 

}f' Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap 

. f!J~galami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya 
l~'.., 
lseiring waktu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa ·~,~··· 

TilMah dan konstruksi dalam pengerjaan rnerupakan dua jenis aset tetap yang tidak ti, 
,ta1,sus utka n . 
~\~, 
,;t;.!W:l i!rr it. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 

J:'' Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi aset 

;:, tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah: 

!;\!- 1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang SKPD 
~,f'· 

• ·.t. 

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan 

erintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas 

i perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 

mfaat aset yang bersangkutan. 

~- ( Penyusutan merupakan penyesuaian ni!ai yang terus menerus sehubungan dengan 

· iij urunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. 

nurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. 

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset 

SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP 

DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran X 
Norn or 
Tanggal 

... 



Hal. 159 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap) 

D. ILUSTRASI 

llustrasi Metode Penyusutan 

Metode penyusutan yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Garis Lurus 

(Straight Line Method), 

.,.~. 
lt' 
~~ 
• .. Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan 

::Wilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban 
~·?:· 

· ~penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pad a akhir periode harus 
;1,. . ' 

J~itutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan 
:i::~f·, 

Yclan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi 
,l_t 

. merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. 

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset 

'tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi 

rnenjadl pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan 

· aset tetap/aset tidak berwujud yang· tel ah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan 

arnorfisasinya menjadi nilai buku (book value) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut. 

xxx xxx Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 

xxx xxx xxx XXX Beban Penyusutan dan Amortisasi .... 

Debit Tanggal 
Norn or 
Bukti 

Kred.it Kode Rekening Uraian 

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, 

semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut: 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah: 

Bukti Memorial 

Ookumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan 

amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud. 

JURNAL STANDAR 

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat penatausahaan 

keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan yang 

dimulai dari jurnal hingga penyajiannya laporan keuangan SKPD. 

•, 

~: 
i ij· 

r], 



Hal. 160 

1.000.000 

llustrasi: 

Harga sebuah printer adalah RpS.000.000,00. Dlestirnasikan bahwa printer ini 

dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kemampuan mencetak · 

100.000 lembar kertas. Setelah masa manfaatnya habis, printer tersebut 

diharapkan dapat terjual dengan harga RpS00.000,00 (estirnasi nilai sisa). Jika 

printer ini disusutkan menggunakan metode garis lurus, maka besarnya beban 

penyusutan adalah Rp1 .500.000;00 per tahun (Rp5.000.000,00 - RpS00.000,00)/3 

tahun). 

Metode G·aris Lurus (Straight Line Method) 

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam 

penyusutan, Metode garis_ lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus: 

harga perolehan - estimasi nilai sisa 
beban penyusutan = -------------- 

. estimasi masa manfaat 

W.~tem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap) iil . 'i I 
.-~j;." 

Dalam metode ini, besaran beban penyusutan setiap tahunnya tergantung dengan I :::g~~~~~::i;~;::;::;:::~:~~:::::b t::~n~ki~i::::a~e;:::u~:h~:et b::; 
ill ~gg;,i 
;E:{· ILUSTRASI AMORTISASI 

. f!;~t 

el~1: Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud 
r,1.f:'.~: l~i, yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai 

ifJamortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset 
)~g~i '~f tetap tidak berwujud dalarn neraca dan be ban arnortisasi dalam laporan operasional. I . . 
iii' llustrasi: 
i;t 
~\;;· Dinas Pertanian ABC memiliki hak paten atas pupuk organik yang dikembangkannya. 

It Nilai perolehan hak paten tersebut adalah Rp40.000.000,00 untuk masa 40 tahun. n. · ir Beban amortisasi ditentukan setiap akhir tahun menggunakan metode garis lurus. 
t>"i : H ', Maka besarnya amortisasi setiap tahun adalah Rp40. 000.000,00/40 tahun adalah 

.);; 
t~t Rp1 .000.000,00. 
'i}t 

. '}:. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut: 
l·~~r.·, .--------,.---.------,.--------------.----....-----, IJ Nomor Kode 

Ii r-------Ta_n_gg_a_l ~----'+· ·~A.'-~.u'-,N_i;-+. ·~,~-·~,k_e._,:iir_,~_: '""li','-',~:~'--p-"'i.~!;_ • .:·;-"·"~'-:,. -"'.;,;-'--d""-'r~~!,'""'?t_i,.""-,..,._.····~· ~-··+--·-~_,,e~"-' •. '.t"'-:: ... -'-'i'+-f·-"::_.K_r~'-'-d!t_::,.---;. "· ;. tl 31 Desember 20XX XXX 9.1.7.04.04 Beban Amortisasi Paten 

, it, ------~~__.__1_.s_.3._06_.o_4~--A_k_um_u_1a_si_A_mo_rt_is_as_i P_a_te_n _ _.__ __ __.__1._oo_o_.0_00~ 

il 
V•,., 
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. xxx 
xxx 

(%) 

~1,~tem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Penyusutan Asel Tetap) 
iii·" il . 

J'+ 

35 ASET TET>.P 
36 lanah >00( xxx 
37 P eralatandan Mesln >00( )OQC 

38 Gedurg danBangman >00( )OQC 

39 .alen, lrigasl ,dan Jar!rgan >00( )OQC ,o Asel Tetao La!nnVl lOO( xxx 
L1 Korstnksl dalam P enaeriaan >00( )OQC 

!£2 Ak urn ulasl P en\us.Jiari . '' . ' z • 
; ; f• :ri·. .. ··f:. ··c:.c&r : ' . ,,''"fmj'''] I ,. ' i'.~.l .. -, .. \i: 

,3 Jumhth Aset T etap (36 sfd 42) JXX xxx 

N:>. urelen 20!(1 20XO 

1 ASET 
. .., . 
3 ASETLANCAR 

' kasdl KasDaeral" x::x lOO( 

5 kasdi Berdahara =>engell.Bran x::x lOO( 

(C>alam Rupiah) 

HERACA 
PER 31 DESEMSER 20X1 0AN20XO 

11· !l Penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
~J ~i . (tj; PEM:RttHAH PRO\IIHSIJKABUPATEH '1<0TA fly-:,.• 

! 
.. .,., 
rr.· r 

~~· rt 
!"~l~· 

t~): 
l·,i· «· 

@1 
~' 
11.ir 
~· if'· 
11\\.i··· !E'.t, ft 
~~1; 
Wt tr! l: 
'l"t i ~;5 

·il 
-'</· 
~ 
~.'.··.·.;. r;;1;· 
iii~ • 

. ';ti 
f 

J! 

xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 

Beban Pemeliharaan· xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 

l ·. KEGIATAN OPERASIONAL 
·1· j PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Pendapatan Asli Daerah Lainnya 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 sld 6) 

20X1 Kenaikan/ 
Penurunan 

20XO 

(Dalam rupiah) 

11; URAIAN 
i ·, 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN Y.Al-lG BERAKHIR S/WfJ/>J DENG.Al-131 DESEMBER 20X1 dan 20XO 

·r 
i)LUSTRASI_ PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN 
\penyajian beban penyusutan di Laporan Operasional dapat dhlustraslkan sebagai 



Hal. 162 !(item Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura(Sistem Akuntansi Dana Cadangan) 
;ij, . 
~~~ I' 

' 

ilr: ~: 

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai 

-·-·-------- --· 

Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan 
Dana Cadangan Pembangunan Gedung 
Dana Cadangan Pembangunan Waduk 

--------- , Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada 
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga 
Nasional (PON) 
Ost. ... 

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

·.1 .. ~-:/ ·v··•. 
:~· 1$2 . l\t r.g 
iggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana 

!dangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga je!as tujuan dan 
;~:. 

• ][8galokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan 
~:~;>' 
iVi,erah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, 

$fqgram dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian ':,.i 
. 1ahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana 
. ~;, 
.: ~-·~·~ 

;f?.pangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 
, t·!tr 

.. ~T(. 

'.i<lasifikasi 
~iJ.v, 

. ~.fy: 

. 
1pf~a 

cadangan masuk kedal~m bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan 
~"-:- . !:u dirinci lagi rnenurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: ,. . 
';!/; .... 
111[ k!r; 
~~'t 
f~\1' 

!lf 
1'f r:ti ~i 
!'ti{ 
··i}i' 
fl(:- 
iti 
t1.t·· 
fi!r '- ),if 
'~t :\S{. 
k~, '.~!: PIHAK-PIHAK TERKAIT 
li,, 
~f- Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain Pejabat 
~i:}; 

... ·;., Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan 
~IA 

~ )~( Daerah (PPKD). 

{t 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 
:d· . ::, 
~if;. 
.'( 

~ berikut: 

SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran XI .. 
Norn or 
Tanggal 
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Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan • Pembentukan Dana xxx 

Cadangan Pilkada xxx Perubahan SAL xxxx 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening •.' xxx xxx xxx Dana Cadangan - Pilkada xxx 

. - - xxx Kas di Kas Daerah xxx 

Jurnal Standar - Pembentukan Dana Cadangan 

Jurnal LO dan Neraca 

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS 

terkait pembentukan dana cadangan. 

. ., Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas: 
'Ii, . I a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses 

I.} penggabunganlkonsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD 

Ii b. menandatangarn surat pernyataan tanggung jawab PPKD 

If DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
!it'(' 
rj Ookumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya: -'~· It 1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan; I: 2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas 

j\ umum daerah ke rekening dana cadangan; 
~~ ~tf;' 3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah; 
f,.c' l~:,4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; 

f{5. Dokumen lainnya. 

Ci{JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI 
:}~, 
~:;:iir. 
i'$h 1. Pembentukan Dana Cadangan 
{-.~I 
~'i 
'2;'[! fl'1v 
fj 
tk 
~{ ~r @.\· ~;;:,. ·~ r,~( 
~f,' 
~ w 
j;: 
,'I; 

f.~ 
i~. 
ii\' :J Jurnal LRA 

~ ':i 
i~i 
t:h 
I 

. ~I-• 

a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi 

yang sah ke Buku Jurnal Umum 

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku 

Besar masing-masing rekening (rincian objek) 

c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK) 
. } 2. PPKD 



Hal. 164 item Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura(Sistem Akuntansi Dana Cadangan) 
~; . 

I 
~ ·''j 

Tanggal Norn or Kode uralan Deb ii 
,. 

F<redit 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Penerimaan Pembiayaan - Pencairan Dana xxx 

Jurnal LRA 

XXX Dana Cadangan 
XXX Kas di Kas Daerah xxx 

Norn or 
Bukti 

Tanggal . Kode ··ui~fa'n · ' 
Rekening xxx xxx xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar - Pencairan Dana Cadangan 

Pencairan Dana Cadangan 

Tanggal Nomor Kode Urala".l Debit'.: l<~~tl,,: 
Bukti Reken.ing·· ... . ........ . . -~ xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Lain-lain PAD yang Sah-Jasa Giro/Sunga Dana xxx 

Cadangan - LRA 

Jurnal LRA 

)ii;: ~t: ~':ir, 
1ijir:_. ~r ~~-~ ,~r· ,;{, R( l,:if 
~~;· 

~i~~ 
;'\~ \,.:- t~t, 
!:.,.'fl 
~ fl 3' 

J! Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju 

f maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana 
~<jt: iw Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. 
it~:~ ,1: 
~.;I, 

,'f~· 
JA• 
'if i~i· 
~~i 

,'.i .. 
.t..', 
vi'+ ).:: 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti .Rekening .• · ... ,, .. xxx xxx xxx Dana Cadangan xxx xxx Lain-lain PAD yang Sah -Jasa Giro/Bunga Dana xxx 

Cadangan - LO 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar - Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 

Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio 

dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan 

daerah tentang APBD. 

·; 2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa 

giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke 

dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA 

dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Sunga Dana 



Hal. 165 ft~m Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura(Sistem Akuntansi Dana Cadangan) 
t'.'·'1.1,_i •. • . l e. 

; 

·f 

~}. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 
.,·!~ 
~, Tahun 2013) 
111· 
~~· 
) Jurnal LO dan Neraca If 
~ r-;.·.·-:, 

transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD) melakukan penjurnalan 

sebagai berikut: 

Berdasarkan bukti pengelolaan dana cadangan sebesar Rp25.000.000,00. 

berupa nota kredit nomor 06/NK/111/2015 tertanggal 1 Maret 2015 diperoleh hasil 

tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa 

giro/bunga sebesar Rp25.000.000,00 per bulan. Berdasarkan bukti transaksi 

pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp2.000.000.000,00 per 

Tanggal Nomor Bukti Kade Uraian Debit.· · · : Mreof\'F:' : 
Rekening 

01-Feb-15 SP2D-LS 04/11111 7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan 2.000.000.000 
2015 Dana Cadangan Pilkada 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000.00C 

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit Kredl! 
Rekening 

01-Feb-15 SP2D-LS 04/1/11/ 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - Pilkada 2.000.000.000 
2015 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.000.000.00 

tahun anggaran. Berdasarkan dokumen SP2D-LS Nomor 04/1/11/2015, fungsi 

pembentukan selama 5 (lirna) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per 

I tlustrasl 1 : 

1.: •!• Pada tanggal 1 Februari 2015, Pemerintah "ABC" membentuk Dana Cadangan 
t'e,, 
t({/' fi Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu 

I' }'! 
" /,~ 

nti; ~L .,.); 
lli,1. 
~·.\.·· 

jf:. akuntansi PPKD mengakui pembentukan dana cadangan dengan menjurnal: 
·wt 1~ Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 
it' Tahun 2013) 
¥'/! 
~- fl} Jurnal LO dan Neraca 
~- !, 
'/i. 
!,\~: 

~J 
·~, 
},1f Jurnal LRA ~\\\: ft:-)_ 
f,,1t. 

I ·t··I, II t . 2 tdii',- us rast : 

lf. •!• Pada tanggal · 1 Februari 2015, Pemerintah "ABC" membentuk Dana Cadangan 
fL~: til. Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu 
ti:. :!'fl, 

I r'{} 
·t~f 
~1f p.· ·,¥}: ~· 
~; 

Cadangan 



Hal. 166 
a,,., 

~istem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura(Sistem Akuntansi Dana Cadangan) 
!/: ' r 

Tanggal Nomor Kooe ; Uralan 
.. 

-·Debit . 'Krei:lit/ ·· ·;: · ,, ,. 

Bukti Rekening 
1-Feb- 23/NK/ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10.000.000.000 
2020 2020 

7 .1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan - 10.000.000.000 
Pencairan Dana Cadangan 

11.500.000.000*) 

Tgl 

Februari 2020 dilakukan pencairan dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi 

tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD) melakukan penjurnalan sebagai 

berikut: 

tahun anggaran. Pencairan dana cadangan akan dilakukan pada 1 Februari 2020. 

Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 03/NK/11/2020 tertanggal 1 

25.000.00( 

25.000.00( 

·f 8.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah-Jasa 
,;.· Giro/Bunga Dana Cadangan - LO ·; J1.-u_rn_a_l _L--:'R,-A __ __. __._ ~----"----~-----'-----' 
·! 

01-Mar- 
15 

06/NK/ 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 
111/2015 

.. ~,:: ....... -~. 

: . .,· ... : .. · Nomor · . Kode · · · . .· ."· , ~i:. ·'8raian-: .:1 :- ; : . ·, 
l;l,4~JL .. ·~B~t~.Qing,::: ~ :. ,: ·, : ,_-:_,._ ·:;~\~, ·:j~ -r~:-./ ::,:·:i· .' -·· ..... 

25.000.00 

Tanggal 

~ ~~~--r--~~~....-~---,-~--r-~~-,-~----,--,-,---,-,--~~~-.~----,-----,-~,--~----,-~= 

({ Tanggal .. 1 N;~r,. :.,Re~~~r~g~ .. i·.,_,. :,,;~:.~;,~-.;;~.c'.-,~~~'.f~~-·/,,;,.,,. ·-~- '": Debit ~r~.~ll_ l\l · 01-Mar- 06/NK/ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 
.ti,• 15 111/2015 I 4.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah -Jasa I Gim/B""9' Daoa Cadaogaa . LRA 

J llustrasi 3: l ·:• Pada tanggal 1 Februari 2015, Pemerintah "ABC" membentuk Dana Cadangan 

I Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu 

~:: · pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per 
tl ,r ii1 
;;~· 

~~; ii· ~& ~~ 'ii'll it· ~r~· tr Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 

f~i · Tahun 2013) 11· 
~ Jurnal LO dan Neraca I 
~;· tl il 1-Feb- 
f,/![ 2020 

1.4.1.01.01 Dana Cadangan 
1;~ ') Asumsi akumu/asi se/uruh bunga dana cadangan setama periode 1 Februari 2015 s.d. 
~·t m- 1 Februari 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 
W'f ij· 
ii' Jurnal LRA 
t..f '~!' 
~; ,,r 
'' r~; 
""· (u 
Hf ;lt 
l1' ·t~ ~! Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di. SKPD 

' . "!-' pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu 
11 i pada prosedur belanja dan akuntansi belanja. 



Hal. 167 
'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rst·m Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura(Sistem Akuntansi Dana Cadangan) 

m_ m~ 

Tanggal Nomor Sukti Kade Rekening Ur~ian D~bit : . - :, - i·Kre.~l!· ,f, ·; 
01-Apr-2016 XX/SM/111/2016 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 30.000.00( 

4.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah-Jasa 30.000.000 
Giro/Sunga Dana Cadangan-LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Sukti Kade Rekening Uraian Deb]t .Kresm .. 
01-Apr-2016 XX/SM/111/2016 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 30.000.00C 

8.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang Sah -Jasa 30.000.00C 
Giro/Sunga Dana Cadangan - LO 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi pelaksanaan anqqaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 

Tahun 2013) 

Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap dilakukan transfer dari rekening 
kas daerah ke rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama 5 kali). 

Catalan: 

9.000.000.00( 

01-Maret-2016 

Kode Rekening • · . • Uraf~n .. Nomor Sukti 
9.000.000.000 

Perubahan SAL 0.0.0.00.00 

7.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan - 
Pembentukan Dana Cadangan Waduk 

SP2D-LS 
Tanggal 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Sukti Kade Rekening Uraian Debit. .: -Kr¢dit 
01-Maret-2016 SP2D-LS 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - Waduk 9.000.000.00C 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 9.000.000.000 

Jurnal LO dan Neraca 

t'; Pemerintah Kabupaten "ABC" membentuk Dana Cadangan- Pembangunan Waduk , . 
... , 
;: Brang Bara-Brang Biji pada tanggal 1 Maret 2016, dengan nilai sebesar 

Rp45.000.000.000,00 dan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau 

masing-masing Rp9.000.000.000,00 per tahun anggaran. Diperoleh hasil pengelolaan 
x· 

tf dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp.30.000.000,00 per bulan. Pencairan 
i<· 
;: dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021. 

~f Saat Pembentukan Dana Cadangan 

I Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 

Tahun 2013) 



Hal. 168 ~'[tern Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura(Sistem Akuntansi Dana Cadangan) 
.,-'\ 

l 

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD saat dilakukan pencairan dana 
atau dilakekan transfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas 

45.000.000.000 

45.000.000.000 

Kredit 

Pencairan Dana Cadangan I Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nornor 13 

~- Tahun 2006) 

~;- Jurnal LO dan Neraca 
111: , 
Wi' Tanggal Nom~r Kod~ Uraian · Debit 

f&. 1-Mar- 231~~~~2 . t;~!l6~~it::' ,:.;~s·~;'~~'~;;~~~~~t· ,,,, · ·{, ,,·.,·· '" '·· . -~~-~·o~.ooo'.o~-c 
ffi' 2021 1 
!if' 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 46.800.000.000*) t ·i Asums, akumulas, se/uruh bunga dana cadangan se/ama periode 1 Maret 2016 s.d. 1 Maret 2021 sebesar Rp1. B00.000.000,00 

I,~ Jurnal LRA -~· i.' 1--Ta_n_gg_a_1 __ .N_;_r;~k~_r_ .. __ .R-'-f-~~~:~-~,;~·g ..... i;.-1<,_.: __ .. ,;_;_·:_··-'-}~~·r•_)_,' .. • __ ;~_ra~}:_t_:_·,. __ .·:-'-·-·_:_ -: __ __,__o_e_b ..... it· ..... ·~-+-~ ... ~--·-K_q'! __ ~i-).:_':'_:·.....; 
·,Wi 1-Mar- 23/NK/ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 

: i'. 2021 2021 
7 .1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan - 

• ~··· Pencairan Dana Cadangan ~: 
)ll'' 
~~r Catatan: ~-· 
~: Jurnal ini 1,p• r< cadangan 

daerah. 

" · t; Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap diterima jasa giro/bunga hasil 
pengelolaan dana cadangan (setiap bulan). 



Hal. 169 \~Stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 
~.: 

Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjuafan Angsuran 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

' 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga SeWa 

-· 
Kerjasama Pemanfaatan 
Bangun Guna Serah 
Bangun Serah Guna 

Aset Tidak Berwujud Goodwill 
Lisensi dan Frenchise 

- 
Hak Cipta 
Paten 
AsetTidak Berwujud l.alnnya 

Aset Lain-lain Aset Lain-Lain 

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA 
I l~~ it. t· 
f j; 
I Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awai Pemerintah 
ifi~,. 

fflaerah, dinyatakan bahwa aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak f apat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana 
;i. 
~cadangan. 

l·. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi 
A-;fi'· 
~emerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial 

~otential service) di masa depan. 
~!:" l Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan 
tit· 
l.bmpleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah 

fehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua 

iandar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki ~{: . 

f~)rakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. 
ll;l'' 
~l(iasifikasi : 
V<,, 
>:i'f 
i~~lam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: 
Ii. -':/JI· It. 
~t ,tr 
f.Z, 
i!f 

I ,;~~ 
~~:. 1,m 
~\.,( f. 
I 
.l,'i~ 
Iii,:\ 

~] I 
~; . i,I~,'. 
!.''1 

-I' 
fll if ;; 
~~ari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi 
H'~· 
[(ewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. 

I 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran XII 
Norn or 
Tanggal 

-, .. 



Hal. 170 ~~stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Asel Lainnya) 
·,).. 

·;l 
'1 
1 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada SKPD antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara 

Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PNKPA). 

a. PPK-SKPD 

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas menandatangani 

laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses 

penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

b. PPKD 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan 

Besar masing-masing rekening (rincian objek) . 

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), 

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku 

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi 

yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

akuntansi pada PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: 

fungsi Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 

Keuangan Daerah (PPKD). 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada PPKD antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola 

i { 
1 

~~et lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi: 

,. Tagihan jangka panjang; 

J. Kemitraan dengan pihak ketiga; dan 
:r.·>r:~ it Aset lain-lain. 

~set lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi: 

fi Aset tak berwujud; dan 
l>? ~~~· 
1~ Aset lain-lain. i~· 
ij. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
fat 

~t: ~r 1. Pl HAK-PI HAK TERKAIT PPKD 
't/ 
~ 
~. 

lr.:i.·1·: 1; 
~~; 
\','~ ~-· ~l' 
)~·l 

~i 'i: 
(\f(' 

!!. 
,l(l 
•"";(· 

ft~ 
~t ft 

. ~~,. 
t~: i.f, 
fl rii:, ;: 
t;i.1 
~:. fa{~ 
~t i~; 
1~1 {i~· ,r 
r4·:, ~\f ~-s1 
~-~~· 
!.tr t;rJ. i;?, 

·. y;j 2. PIHAK-PIHAK TERKAIT PADA SKPD t:J.~i 
l'.f.: 
lj;'· 
'''l'! . f}J!r 

'\·f, 

t~{h- 
~:t'°'•. ''"t I ~& 
~)f 

1~'!"1 
' "'- 



Hal. 171 · fil.stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sisfem Akunfansi Aset Lainnya) ~t . 
fil'!{ . 

. 
}. .i: 

Uraian Dokumen 

Tagihan Jangka Tagihan Penjualan Angsuran: Kontrak/Perjanjian Penjualan 
: Panjang a. Penjualan Kendaraan secara Angsuran/Berita 
I Perorangan Din as Kepada Acara Penjualan/ yang I 

Kepala Daerah Dipersamakan 
b. Penjualan Rumah Golongan 

111 

1. Dokumen pada PPKD 

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada 

PPKD: 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi 

akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi 

yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

2) tv_1emposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek). 

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca 

dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

b. Bendahara Penerimaan SKPD 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki 

tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang 

terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD. 

c. Bendahara Pengeluaran SKPD 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki 

tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang 

terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD. 

ct. PNKPA 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PNKPA memiliki tugas: 

1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses 

penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada 

PPKD (PPK-PPKD). 

2) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab PNKPA. 



II 

Hal. 172 ~istem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 

.. 

1. Jurnal Standar dan llustrasi pada PPKD 

a. Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan 

ganti kerugian daerah. 

JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI 

r·-----·------ -- 
Uraian Dokumen 

Aset Tidak Lisensi dan Frenchise Surat/ljin dari pemegang 
Berwujud Haki/Dokumen yang 

Dioersamakan 
Hak Cipta Haki/Dokumen yang 

l- Dipersamakan 
I Paten Haki/Dokumen yang 

Dipersamakan 
Aset Tidak Berwujud Lainnya Dokumen menyesuaikan 

Aset Lain-lain Barang Rusak dalarn Proses Surat Usulan 
Penghapusan Penghapusan/Dokurnen 

- yang Dipersamakan. 

Berikut disajikan dokumen terkait denqan sistem akuntansi Aset lainnya pada 

SKPD: 

2. Dokumen Pada SKPD 

Uraian Dokumen 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Keputusan Pembebanan 
i dan/ atau Dokumen yang 

Dipersamakan 

Kemitraan Sewa Kontrak/Perjanjian - 
dengan Pihak Sewa/yang Dipersamakan 
Ketiga 

I 
Kerjasama Pemanfaatan Kontrak/Perjanjian 

I Kerjasama - Pemanfaatan/ 
dokumen yang 
Dipersamakan 

~ 

Bangun Guna Serah (BOT) Kontrak/Perjanjian 
Kerjasama - BOT/Dokumen 
yang Dipersamakan 

Bangun Serah Guna (BTO) Kontrak/Perjanj ian i 
i Kerjasama - BOT & I 
I BAST/Dokumen yang I 

Dipersamakan 
Aset Lain-lain Restricted Cash Per- 

KOH/SP20/Dokumenyang 
Dipersamakan 



Hal. 173 ~{stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD 

maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus dilakukan pencatatan 

atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Fungsi 

Tang gal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx ITagihan Angsuran Penjualan xxx 
xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan xxx 

Bangunan 
xxx Surplus penjualan Aset Gedung xxx 

dan Bangunan-LO 
xxx Asel Tetap - Gedung dan xxx 

Bangunan 

Jurnal Standar - Tagihan Penjualan Angsuran 

Jurnal LO dan Neraca 

•!• Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima 

dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada 

pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjua/an 

angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada 

kepala daerah dan penjua/an rumah golongan Ill kepada pegawai. 

•!• Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap yang 

dikuasai oleh SKPD. Sebelum proses dipindahtangankan/dijual, SKPD 

"menghapus" dari pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan 

menyerahkan aset tersebut.kepada PPKD. 

•!• PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan 

mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang akan dijual. 

•!• Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran. 

makafungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan 

penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan 

dengan angsuran. 

•!• Jurnal ini mencatat "Tagihan Penjualan Angsuran" di debit dan "Surplus 

Penjualan Aset Non Lancar" serta "Aset Tetap" di kredit (asumsi harga jual 

lebih besar dari pada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan 

penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam 

naskah/dokumen perjanjian penjualan. 

1) Tagihan Penjualan Angsuran 



Hal. 174 :Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 
·!· 

Kredi! Uraian Kode Debit I Tanggal I Nomor 

Jurnal LRA 

Tang gal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Angsuran xxx 
.Penjualan- Rumah Dinas 

Jurnal LO dan Neraca 

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi 

akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut(misalkan angsuran 

per bulan Rp1 .000.000,00): 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan xxx 
Angsuran - Rumah Dinas 

xxx Tagihan Angsuran Penjualan xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar - Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar 

Angsuran 

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang makasetiap akhir 

tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui 

piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti 

memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx RKPPKD xxx xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan xxx 
Bangunan 

xxx Asel Tetap - Gedung dan Bangunan xxx 

PPK-SKPD - Jurnal LO dan Neraca: 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx ~set Tetap - Gedung dan Bangunan xxx 
xxx RKSKPD xxx 
xxx Akumulasi Penyusutan Gedung dan xxx 

Bangunan 

Jurnal Standar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPD ke PPKD 

Fungsi AkuntansiPPKD - Jurnal LO dan Neraca: 

akuntansi PPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas pengembalian 

penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut: 
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- 
Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 
xxx xxx xxx Bagian Lancar Tuntutan Ganti xxx 

Kerugian Daerah lerhadap Pegawai 
Bukan Bendahara 

xxx Tuntulan Ganli Kerugian Daerah xxx 
terhadap Pegawal Bukan 
Bendahara 

Jurnat LO dan Neraca 

Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Jurnal Standar - Reklaslfikasl Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian 

· reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnat: 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non lancar, atau piutang 

yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo 

dalam satu tahun ke depan,fungsi akuntansi PPKD akan melakukan 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredil 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx rruntutan Ganti Kerugian Daerah xxx 
erhadap Pegawai Bukan Bendahara 

xxx Pendapatan Tunlutan Ganti xxx 
Kerugian Daerah terhadap 
Pegawai Bukan Bendahara-LO 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar - Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian 

"Tuntutan Ganti Kerugian Daerah" di debit dan "Pendapatan Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah-LO" di kredit. 

tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan 

tuntutan kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat 

dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen 

• Tuntutan Ganti Kerugian(TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan 

sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus 

dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah 

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

• Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah 

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Oaerah 

Bukti Rekening 
xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan -Angsuran/Cicilan xxx 

Penjualan Rumah Dinas - LRA 



Hal. 176 iS(stem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga - xxx 
Sewa Tanah Kantor 

xxx Asel Tetap - Tanah Lapangan xxx 
Olahraga 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pendapatan Tuntutan Ganti xxx 

Kerugian Daerah terhadap Pegawai 
Bukan Bendahara-LRA 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

x xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xx 
xxx Bagian Lancar Tuntutan Ganti xxx-i 

Kerugian Daerah terhadap 
Pegawai Bukan Bendahara 

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, fungsi I akuntansi PPKD akan menjurnal: 

I Jurnal Standar - Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti 

~f Kerugian Daerah r ~;. Jurnal LO dan Neraca ,. 
}1' 
I i. 

I 
lff (, j *) Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TGR 

i{i Jurnal LRA 
rl 
~·· 

I i; 
{1! 
ffe ,r, 
~. ti · ff b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

i1 Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Hr ~r . ;{ pemerintah daerah diperkenankan melakakan kemitraan dengan pihak lain 

tJ'. dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. 
~\'f 
·~i' Kemitraan ini bisa berupa: ft\ I 1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 

~'. Oiakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan 

1& perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan- ~~., 
~} ~f sewa. Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, 
r;,~ ;'f fungsi akuntansi PPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke "Aset Lain- .·,/· 
;· lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga". 

~ . J1 Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa 
¥.1 
~j, 
:,ii: Jurnal LO dan Neraca w;, 
:[ 
,\, 

1 ~~) 

*1<' 
r,i'. ·;: ,, 
~! 

l 



Hal. 177 

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut 

fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, 

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awai Pemerintah 

Daerah menyebutkan bahwa BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa 

pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketigalinvestor, dengan cara pihak 

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah 
pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan 
sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian 
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap 
menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP). 

3. Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer- BOT) 

2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredil 
Bukti ' . xxx xxx xxx Asel Tetap - Tanah Lapangan xxx 

Olahraga 
xxx Kemitraan dengan Pihak xxx 

Ketiga - Sewa Tanah Kantor 

Jurnal LO dan Neraca 

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus 

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah 

Terima, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Hasil dari Pemanfaatan xxx 
Kekayaan Daerah - Sewa - LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx xxx Kas di Kas Oaerah xxx xxx Hasil dari Pemanfaatan xxx 
Kekayaan Daerah - Sewa - LO 

Hasil dari kerjasama berupa uanq sewa akan diakui sebagai pendapatan 

"Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO". Berdasarkan Nota Kredit 

ya~g diterima dari Bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

·,,1 
. ~- ,. 

I 
·~- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
rtem Akuntansl Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Asel Lainnya) 

l tr ~- 



Hal. 178 . listem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga - xxx 
Bangun Serah Guna/BSG (BTO) atas 
Tanah Lapangan & Gedung Olahraga 

xxx Asel Tetap - Tanah Lapangan xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan .denqan Pihak Ketiga - Bangun Serah 

Guna - BSG/BTO 

oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. 

kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah 

untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran 

berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 

digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor 

• BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana 

untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. 

mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian 

menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah 

• Bangunan Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh 

pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut 

4. Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate - BTO) 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun xxx 
Guna Serah/BGS (BOT) atas Tanah Kantor 

xxx Asel Tetap - Tanah Lapangan Olahraga xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna 

Serah - BGS/BOT 

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah 

kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset 

yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

terpisah oleh masing-masing pihak. 

kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut 

fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang 

disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan 



Hal. 179 lsistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) ,. 

Tanggal Nomor Buktl Kode Rekening Uraian Debit Kredit xxx xxx xxx Belanja Barang dan Jasa-Konsultansi xxx 
- Software 

xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit xxx xxx xxx Aset Tidak Berwujud - Software xxx 
xxx RKPPKD xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud 

c. Aset Tidak Berwujud 

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan 

bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak 

mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas 

dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan· serta 

sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. 

Aset tak berwujud terdiri atas: 

a) Goodwill; 

b) Hak Paten atau Hak Cipta; 

c) Royalti; 

d) Software; 

e) Lisensi; 

f) Hasil Kajian/Pene!itian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang; 

g) Aset Tak Berwu)ud Lainnya; 

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. 

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi SKPD 

membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal tersebut mencatat "Aset 

Tidak Berwujud" di debit dan "Kas di Bendahara Penge!uaran" (UP/GU/TU) 

atau "RK PPKD" di kredit (LS)_berdasarkan dokumen sumber yang relevan. 

Olahraga xxx Utang Jangka Panjang Lainnya- x.xx 
Utang kepada Pihak Ketiga 
BGS/STO 



Hal. 180 

TangQal Nomor Kode Uraian Debit Kredil 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Asel lain-lain - Traktor Rusak xxx 

Jurnal Standar PengakuanAset Lain-lain 
Jurnal LO dan Neraca 

kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. 
"Akumulasi Penyusutan" di debit serta "Aset tetap (sesuai rincian objek) di 
tetap · yang olreklaslflkasl. Jurnal tersebut mencatat "Aset lain-lain" dan 

direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi akuntansi SKPD akan membuat 
jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akurnulasl penyusutan aset 

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset 

sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa beli, 
penghibahan, penyertaan modal). 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan 
karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena 

d. Aset Lain-lain 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
xxx xxx xxx Beban Amortisasi - Software xxx xxx Akumulasi Amortisasi Software xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai metode 
seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti 
halnya metode penyusutan yang t~lah dibahas pada bab aset tetap. Metode 
amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas 
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat 
ditentukan secara andal, pemerintah daerah dapat menggunakan metode garis 
lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan mencatatat "Beban 
Amortisasi" di debit dan "Akumulasi Amortisasi" di kredit 

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang 
dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan(Asumsi ada 
masa manfaatnya) disebut amortisasi. 

f ;srem AkuntansjPemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 

~t 

' ' x 



Hal. 181 , istem Akuntens! Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset La inn ya) 

Tang gal Nomor Kode Uraian Debit Kredil 
Bukti Rekenlng xxx xxx xxx Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Delisi! Penjualan Asel Tetap ..... -LO xxx xxx Asel Tetap .......... xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

dicatat sebaqai "Defisit Penjualan Aset Non Lancar" di debit. 

Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif, maka selisih ini 

Tang gal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Surplus penjualan Asel Tetap ..... -LO xxx 

xxx Asel Tetap .......... xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

selisihnya positif. 

sesuai nilai yang tertera pad a berita acara penjualan, dan "Aset Tetap ... (sesuai 

rincian objek)" di kredit sesuai nilai bukunya. Selisih nilai penjualan dan nilai buku 

aset ini dicatat sebagai "Surplus Penjualan Aset non Lancar" di kredit jika 

perjanjian/berita acara penjualan aset secara angsuran, fungsi akuntansi PPKD 

akan mencatat "Tagihan Penjualan Angsuran ..... (sesuai rincian objek)" di debit 

Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan berupa 

dengan mencatatnya sebagai aset tetap. 

penguasaannya dari pembukuan SKPD, SKPD akan menyerahkan aset tersebut 

kepada PPKD. PPKD menerima pelinipahan aset tetap yang hendak dijual ini 

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap SKPD 

yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh SKPD. Setelah dihapus/dikembalikan 

a. Tagihan Penjualan Angsuran 

1. Tagihan Jangka Panjang 

Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi pencatatan dan 

pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait denganaset lainnya berupa 

tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. 

Akuntansi Aset Lainnya pada PPKD 

xxx Akumulasi Penyusulan Alat-alat Besar xxx 
Dara! - Traktor 

xxx Alat-alat besar Dara! - Traktor xxx 



Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ...... xxx 
xxx Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian xxx 

Dae rah terhadap ....... - LO 

Jurnal LO dan Neraca 

Penggantian Kerugian) kepada pegawai yang tertuntut. Berdasarkan SK-SKT JM 
dan SKP2K ini, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian 
daerah dengan jurnal: 

tempo, maka selanjutnya diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan 

bersangkutan kepada majelis melalui kepala sekretariat untuk diperiksa _dan 
dibuat Surat Keputusan SKT JM. Surat keputusan SKT JM ini selanjutnya 
diserahkan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKT JM yang telah 
ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut 
melalui kepala unit/satuan kerja. Jika SKT JM telah melewati masa waktu jatuh 

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala unit/satuan kerja yang 

../ Taglhan Tuntutan Kerugian Daerah 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan xxx 
... -LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan xxx. 
Angsuran - ...... 

Jika pembeli/pegawai tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi 
akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut: 

· Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukli Rekening 

xxx xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx 
- Rurnah Oinas 

xxx Tagihan Penjualan Angsuran xxx 

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir 

tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui 

piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti 

memorial, fungsi akuntansi PPKD akan rnelakukan reklasifikasi dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

·'·\!, 
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Hal. 183 'fistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 

Tanggal Namer Kade Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx 

Tanggal Namar Kode Uraian Debit Kredit 
Buktl Rekenlng 

xxx xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga - .... xxx xxx Aset Tetap - .... xxx 

Tanggal Nomor Kade Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian xxx 

Daerah ..... - LRA 

·.·f, 
{ 
't 

~~;', 
,,_1{. 
i1t 
t:ril fi~· 
~: Jurnal - LRA ,. 
;Jf 
tJt r,1, 
t},}_ 
:.•,\ ~,. 
~r 

~'.--~ .. tfl: b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

fi Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi 
iv· ~t akuntansi PPKD akan mereklasifikasi "Aset Tetap" menjadi "Kemitraan dengan 
;fi Pihak Ketiga" dengan jurnal: 
ij;• 
qf· Jurnal LO dan Neraca ·~{-: 
'V ·;.r 
~to 

~ ,,, 
ff· 
f( 
.1i: s 
ff Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai pendapatan "Hasil 
!I' ./ dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO". Berdasarkan nota kredit yang 
f; 
;;. diterima dari bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 
t 
{• Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kade Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Bag;iin Lancar Tuntutan Ganli Kerugian xxx 
Daerah terhadap Pegawai Bukan 
Benda hara 

Ketika pegawai yang terkena kasus TGR ini melakukan pembayaran angsuran, 
rnaka, berdasarkan bukti setor berupa STS/yang dipersamakan, fungsi akuntansi 
PPKD akan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Norn or Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian xxx 

Daerah ....... xxx Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ....... xxx 

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya setiap akhir tahun fungsi 
akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang 
akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, 
fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 



PENCATATAN OLEH PENCATATAN OLEH PPKD No Transaksl SKPD 
Uraian Debit Kredlt Uraian Debit Kredit 

1 rragihan Pen)ualan 
Angsuran 

Saal Penjualan Tagihan Angsuran )()()( . 
Asel Tetap Pefil!Lialan ... 

TidakAda Surplus Penjualan Asel )()()( 

Surplus Jumal Geduna dan Banounan-LO 
Ase! Tetap-Gedung dan )()()( 

Banaunan 

Tagihan Angsuran Penjualan )()()( 

Defisit Tidak Ada Delisi! Penjualan Asel Non )()()( 

Jurnal La near 
Asel Lain-lain ... )()()( 

Jika penguasaan 
Fungsi Akuntansi PPKD: 

Asel Tetap yang Aset Tetap - Gedung xxx 
dijual berada &Bangunan 
dibawah RKSKPD )()()( 

penguasaan SKPD Aset Lain-lain (berupa Gedung )()()( maka sebelum & Banaunan) dilakukan 
penjualanmaka Asel Tetap - gedung & )()()( 

Banounan harus dllakukan 
pengembalian atas 
penguasaan aset PPK-SKPD: 
letap dari SKPD ke 
PPKD. RK PPKD xxx 

Asel Tetap xxx 
Gedung 
&Bangunan 

Bagian Lan car Taglhan )()()( 

Saal Piutang Tidak Ada Anqsuran Peniualan ... - 
Jatuh Tempo Jumal Tagihan Angsuran )()()( 

Penjualan 

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di PPKD: 

Tanggal Norn or Kade Uraian Debit Kredil 
Bukti Rekening 

xxx xxx xxx Asel Tetap - ........... xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga - ....... xxx 

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus 
dikembalikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Serita Acara Serah 
Terima (BAST), fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Hasil dari Pemanfaalan Kekayaan Daerah xxx 

- ....... - LRA 

Jurnal LRA 

xxx Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 
- -LO 

xxx 



Hal. 185 if stem Akuntan~i Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Aset Lainnya) 

Berikut adalah transaksi terkait aset lainnya yang terjadi pada Pemerintah 
Kab.Jayapura selama tahun 2015. 

llustrasi Kasus: 

PENCATATAN OLEH PENCATATAN OLEH PPKD 
No Transaksl SKPD 

Uraian Debit Kredit Ura Ian Debit Kredit 
Kas di Kas Daerah )()()( 

Bagian Lancar Tagihan xxx 
Saal Anasuran Peniualan ... - 
Pembayaran Tidak Ada Perubahan SAL xxx 
Angsuran Jumal Pendapatan )()()( 

Angsuran/Cicilan 
Penjualan ... -LRA 

2 rTagihan Tuntutan 
Kerugian Daerah Tunlutan Ganti Kerugian )()()( 

Saal Pengakuan Tidak Ada Daerah ... 
TGR Jumal Pendapatan Tunlutan )()()( 

Ganti Kerugian Daerah ... - 
LO 

Bagian Lancar Tuntutan Gan ti xxx 
Tidak Ada Keruaian Daerah ... 

Saa\ Piulang Jumaf Tuntutan Ganti Kerugian )()()( 
Jatuh Tempo Daerah ... 

Kas di Kas Daerah )()()( 

Saat Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan xxx 
Ganti Keruaian Dae rah ... 

Ganti Rugi Tidak Ada Perubahan SAL xxx 
Jumal Pendapalan Tuntutan xxx 

Ganti Kerugian 
Daerah ... - LRA 

3 Kemltraan dengan 
Pihak Ketlga · 

Saal Kemilraan Asel lainnya-Kemilraan xxx 
Dilanda denaan Pihak Ketiaa ... 

Asel Lain-lain xxx 

Kas di Kas Daerah )()()( 

Hasil dari Pemanfaatan )()()( 

Saal Hasil Kekavaan Daerah ... - LO 
Kemitraan Perubahan SAL xxx 
Diterima Hasil dari Pemanfaatan xxx 

Kekayaan Dae rah ... - 
LRA 

Asel Lain-Jain xxx 
- Kemitraan dengan Pihak )()()( 

Ketiaa ... 
Saal Kemilraan 
Berakhir Asel Tetap xxx 

Aset Lain-lain )()()( 

\A.set Tetap xxx RKSKPD xxx 
Saal Aset RKPPKD xxx Asel Tetap xxx 
Dikembalikan ke 
SKPD 
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Tanggal Nomor Kode Ura Ian Debit Kredit 
Buktl RekeninCI 

5 Mei 2015 001/BAS 1.5.2.03.01 Kernitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna 200.000.000 
T/2015 Serah Tanah 

1.5.4.01.01 Barang Milik Daerah yang Dibangun Guna 200.000.000· 
Serahkan 

1 Desembe BA- 1.5.1.01.01 fagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 300.000.000 
2015 012/DE/2 

015 
8.4.1.01.03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan 50.000.000 

Bangunan - LO 
1.5.4.01.02 Barang Milik Daerah yang Akan Dijual 250.000.000 

3 Desembe SK- 1.5.1.02.02 rragihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 180.000.000 
201-5 01/SKTM [l'erhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

/2015 
8.1.4.05.02 Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 160.000.000 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
-LO 

31 1/Memo/ 1.1.4.03.01 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 5.000.000 
Des ember 2015 Rumah Dinas 

2015 

Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas: 

tanggal 3 Desember 2015 diperoleh informasi Pemerintah Kab.Jayapura ·· .. 
memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa 
kendaraan dinas seharga Rp180.000.000,00. Pegawai yang bersangkutan 
menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan 
mengangsur bulanari .selama 3 tahun. Sampai dengan akhir Desember 2015 
cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah 
sebesar Rp5.000.000,00. 

3. Berdasarkan SKP2K dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT JM) 

Desember 2015 diketahui bahwa Pemerintah Kab.Jayapura telah menjual 
rumah dinas kepada pegawai Pemerintah Kab.Jayapura dengan harga 
Rp300.000.000,00 secara angsuran tiap bulan selama 5 tahun. Nilai buku 
rumah dinas ini adalah Rp250.000.000,00.Pada akhir Desember 2015, 
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar Rp5.000.000,00. 

2. Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-012/DE/2015 tanggal 1 

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah 
Kab.Jayapura telah mengikat kerjasama SGS (bangun, guna, serah) dengan 
PT Wijaya Tanggal 5 Mei 2015 untuk membangun gedung olahraga. Untuk 
kerjasama pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura 
menyerahkan tanah senilai RP200.000.000,00. Dalam kerjasama ini, 
disepakati bahwa PT Wijaya yang akan mengelola gedung ini akan 
memberikan bagi hasil sebesar Rp24.000.000,00/tahun yang dibayar tiap 
akhir tahun. 
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f •· i 

Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPQ 

Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD . meliputi pencatatan dan pelaporan 
akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa aset tidak 
berwujud dan aset lain-lain 

1. Aset Tidak Berwujud 

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPD, maka 
PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan 
dokumen terkait, misal berita acara serah terlma, dengan menjurnal: 

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit 
Bukti Rekenlna 

1.5.1.01.01 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 5.000.000 

31 2/Memo/ 1.1.4.04.02 Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Negeri 5.000.000 
Desember 2015 Bukan Bendahar 

2015 
1.5.1.02.02 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5.000.000 

terhadap Peqawai Neceri Bukan Bendahar 

31 1/STS/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.000.000 
Desember 2015 

2015 
1.1.4.03.01 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 5.000.000 

Rumah Dinas 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 

4.1.4.15.01 Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran Ruma! 5.000.000 
Dinas - LRA 

31 2/STS/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.000.000 
Desember 2015 

2015 
1.1.4.04.02 Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Neger 5.000.000 

Bukan Bendahara 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 

4.1.4.05.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap 5.000.000 
Peqawai Neceri Bukan Bendahara - LRA 

31 1/NK/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.000.000 
Desernber 2015 

2015 
8.1.4.18.03 Hasil dari Pernanfaatan Kekayaan Daerah 2.000.000 

BGS-LO 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 

4.1.4.16.03 Hasil dari Pernanfaatan Kekayaan Daerah 2.000.000 
SGS - LRA 

' ~.· 
t'· 
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- 

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD 

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan 
penggunaannya atau rusak, PPK - SKPD membuat bukti memorial yang diotorisasi 
Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat penqakuan aset lain-lain dengan 
menjurnal "Aset Lain-Lain" di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah 
dihentikan penggunaannya tersebut dan "Akumulasi Penyusutan - ... " di debit serta 
"Aset Tetap - ... " di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. 

2. Aset Lain-Lain 

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredil 
Bukli Rekening xxx xxx xxx Belanja Barang/Jasa ... xxx 

xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud 
tersebut, PPK-SKPD mencatat "Belanja Barang dan Jasa - ... " di debit dan 
"Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

Tanggilf Nomor Kode Uraian Debit Kredil 
Bukti Rekening xxx xxx xxx Ulang Belanja ....... xxx xxx RK PPKD xxx 

Jurnal LO dan Neraca , 
A tau 

Tang gal Nomor Kode Rekening Uraian Debi! Kredit 
Bukti xxx xxx xxx Utang Belanja .... xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut, PPK 
SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal TBP atau 
SP2D-LS, · dengan mencatat "Utang Belanja" di debit dan "Kas di Bendahara 
Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau "RK PPKD" 
di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS. 

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud pada SKPD 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

Tanggal Norn or 
Kode Rekening Uraian Debi! Kredil Bukli xxx xxx xxx Asel Tidak Berwujud xxx 

xxx Utang Belanja ...... xxx 
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No. Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit l~itf; 
Rekening ; 

;,• . ....... 
1 15-Mar-15 9/B.A/111/15 1.5.3.05.01 Aset Lain-lain· Software 250.000.000 

2.1.5.02.14 Utang Belanja Software 250.000.000 
21-Mar-15 15/KK/111/15 2.1.5.02.14 Utang Belanja Software 250.000.000 

3.1.3.01.01 RK PPKD 250.000.000 
5.2.2.xx.xx Belanja Jasa Konsultasi - Pembuatan Softwar 250.000.000 
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SM. 250.000.000 

2 31-Des-15 59/BM/XI 1/15 1.5.4.01.16 Aset Lain-Lain - Komputer 3.000.000 
1.3.7 .01.16 Akumumulasi Penyusutan Peralatari Kompute 27.000.000 
1.3 .2.16.0 2 Persona I Komputer 30.000.000 

direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. 

2) Pada tanggal 31 Desember 2015, menurut catatan pengurus barang, SKPD N 
memiliki aset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer 
sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan Rp30.000.000,00. Akumulasi penyusutan 
atas 6 unit komputer tersebut per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 
Rp27 .000.000,00. 6 unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian 

Pada tanggal 15 Maret 2015, pihak ketiga menyerahkan software tersebut 
kepada SKPD N dan langsung dilakukan instalasi ke semua SKPD. SP2D - LS 
atas pembelian software tersebut terbit pada tangga1 21 Maret 2015. 

1) SKPD N membeli · software penatausahaan bendahara dan akuntansi yang 
dikembangkan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar Rp250.000.000,00. 

llustrasi Kasus: 

No Transaksi Pencatatan oleh SKPD Pencatatan oleh SKPD 
Uraian Debit Kredit Uraian Debit Kredit 

1 Aset Tidak 
BerwuJud 

Saal Aset Diterima Asel Tidak Berwujud xxx Tidak Ada Jurnal 
Utang Belanja xxx 

Saal Pembayaran Utano Belania xxx Tidak Ada Jurnal 
UP/GU/TU Kas di Bendahara xxx 

Pengeluaran 

Saal Pembayaran Utang Belania xxx RKSKPD xxx 
LS RK PPKD xxx Kas di Kas xxx 

Daerah 

2 Aset lain-lain Aset Lain-lain xxx Tidak Ada Jumal 
Akumulasi Penyusutan xxx 

Asel Tetap xxx 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredil xxx xxx xxx Asel Lain-lain ....... xxx xxx Akumulasi Penyusutan ..... xxx xxx Asel Tetap ..... xxx 

I 
( 

~·- Jurnal LO dan Neraca r ,· 
i 
R ;;, 

f, 
~ "· ( Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPD: 
~ 
f. ii .. 
q.~- 
~: 

t· r.;,. 
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!~onsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. 
i:, · i Sistem akuntansi kewajiban terdiri atas sistem akuntansi kewajiban di SKPD dan 
,:1 

riistem akuntansi kewajiban di PPKD. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses t· 

Jyang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan 
Lt 
~engan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang ,. 

;tersangkutan. 
~ '.i; Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
-~- 
tenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 
1~ewajiban 

pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak 

{etiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada 

~asyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada 

~emberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukurn sebagai :( 
~onsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. 
;;. 
~ewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu 

~wajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. r 
1os-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara 
~ 
lain: 
\ ~- ,,: Kewajiban Jangka Pendek ,.. ~ 
l Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 
j 

f paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain 

i utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka 
! 

I 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN 
' H 
I 
t 

' t f > 
!,. 

tmengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban 

fpemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, 

fperikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada ,. 
~- 

rasyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada 

"'.Pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran XIII 
Norn or 
Tanggal 
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a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban si SKPD terdiri atas: 

PPTK, PPK-SKPD dan PPKD. 

Kewajiban Jangka Pendek I Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
-------------~ 

Utang Bunga 

Bagian Lancar Utang Jengka Panjang 

Pendapatan Diterima Dimuka 

Utang Belanja -~ .... 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Kewajiban Janqka Panjang ' Utang Dalam Negeri 

Utang Jangka Panjang Lainnya 

; ,: 
( pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar 

; f: utang jangka panjang. 
) f \ t' ! tb. Kewajiban Jangka Panjang 
'l : ! Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 

rt 
{ lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang 
~ 
t akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka !, panjang jika: · I 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan 

, & 2) Entitas berrnaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas 

1 i; dasar jangka panjang · 1 3) Maksud tersebul didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali ' §,. 
: '.~ (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang : I diselesaikan sebelurn pelaporan keuangan disetujui. 

l foalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: :j 
\ ::,. ' ,~,.. ·~ : -i 
i I 
l~ I rr.: ,· •I( 

~. ~i 

t_ I ~ ,~ 
~ ti- 
; ~' }. 

tr ,, 
'. !._:_:.:· SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD 

~ Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang 
( I khususnya utang jangka pendek. 

I 1. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
ij 

I J. 
~· 
~'. . ll 

\ 
\ i . 
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i .i 1 . 

~ 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain: 

1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

d. Pengguna Anggaran (PA I KPA) 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan 

yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan 

barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga 

fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas: 

1) Menyampaikan dokurnen ·· transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS 

kepada SKPD; 

2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan 

SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi 

· akuntansi SKPD. 

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi 

pada SKPD dengan rnerniliki tugas sebagai berikut 

1) Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti 

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek); 

3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca 

. dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk 

pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan 

kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang 

dipersamakan; 

2) Menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan 

Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); 

3) Menyiapkan dokumen pembayaran. 
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Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Persediaan Alat Tulis Kantor xxx 
xxx Utang Belanja Bahan Pakai Hahis xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi . 
akuntansi SKPD adalah: 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Beban ATK xxx 
xxx Utang Belanja Bahan Pakai Hahis xxx 

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian ATK 
yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan. 
1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi SKPD adalah: 
Jurnal LO atau Neraca 

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan 
pembayaran utang. 
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah 
dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya 
utang. 
Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan 
menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Beban dan (2) 
Pendekatan Aset. 

3. JURNAL STANDAR 

2) Nota Pesanan; 
3) Berita Acara Serah Terima; 
4) Kuitansi; 
5) Surat Perjanjian Kerja; 
6) SP2D UP/GU/TU; 
7) SP2D LS; 
8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan 

SKPD. 

rtem Akuntansi pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sis/em Akuntansi Kewajiban) 

J
. 
. . 
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Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Utang Belanja Bahan Pakai Hahis xxx 
xxx RKPPKD xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan 

dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi SKPD adalah: 

*) Pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan. Apakah menggunakan metode 

perpetual atau metode periodik 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Belanja ATK xxx-i 

xxx Perubahan SAL XXX*) 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Utang Belanja Bahan Pakai Hahis xxx 
xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi SKPD adalah: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx BelanjaATK xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Utang Belanja Bahan Pakai Hahis xxx 
xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

. [ 
'} 

•. :. 
w 

b. Transaksi -pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan 

I dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh 

i· fungsi akuntansi SKPD adalah: 
t: ~· 1) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi 

g akuntansi SKPD adalah: 
I ~' Jurnal LO atau Neraca 
i: 
w..· 



Hat. 195 ~istem Akunransi Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) 
'l. 

b. Pad a tang gal 19 April 2015, SKPD N membeli 5 unit personal komputer dari 

vendor senilai Rp25.000.000,00. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme ·LS 

barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2015. 

,· 
{~ 

Tang gal Nomar Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

11-Apr-15 30/KK/IV/2015 5.1.2.01.01 Belanja ATK 5.000.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomar Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

19-Apr-15 9/BNIV/2015 9.1.2.01.01 IBeban ATK 5.000.000 

2.1.5.02.09 Utang Belanja Bahan Pakai Hahis 5.000.000 

11-Apr-15 30/KKIIV/2015 2.1.5.02.09 µtang Belanja Bahan Pakai Hahis 5.000.000 

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor64 Tahun 2013) 

a. Pada tanggal 9 April 2015, SKPD N menerima ATK dari supplier senilai 

RpS.000.000,00 yang dibuktikan dengan Serita Acara Serah Terima Barang, tapi 

barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 2015 SKPD N membayar 

ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP. 

4. ILUSTRASI 

Catatan: 

Pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian/pengadaan barang 

dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran/dana untuk 

menyelesaikan/membayar utang. 

Tanggal Nomor Bukli Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx xxx xxx Belanja ATK xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 



Hal. 196 listem Akuntansi P~merintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) 
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Kode Tanggal Nomor Bukli Kredit Debit Uraian · 
. t. 

' 

,, 
i 
' .r Jurnal LRA 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

21-Mar-15 15/BA/111/2015 9.1.2.06.01 Beban Cetak 10.000.000 · 

2.1.5.03.02 Utang Belanja Cetak & Penggandaan 10.000.000 

11-Apr-15 30/KK/IV/2015 2.1.5.03.02 Utang Belanja Cetak & Penggandaan 25.000.000 

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 25.000.000 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

Contoh Transaksi: 

1. Pada tanggal 21 Maret 2015, SKPD N menerima 100 eksemplar barang cetakan 

dari percetakan "ABC" senilai Rp10.000.000,00, tapi barang tersebut belum 

dibayar. Pada tanggal 25 April 2015, SKPD N membayar belanja cetak tersebut 

kepada supplier menggunakan uang UP/GU. 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

?5-Apr-15 30/KK/IV /2015 5.2.2.16.04 Belanja Modal Peralatan Personel 25.000.000 

Komputer 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 

Jurnal LRA 

Kode 
Tanggal Nomor Bukli Uraian Debit Kredit 

Rekening 

19-Apr-15 1 O/BA/IV/2015 1.3.2.16.02 Peralatan dan Mesin-Personal 25.000.000 

kornputer 

2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan 25.000.000 

Mesin Personal Komputer 

11-Apr-15 30/KK/IV /2015 2.1.5.02.09 µtang Belanja Peralatan dan Mesin 25.000.000 

3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 



Hal. 197 

Debit Kade Kredit Uraian Nomor Bukti Tanggal 

Jurnal LO atau Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

SP2D-LS. 

Juli 2015 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan 

3. Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD N menerima Serita Acara Kemajuan Pekerjaan 

atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan bobot tingkat kemajuan 

35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar Rp350.000.000,00. Pada tanggal 3 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

04-Jul-15 1 O/KK/IV/2015 5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan 25.000.000 

Oinas Bermotor Perorangan 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 

Jurnal LRA 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

01-Apr-15 03/BNIV/2015 1.3.2.04.01 Peralatan & Mesin-Kendaraan Dinas 25.000.000 

Bermotor 

2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal-Peralatan 25.000.000 

Mes in ' 

04-Jul-15 10/KK/IV 1201 5 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan Masin 25.000.000 

3.1.3.01.01 RKPPKD 25.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

2. Pada tanggal 1 April 2015, SKPD N membeli 2 unit sepeda motor dari vendor 

senilai Rp 25.000.000. Pada tanggal 7 April 2015 dilakukan pembayaran dengan 

mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS. 

Rekening 

25-Apr- 15/KK/111/2015 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 25.000.000 

15 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 
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Hal. 198 
i- lf istem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debi! Kredit 

Rekening 

09-Jan-15 7 /BKM/IX/2015 1.1.1.02.02 Kas di Bendahara Penerima 36.000.000 

2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka ... 36.000.000 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

5. Pada tanggal 1 September 2015, SKPD N menerima pendapatan sewa lods 

pasar untuk 1 tahun sebesar Rp36.000.000,00. 

Kade 
Tang gal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

15-Jul-15 1/BM/Xl/2015 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.000.000 

2.1.1.07.01 UtangPFK 4.000.000 

16-Jul-15 1/BM/Xl/2015 2.1.1.07.01 )Jiang PFK 4.000.000 

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

4. Pada tanggal 15 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran "SKPD A" melakukan 

pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GUfTU) senilai 

Rp4.000.000,00. Pada tanggal 16 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran "SKPD A" 

melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GUfTU) 

senilai Rp4.000.000,00. 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

07-Mar-15 SP2D-LS 5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Banqunan 350.000 

Gedung Kantor 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 350.000 

Jurnal LRA 

Rekening 

07-Jan-15 5/BANll/2015 1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan Belanja Modal 350.000 

2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung 350.000 

07-Mar-15 SP2D-LS 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung 350.000 

3.1.3.01.01 RK PPKD 350.000 
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fistem Akuntansi. Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) Hal. 199 ,. 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek); 

3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari l.aporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), 

investasi bukti-bukti berdasarkan lainnya 1) Mencatat transaksi/kejadian 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD dengan 

memiliki tugas sebagai berikut: 

Pihak-pihak yang terkait dalarn sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas : 

Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD. 

a. Fungsi Akuntansi - PPKD 

1. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan 

reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : (1) Akuntansi kewajiban, dan 

(2) akuntansi pembiayaan. 

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

12-Des-15 BM 2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka ... 12.000.000 

8.1.2.16.02 Retribusi Fasilitas Pasar yg 12.000.000 

Dikontrakkan -LO 

Jurnal LO atau Neraca 

6. Pada tanggal 31 Desember 2015, SKPD N melakukan penyesuaian atas 

pendapatan yang diterima pada tanggal 1 september 2015. 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

09-Jan-15 7/BKM/IX/2015 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000 

4.1.2.16.02 Retribusi Fasilitasi Pasar yang 36.000.000 

Dikontrakkan-LRA 

J . 
Jurnal LRA 
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Hal. 200 t~istem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) 

a. Penerimaan Utang 

4. ILUSTRASI 

No Transaksi 
PENCATATAN OLEH PPKD 
Uraian Debit Kredit 

Kas di Kas Daerah xxx 
1 Saat penerimaan Kewajiban Jangka Fanjang Xxx 

pembiayaan Perubahan SAL xxx 
Penerimaan Pembiayaan Xxx 

Beban Sunga xxx 
Saal Pembayaran Kas di Kas Daerah Xxx 2 13unga Kewajiban Sunga Utang xxx 

Perubahan SAL Xxx 
Kewajiban Jangka Panjang xxx 

$aat Pelunasan Kas di Kas Daerah Xxx 3 Kewajiban Penqeluaran Pembiayaan xxx 
Perubahan SAL Xxx 

Kewajiban Jangka Panjang xxx 
4 Saat reklasifikasi Bagian La near Kewajiban Jangka Xxx 

Panlanq 

. 3. Jurnal Standar 

d. SP2D LS . 

c. Nota Kredit; 

a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. Surat Perjanjian Utang; 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain: 

2. DOKUMEN YANG TERKAIT 

laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK. 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani 

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 

2) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi 

PP'KD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. 

utang; 

1) Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi 

memiliki tugas: 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi 

penerimaan utang, pembahayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD 

b. Bendahara Umum Daerah (BUD) 



Hal. 201 t•m Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) 

l 

dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi 

bukti memorial terkait pengakuan bagian · utang jangka panjang yang harus 

dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi 

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan 

c. Reklasifikasi Utang 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

xxx SP2D-LS xxx Pernbayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank xxx 
xxx Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx SP2D-LS xxx Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan xxx 
xxx Kas di Kas Daerah xxx 

Jurnal LO atau Neraca 

tempo. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal: 

Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran kewajiban yang telah {atuh 

b. Pembayaran Utang 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

xxx Nola Kredit xxx Perubahan SAL xxx 
xxx Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ... xxx 

Jurnal LRA 

Kade 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredil 

Rekening 

xxx Nata Kredit xxx Kas di Kas Daerah xxx 
xxx Utang Dalam Negeri Sektar Perbankan xxx 

•. Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang antara Pemda "XYZ" dengan t: t Bank "ABC", Pemda "XYZ" menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah r f masuknya uang ke rekening kas daerah. Dari informasi tersebut, fungsi 
i' ~ Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat 
!' f jurnal: 
1 !, Jurnal LO atau Neraca 
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II 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Rp18.000.000,00. 

Pada tanggal 5 November 2015, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas 

pinjaman Pemerintah Kata Sentosa kepada Bank ABC sebesar 
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2) Pembayaran Bunga Kewajiban - 1 

Kode 
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekenlng 

3-Mei-15 Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.000 

7.1.4.01.01 Penerimaan Pernbiayaan-Pinjaman 300.000.000 

Dalarn Negeri dari Bank ABC 

.Jurnal LRA 

Kode 
Wanggal Nornor Bukti Uraian Debit Kredit 

Rekening 

G-Mei-1.5 Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 300.000.000 

2.2.1.01.01 Utang Dalarn Negeri Sek tor 300.000.000 

Perbankan-Bank ABC 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

Pada tanggal 3 Mei 2015, Pemerintah Kab.Jayapura menerima pinjaman dari 

Bank ABC senilai Rp300.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% pertahun. 

Sunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November .. Jatuh tempo pinjaman 

pada 2 Mei 2020. 

1) Penerimaan Utang 

d. Contoh Transaksi 

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit 

xxx BM xxx Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan xxx 
xxx Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor xxx 

Perbankan Kas di Kas Daerah 

Jurnal LO atau Neraca 

dengan mencatat "Kewajiban Jangka Panjang" di debit dan "Bagian Lancar 

Utang Jangka Panjang" di kredit dengan jurnal: 



Hal. 203 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

3-Mei-1'6 SP2D-LS 5.1.3.01.03 Bunga Utang Pinjaman kepada Bank BCA 18.000.000 

Jurnal LRA 

Norn or 
Tanggal Kode Rekening . . Uralan Debit Kredit 

Bukti 

3-Mei-16 SP2D-LS 9.1.3.01.03 Beban Sunga Pinjaman-Bank ABC 12.000.000 

2.1.2.04.01 '-.)tang Bunga Pinjaman kpd Bank ABC 6.000.00C 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 18.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Rp18.000.000,00 . 

4) Pembayaran Bunga Kewajiban - 2 

Pada tanggal 3 Mei 2016, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas 

pinjaman Pemerintah Kab.Jayapura kepada Bank ABC sebesar 

Norn or 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

31-Des-15 BM 9.1.3.01.03 Beban Bunga Pinjamcin-Bank ABC 6.000.000 

2.1.2.04.01 Utang Bung a Pinjaman kpd Bank ABC 6.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

3) Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman 

Pada tanggal ·31 Desember 2015, dilakukan penyesuaian terhadap bunga 

pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2015 selama 2 bulan (november s/d 

desember 2015) sebesar Rp6.000.000,00. 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

3-Nov-15 SP2D-LS 5.1.3.01.03 Bunga Utang Pinjaman kepada Bank 18.000.000 

ABC 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 18.000.000 

Jurnal LRA 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

3-Nov-15 SP2D-LS 9.1.3.01.03 Beban Bunga Pinjaman-Bank ABC 18.000.000 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 18.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 
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~Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) 
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Hal. 204 · Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Kewajiban) 

7) Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) - Pemotongan Pajak 

Pada tanggal 30 November 2015, Bendahara PPKD melakukan pemotongan 

pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp6.000.000,00. Pada 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

31-Des-16 4/KK/Xl/15 2.2.1.01.02 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan- 60.000.000 

Bank BCA 

2.1.3.01.02 Baglan Lancar Utang Dalam Negeri 60.000.000 ., .. 
Sektor Perbankan-Bank ABC 

6) Reklasifikasl Utang 

Pada tanggal 31 Oesember 2015, Pemerintah Kab.Jayapura melakukan 

reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank ABC atas 

hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp60.000.000,00. 

Jurnal LO atau Neraca 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

2-Mei-16 SP2D-LS 7 .2.3.01.01 Pengeluaran Pembiayaan-Pembayaran 60.000.000 

Pokok Pinjaman Kepada Bank BCA 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 60.000.000 

Jurnal LRA 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

2-Mei-16 SP2D-LS 2.2.1.01.01 ).)tang Dalam Negeri Sektor Perbankan- 60.000.000 

~ank BCA 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000 

5) PembayaranPokok Utang 

Pada tanggal 2 Mei 2016, Pemerintah Kab.Jayapura membayar pokok utang 

pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 

Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, 

diterbitkan SP2D LS. 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor64 Tahun 2013) 

Jurnal LO atau Neraca 

j1 s.ooo.oooj Perubahan SAL 0.0.0.00.00 



Hal. 205 rem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Jayapura (Sis/em Akuntansi Kewajiban) 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Buk!i 

01-Des-15 2/BM/Xl/15 2.1.1.07.01 Utang PFK 60.000.000 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

Nomor 
Tanggal Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

30-Nov-15 2/BM/Xl/15 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000 

2.1.1.07.01 Utang PFK 60.000.000 

Jurnal LO atau Neraca 

tanggal 1 Desember 2015, Bendahara PPKD melakukan penyetoran pajak 

atas pembayaran gaji bulan Oesember senilai Rp6.000.000,00. 



Hal. 206 
! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ i Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) I . 
l 

r Penyebab terjadinya kesalahan antara lain disebabkan karena keterlambatan i 
\ penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan 

i penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. 

l 
! i 

kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kernbali menjadi 2 (dua) jenis: 

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan 

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya 

Kesalahan berulang 

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) 

dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. 

Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga 

perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi 

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena 

yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode 

i sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan 
f kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan 
f 
~ atas Laporan Keuangan. 
i.- 
l' 
f 

} keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, 

l, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa 
1 
~ ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan 
! 
} pada periode di masa depan. ltulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap 1 beberapa kesalahan tersebut. . 

f Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelornpokkan menjadi 2 (dua) jenis: 

t: a. Kesalahan tidak berulang 
l: 

tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 

~ Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan {: 
l 

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang 

AKUNTANSIKOREKSIKESALAHAN 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran XIV 
Nomor 
Tanggal 

. ,. J . . . 



Hal. 207 ; Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) 

1. Kesalahan Tidak Berulanq 

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan 

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode 

r. 
I 

2. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan; 

; 3. SP2D. 

; C. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI 
i 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain : 

1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

~ B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
i 
~ 

PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD terdiri 

atas: 

1. PPK-SKPD dan 

2. PA/KPA. 

sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di 

PPKD terdiri atas : 

1. Fungsi Akuntansi PPKD dan 

2. PPKD. 

Si fat Kelompok Jen is Batasan 

Kesalahan Tidak Terjadi pada periode 
Berulang berjalan 

Terjadi pada periode Laporan Keuangan 
sebelumnya Belum diterbitkan . 

Laporan Keuangan Sudah ditetapkan dalam 
Sudah Diterbitkan Perda (PSAP Nomor 1 O 

Paragraf 29) 

Kesalahan 
berulang 

Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan : 

Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, 

namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. ltulah sebabnya akan ada 

perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Dari sifat kejadiannya, 

koreksi kesalahan dapat terjadi berulang dan tidak berulang. 



Hal. 208 iSistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) 
!· 
! •· 

1) Koreksi - Laporan Keuangan Bel um Diterbitkan 

b. Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya 

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam 

periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum 

diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredlt 
Bukti 

xxx xxx 4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah xxx 
-LRA 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx 8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Psrnerintah xxx 

-LO 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Koreksi : 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx 0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 
4.3.1.01.01 Pendapatan.Hibah dari xxx 

Pemerintah -LRA 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 
8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari xxx 

Pemerintah - LO 

Jurnal LO dan Neraca 

Jurnal Semula: 

Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan 

kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah 

pus at. 

berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun 

be ban. 

llustrasi 

i 
,\ 

l 
r 
} 



· 1:.\. 
I
, . .. 

Hal. 209 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) 

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala 

Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun 

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan 

Tanggal Norn or Kade Rekening Ura Ian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx 0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 

4.3.3.01.02 Pendapatan Lainnya - LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 

8.3.3.0..1.02 Pendapatan Lainnya - LO xxx 

Jurnal Koreksi: 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Perniendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

i 
i 
l ; 
I 

¥. 
)· 
' 

Tang gal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx 5.1.1.XX.XX Belanja Pegawai - LRA xxx 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx 9.1.1.XX.XX Beban Pegawai - LO xxx 
3.1.3.01.01 RKPPKD xxx 

~- 

l· 

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan 

pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA 

atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

llustrasi: 

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan 

jumlah gaji. 

Jurnal semula : 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

''i!!I 
''I 



Hal. 210 , Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) 
I 

llustrasi: 

•:• Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang 

terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun 

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 

. diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 

Tang gal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx 0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 
0.2.1.00.00 Surplus/Defisit LRA .xxx 

Jurnal LRA 
i 
t 
l 
l 
! 
·' ! 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredlt 
Bukli 

xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 
3.1.1.01.01 Ekuitas .xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal Koreksi: 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx 5.1.1.0101 Belanja Gaji Pokok PNS- LRA xxx 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Norn or Kode Rekening Uraian Debit Kredil 
Blikti 

xxx xxx 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS - LO xxx 
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal semula: 

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan 

jumlah gaji. 

llustrasi : 

pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas 

dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. 



Hal. 211 

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi 

·;. 

I l 
. li' t \: 
t: . ! pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi I !!!!!!!!!!!!!!!~p~e~n~d~a~p~at~a~n~-L~R~A!!!!!!!!m~a~u~pu~n!!!!!!!!pe~n~d~a~p~at~a~n~-L~O!!!!!!!!ya~n~g!!!!!!!!be~r~s~an~g~k~u~ta~n~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

' Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) 

koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib 

pajak . 

2. Kesalahan Berulang 

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah 

(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara 

berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan 

Tang gal Nomor Kode Rekening Oralan Debit Kredit 
Bukti 

xxx xxx 0.2.1.00.00 Surplus I Defislt LRA xxx 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti xxx xxx 3.1.1.01.01 Ekuitas xxx 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah ... xxx 

Jurnal LO dan Neraca 

Asumsi Pelaksanaan anggaran menqikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal Koreksi 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kr edit 
Bukti 

xxx xxx 0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx 
4.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LRA xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Buk!i 

xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 
8.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LO xxx 

Jurnal semula : 

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013) 

Jurnal LO dan Neraca 

Pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh 

Pemerintah Pusat 



Hal. 212 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

25-04-15 BM 4.1.1.06.01 Pajak Hotel - LRA 7.000.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.000.000 

Jurnal - LRA 

Norn or 
Tanggal . Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

Bukti 

25-04-15 BM 8.1.1.06.01 Pajak Hotel • LO 7.000.000 

· 1.1.1.02.01 Kas di Kas Daerah 7.000.000 

Jurnal - LO Dan Neraca 

Pada tanggal 25 Apr'il 2015, atas pajak hotel yang diterima dari Hotel Maleo dan 

terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp7.000.000,00. 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

llustrasi: 

Nomor Kode 
Tangga! Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

15-04-2015 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 

4.1.1.06.01 Pajak Hotel - LRA 25.000.000 

Jurnal- LRA 

Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredil 
Bukti 

15-04-2015 1.1.1.02.01 Kas di Kas Daerah 25.000.000 

6.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 25.000.000 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

Jurnal - LO Dan Neraca 

llustrasi; 

Pada tanggal 15 April 2015, DPPKAD (Dinas Pendapatan) menerima pendapatan 

pajak hotel bulan maret dari Hotel Maleo sebesar Rp.25.000.000,- 



Hal. 213 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan) 

Nomor Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredil 

Bukti Rekening 

25-04-15 BKK 5.1.2.01.01 Belanja ATK- LRA 4.500.000 

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 900.000 

5.1.2.06.01 Belanja Cetak - LRA 5.400.000 

F J J urn al - LRA 

Nomor Kode 
Tani:igal Uraian .- Debit Kredil 

Bukli Reke,1ing 

25-05-15 BKK 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran . 900.000 

9.1.2.01.01 Be ban Persediaan A TK- LO 4.500.000 

9.1.2.06.01 . Be ban Cetak - LO 5.400.000 

Jurnal Koreksi : 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013) 

Jurnal - LO Dan Neraca 

Nomor Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

19-04-15 BKK 5.1.2.06.01 Belanja Cetak - LRA 5.400.000 

0.0.0.00.00 .· Perubahan SAL 5.400.000 

Jurnal- LRA 

Nomor Kode 
Tanggal Uraian Debit Kredit 

Bukti Rekening 

19-04-15 BKK 9.1.2.06.01 Beban Cetak - LO 5.400.000 

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 5.400.000 

Pengeluaran 

Pada tanggal 20 Mei 2015, ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar 

Rp 5.400.000,00 (transaksi 19 April 2015),- yang seharusnya belanja ATK sebesar 

Rp 4.500.000,00 dengan menggunakan UP/GU. 

Jurnal Semula : 

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 

64 T ahun 2013) 

Jurnal - LO dan Neraca 

llustrasi: 

t, 
l' 
-$ 



Hal. 214 ; Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian) 

laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. 

dari seluruh SKPD dengan 
adalah konsolidasi Dasar penyusunan laporan keuangan 

menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan 
PPKD. 
Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni 
tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan 

.. " ,·· ,•a,;\''~-ji:p ., i . 

(dalam fung~i ;~lfagaf::,,, 
~! ,:· ,lf~~:;!Ri,_, SKPD ;. · .. 

(sebagai Kantor 

t 
! 
l 
I ; 

~ t 
I 
I 
! 

Laporan Keuangan 
Konsolidasian \ 

I 

1· 
Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak 
mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang 
(Home Office - Branch Office). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD 
bertindak sebagai kantor cabang .. 

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh 
laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan 
entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. 

SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN 

Peraturan Bupati Jayapura 
56 Tahun 2014 
25 November 2014 

Lampiran XV 
Nomor 
Tanggal 

: :_ 
'' \ 



Hal. 215 Sistem Akuntans(Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi t.eooten Konsolidasian) 

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3 bagian 
yaitu: 
1) Menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara nienggabungkan akun -akun pada 

kode 4, 5 6 dan 7 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan LRA 
GABUNGAN. 

2) Menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 
8 dan 9 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan LO GABUNGAN. 

3) Menyusun worksheet Neraca yaltu dengan cara menggabungkan akun -akun pada 
kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan NERACA 
GABUNGAN.Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat 
jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN. 

Lap.Keu Lap. Keu Lap.Keu Lap.Keu Jurnal Lap. Keu 
Kode Nam a 

SKPDA SKPDB SKPD dst. PPKD Eliminasl Pemda 
Akun Akun 

D K D K D K D K D K D K 

iif.tfMifo#G. 

NS. SKP.D. setelah 

A. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI 
Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan 
SKPD dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan 
laporan keuangan gabungan. 



Hal. 216 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian) 

No Uraian SKPD SKPD PPKD Gabunga 
1 2 n 

0 K D K D K D K 
KEGIATAN OPERASIONAL 

1 Pendapatan 

2 Pendapatan Asli Daerah 

3 Pendapatan Transfer xxx xxx xxx 
6 Lain-lain Pendapatan yang sah xxx xxx 
7 Jumlah Pendapatan xxx xxx xxx xxx 
8 Dana perimbangan/ Transfer xxx xxx 
9 Lain-lain pendapatan yang sah xxx xxx 

WORKSHEET LO GABUNGAN 

SKPD SKPD PPKD Gabungan 1 2 No Uraian 
D K D K D K D K 

1 Pendapatan 

2 Pendapatan Asli Daerah 

3 Pendapatan pajak daerah Xxx xxx xxx 
4 Pendapatan Retribusi Daerah Xxx xxx xxx 
5 Hasi1 pengelolaan kekayaan xxx xxx 

Daerah yang dipisahkan 

6 Lain-lain PAD yang sah xxx xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Xxx xxx xxx xxx 
8 Dana perimbangan/ Transfer xxx xxx 
9 Lain-lain pendapatan yang sah xxx xxx 
10 Jumlah Pendapatan Xxx xxx xxx xxx 
11 Belanja 

12 Belanja Tidak Langsung/ Operasi Xxx xxx xxx xxx 
13 Belanja Langsung I Modal Xxx xxx xxx xxx 
14 Jumlah Belanja Xxx xxx xxx xxx 
15 Surplus/deficit-LRA Xxx xxx xxx xxx 
16 Pembiayaan daerah 

17 Penerimaan pembiayaan xxx xxx 
18 Pengeluaran pembiayaan xxx xxx 
19 Pembiayaan netto xxx xxx 
20 Sisa lebih pembiayaan tahun xxx xxx 

berkenaan (SILPA)/SIKPA 

. i, 

' l ·1 
i l WORKSHEET LRA GABUNGAN 
f 
1· .f : 
' ! 

... ¥. 



Hal. 217 Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Laporan Konso/idasian) 

No Uraian SKPo· 1, PPKD Eliminasi ·Gabunga; 
2, ... n n 

D K D K D K D K 
1 Aset 

2 Aset Lancar 
3 Kas di Kas Daerah xxx )()()( xxx 
4 Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx xxx 
5 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx xxx 
6 Piutang pajak daerah xxx xxx xxx 
7 Piutang retribusi daerah xxx xxx 
8 Piutang has ii pengelolaan xxx xxx· 

kekayaan daerah yang 
dipisahkan 

9 Piutang lain-lain PAD yang sah xxx xxx xxx 
10 Piutang dana perimbangan xxx xxx 
11 . Piutang lain-lain pendapatan xxx xxx 

yang sah 

12 Persediaan xxx xxx xxx 
13 Jumlah aset lancer xxx xxx xxx 
14 lnventasi Jangka Panjang xxx xxx xxx 
15 Aset Tetap 

16 Tan ah xxx xxx xxx 
17 Peralatan dan mesin xxx xxx xxx 
18 Gedung dan bangunan xxx xxx xxx 
19 Jalan, irigasi, dan jaringan xxx xxx xxx 
20 Aset tetap lainnya xxx xxx xxx 
21 Akumulasi penyusutan (xxx) (xxx) (xxx 

WORKSHEET NERACA GABUNGAN 

10 Jumlah Pendapatan xxx xxx xxx xxx 
11 Be ban 

12 Beban Operasi xxx xxx xxx xxx 
13 Belanja Transfer xxx xxx xxx xxx 
14 Jumlah Surplus/Defisit dari xxx xxx xxx xxx 

Operasi 

15 Surplus/deficit dari kegiatan non xxx xxx xxx xxx 
operasional 

Surplus non 



Hal. 218 Sistem AkuntailsiPemerintah Kabupaten Jayapura (Sistem Akuntansi Laporan Konso/idasian) 

B. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu: 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 

JURNAL PENUTUPAN 

Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan PPKD ketika menyusun laporan 
keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak 
perlu lagi membuat jurnal penutup. 

Uraian Debit Kredit 
RK-PPKD xxx 

RK-SKPD xxx 

JURNAL ELIMINASI 
Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- SKPD yang 
merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas 
pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, 
untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak 
dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun reciprocal tersebut, balk di 
SKPD maupun di PPKD. Sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPD dan akun RK 
SKPD di neraca PPKD tetap hidup. 
Untuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan menjurnal RK-PPKD di Debet dan 
RK-SKPD di Kredit. 

) 

22 Jumlah aset tetap xxx xxx xxx 
23 Dana cadangan xxx xxx 
24 Aset lainnya xxx xxx xxx 
25 Rekening Koran-SKPD xxx (xxx) 
26 Jumlah asset xxx xxx xxx 
27 Kewajiban xxx xxx xxx 
28 Ekuitas xxx xxx 

- Ekuitas 

- SAL • 29 Rekening Koran-PPKD (xxx 

.. ) 

30 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas xxx xxx xxx 
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2. Menyusun Laporan Perubahan Saide Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan 

tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah 

LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita 

memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. 

1 . Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran .(LRA) merupakan laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA. dan 

pembiayaan. yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 

satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan 

mengambil data akun-akun kode rekehing 4 (Pendapatan - LR.A}, 5 (Belanja}, 6 

(Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan. 

Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut. 

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi 

3. Laporan Operasional (LO); 

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

5. Neraca; 

6. Laporan Arus Kas (LAK); dan 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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5. Penyusunan Neraca 

Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari WORKSHEET 

konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun- 

NO URAIAN 20X1 20XO 

1 EKUITAS AWAL xxx Xxx 
2 SURPLUS/DEFISJT-LO xxx Xxx 
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN 

MENDASAR 
4 KOREKSI NILA! PERSEDIAAN xxx Xxx 
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP xxx Xxx 
6 LAIN-LAIN xxx Xxx 
7 EKUITAS AKHIR xxx Xxx 

PEMERINT AH PROVINSI/KABUPATEN/KOT A •...• 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

3. Penyusunan Laporan Operasional 

Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung 

dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode 

rekening 8 (Pendapatan - LO) dan 9 (Beban). 

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah 

daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas 

Awai dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh 

dari Surplus/defisit Laporan Operasional. 

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah 

Daerah. 

NO URAIAN 20X1 20XO 

1 Saide Anggaran Lebih Awai xxx Xxx 
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (xxx) (xxx) 
3 Subtotal (1 + 2) xxx Xxx 
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPN SiKPA) xxx Xxx 
5· Subtotal (3 + 4) xxx Xxx 
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya xxx Xxx 
7 Lain-Jain xxx Xxx 
8 Saide Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) xxx Xxx 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .••.• 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Pemerintah Daerah. 

. - _r::;::r;;i 
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akun kode rekenlnq' 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal 

eliminasi untuk reciprocal RK-SKPD DAN RK-PPKD. 

Sebagai catatan :Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan PPKD 

terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses 

penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL dan proses offset Ekuitas dari Transaksi 

Kas. Dengan demikian didalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan 

Ekuitas Akrual murni. 

6. Membuat Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi 

pad a pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar 

tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, 

aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. lnformasi tersebut dapat diperoleh 

dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. 

· 7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka 

yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus 

Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain: 

a. lnformasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

b. lnformasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; 

c. lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

d. lnformasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi 

dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pas yang disajikan pada lembar 

muka laporan keuangan; 

f. lnformasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 

g. lnformasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah 

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 

2.1 Ekonomi makro 

2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 lndikator pencapaian target kinerja APBD 

Bab Ill lkhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 

3.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

Bab IV Kebijakan akuntansi 

4.1 Entitas akuntansi I entitas pelaporan keuangan daerah 

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah 

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP 

pada pemerintah daerah 

BabV Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah 

daerah 

5.1.1 Pendapatan - LRA 

5.1.2 Belanja 

5.1.3 Transfer 

5.1.4 Pembiayaan 

5.1.5 Pendapatan - LO 

5.1.6· Beban 

5.1.7 Aset 

5.1.8 Kewajiban 

5.1.9 Ekuitas Dana 

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual alas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 

penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan 

basis akrual pada pemerintah daerah. 

Bab VI Penjelasan alas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah 

Bab VII Penutup 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 


